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MNAMA SOP Penyusunan Laporan Rencana Strategis (Renstra)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1 Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Masional. 2. Mengetahui tugas dan fungsi |abatan
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan | 3 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Pemenntah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Memahami aturan dan regulasi penyusunan Rencana Kena (Renja)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tantang Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Peraluran Menten Dalam Neger Nomor 70 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Pemennlah Daerah
5 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 90 Tahun 2018 tentang Klasfikasi Kodefikasian Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
& Peraturan Menteri Dalam Negeri Memar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
7. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 900.1.155-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Megeri Momor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Venfikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Provins: Sumatera Selatan Momor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektoral, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
% Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provis| Sumatera Selatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. BOP Penyusunan Rencana Kena Anggaran
| (Perubahan RKA)

(RKA) dan Perubahan (Rencana Kerna Anggaran

1. Dokumen RPJMD 2. Format Penyusunan Rensira 3. Data dan informasi rencana strategis 4. Laporan Pencapaian
Renstra pericde sebelumnya 5. Parangkat komputer §. Internet

“PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses penyusunan RENSTRA tidak akan berjalan dengan lancar

untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perode 5 (lima)
tahun kedepan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)

PELAKSANA MUTU BUKU
" JRAARHECIATAR KEPALA BADAN | SEKRETARIS P:;Esijts%?iu STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT RETERANGAM
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
1 | Menerima surat dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Disposisi Surat | 25 Menit | Disposisi Surat
Selatan dan memberi arahan kepada Sekretars untuk
menyusun Rencana Strategis (Renstra) di Lingkungan
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
2 | Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag. 3 Disposisi surat 30 Menit | Disposisi surat | -
Perencanaan dan Data Informasi untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra)
3 | Membuat format pengumpulan data dan informasi IFnrmal: 2Jam | Format -
Rencana Strategis (Renstra) kepada masing-masing penyusunan penyusunan
bidang dan sekretariat Dokumen Dokumen
Renstra Renstra
4 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Format 1 Jam Format -
Rencana Strategis (Renstra) kepada masing-masing . penyusunan penyusunan
bidang dan sekretariat Dokumen Dokumen
Renstra Renstra
5 | Membuat Undangan Rapat (yang ditandatangani oleh s Undangan 30 Menit | Undangan - 1
Sekretans Badan) kepada Pejabat Esselon untuk rapat rapat rapat
pembahasan Rencana Strategis (Renstra)
6 | Melaksanakan Rapat pembahasan Rencana Strategis ! ; Draft Renstra 2 Jam Draft Renstra -
{Renstra) Lima Tahunan |
7 | Menghimpun format data dan informasi Rencana ) Draft Renstra 2Hari | DraftRenstra | -

Strategis (Renstra)
| sekretariat

dari masing-masing bidang dan




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN KEGIATAN KASUBBAG
KEPALA BADAN | SEKRETARIS | PERENCANAAN STAF KELENGKAPAN WAKTU ouUTPUT AETERANAN
DAN DI
1 2 3 4 5 & 7 8 ] 10
8 | Membuat konsep Dokumen Rencana Strategis (Renstra) YA j Draft Renstra 2 Hari Draft Renstra | -
3
9 | Memeriksa dan mengoreksi Konsep Dokumen Rencana 1\ Draft Renstra 1 Hari Dokumen -
Strategis (Renstra) < / il Renstra
10 | Menyampaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) L Daokumen 1Jam | Dokumen -
kepada Kepala Badan untuk meminta persetujuan Renstra Renstra
11 | Penandatanganan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ! Dokumen 10 Menit | Disposisi -
oleh Kepala Badan yang sebelumnya diparaf terlebih Renstra Persetujuan
dahulu cleh Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi dokumen
dan Sekretaris Renstra
12 | Membuat surat pengantar pengiriman  sekaligus Konsep surat 15 Menit | Surat -
penomoran surat pengantar pengantar
13 | Menggandakan Dokumen dan menyampaikan kepada Dokumen 1 Jam Dokumen -
BAPPEDA dan mengarsipkan Renstra Renstra
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Pelaksanaan Menitering Kegiatan

MNAMA SOP

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Menten Dalam Negeri Nemer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemenntah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomer 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informas| Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasian Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 15.5-1217 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan
Lembaga Tekmis Daerah Provinsi Sumatera Selatan

9 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asat Daerah Provisi
Sumatera Selatan.

1. Memahami peraturan perundang — undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Monitoring
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dalam menganalisa data pendukung laporan palaksanaan
kegiatan satu tahun

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP LKJIP 2. SOP Renstra 3. SOP Data Kinerja

1. Lembaran Kerja
2. Komputer, ATK
3. DPA, Renstra, Renja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila pelaksanaan monitoring kegiatan tidak berjalan dengan baik maka
kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program/ kegiatan tidak diketahui
sehingga berimplikasi target dan kinerja

1. Aktivitas Pelaksanaan Monitoring kegiatan dicatat dan didata sebagai
dokumen bahan laporan Penyusun program




SOP : PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN

:

; £5 = Uitk _ MUTU BUKU
L ; G55 KASUBBAG KELENGKAPA
URAIAN PROSEDUR KEPALA SEKRETARIS KEPALA ] PELAKSAN N DAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
il ." il T ] 5 i DANDI | peraaTan g
2 3 4 . 5 6 7 8 ] 10
Membuat format pengumpulan data Alat tulis , 2 Jam | Format dan
Monitoring  Kegiatan = masing-masing komputer/ Informasi
Bidang dan Sekretariat Laptop Monitoring
Kegiatan
Menyampaikan dan menghimpun format Alat tulis , 2 Jam | Format Data
yang telah dibuat masing-masing Bidang komputer/ dan
dan Sekretariat Laptop Informasi
Monitoring
Kegiatan
Menyusun Data dan Monitoring Kegiatan Alat tulis , 1 hari Data dan
sesuai masing-masing Bidang dan komputer/
Sekretariat Laptop Informasi
Monitoring
Kegiatan
Penjadwalan Rapat Monitoring dan Alat tulis , 2 Jam | Jadwal Rapat
Evaluasi terkait Kinerja masing-masing komputer/ —
bidang dan Sekretariat Laptop Monitoring
Kegiatan dan
Evaluasi
Menghimpun dan Menyusun Draf Laparan Alat tulis , 3Jam | Draf Laporan
T komputer/ Monitoring
Menitoring dan Evaluasi Kinerja
- Laptop dan Evaluasi
Mengoreksi dokumen Monitoring Kegiatan ¥ Draf Laporan | 1 Hari | Draf Laporan
dan Evaluasi Kinerja masing-masing <> Monitoring Monitoring
Bidang dan Sekretariat dan Evaluasi dan Evaluasi
yang telah
dikoreksi




PELAKSANA MUTU BUKU
KASUBBAG KELENGKAPA
URAIAN PROSEDUR st e SEKRETARIS s PERENCANAAN | PELAKSANA N DAN WAKTU oUTPUT KETERANGAN
DAN DI PERALATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penandatanganan Dokumen Monitoring Dokumen 10 Menit | Disposisi
. Persetujuan
Kegiatan oleh Kepala Badan vyang Laporan Laporan]
sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh Monitaring Monitoring
; Kegiatan dan
. P dan Data
Kasubbag erencanaan a Kegiatan dan Evatuas]
Informasi dan Sekretaris Evaluasi
Menggandakan Dokumen dan I:j Dokumen 1Jam | Dokumen
) . Laporan
mengarsipkan  Laporan Monitoring Laporan Monitoring
Kegiatan Manitoring Kegiatan dan
Kegiatan dan Eva g
Evaluasi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
PARAF HIERARKI \
SEKRETARIS BADAN _ ﬁ \ qm(
 KASUBBAG PERENCANAAN DAN DATA :
INFORMAS! | YOSSI HERVANDI, SE., MM
PELAKSANA PEMBINA TINGKAT I (1V/b)

Nip. 198208162001121004
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NAMA SOP Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja)
DASAR HUKUM : 'KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1 Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Masional Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

2 Peraturan Menterl Dalam Megerl Nomer 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Namor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomar 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi. Kodefikasian Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam MNegeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

B Paraturan Daerah Provinsi Sumatera Selalan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kera
inspektorat, dan Lembaga Teknis Diaerah Provinsi Sumatera Selatan.

9 Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
MNomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uralan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan,

ol

=1

2
3 Memiliki kemampuan mengoperasikan kompuler
4. Memahami aturan dan regulasi penyusunan Rencana Kerja (Renja)

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 S0P Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Rencana Kera Anggaran
(Perubahan RKA)

[RKA} dan Perubahan (Rencana Kerja Anggaran

PERINGATAN :

1. Dokumen Renstra

2. Aplikasi SIPD-RI

3 Alat Tulis Kantor

4. Komputer dan Printer

| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Renja akan dijadikan psdoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu
tahun Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan
lancar

Rumusan rencana program dan kegiatan BPKAD untuk periode salu tahun




PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BUKU
" PRAANIEGIATAR KEPALA BADAN | SEKRETARIS PE%E&E?&&N ‘ STAF KELENGKAPAN WaAKTU QUTPUT HRTERANGAN
B 2 3 5 ' 6 7 8 9 10
1 | Menerima surat dari BAPPEDA Provinsi Sumatera | Disposisi Surat | 25 Menit | Disposisi Surat | -
Selatan dan memberi arahan kepada Sekretaris untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) di Lingkungan BPKAD | |
Provinsi Sumatera Selatan |
2 | Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag, | Disposisi surat 30 Menit | Disposisi surat | -
Perencanaan dan Data Informasi untuk menyusun [
Rencana Kerja (Renja) :
3 | Membuat format pengumpulan data dan informasi I Format 2 Jam Format -
Rencana Kerja (Renja) kepada masing-masing bidang ¥ penyusunan penyusunan
dan sekretariat Dokumen Dokumen
Renja Renja
4 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi N Format 1 Jam | Format - N
Rencana Kerja (Renja) kepada masing-masing bidang penyusunan penyusunan
dan sekretariat Dokumen Dokumen
Renja Renja
5 | Membuat Undangan Rapat (yang ditandatangani oleh Undangan 30 Menit Undangan -
Sekretaris Badan) kepada Pejabat Esselon untuk rapat rapat rapat
' pembahasan Rencana Kerja (Renja)
6 | Melaksanakan Rapat pembahasan Rencana Kerja | 2 Draft Renja 2Jam | Draft Renja .
(Renja) l
7 | Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Draft Renja 5 Hari Draft Renja -
(Renja) dari masing-masing bidang dan sekretariat Eb




G0

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN KEGIATAN KASUBBAG
KEPALABADAN | SEKRETARIS | PERENCANAAN STAF KELENGKAPAN | WAKTU OUTRUT | |0 o anoan
AN DI
1 o 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 | Membuat konsep Dokumen Rencana Kerja (Renja) D Draft Renja 2 Hari Draft Renja -
YA Iy
9 | Memeriksa dan mengoreksi Konsep Dokumen Rencana Y Draft Renja 1 Hari Dokumen -
Kerja (Renja) <> S Renja
10 | Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) kepada ¥ Dokumen 1 Jam Dokumen -
Kepala Badan untuk meminta persetujuan Renja Renja
11 | Penandatanganan Dokumen Rencana Kerja (Renja) oleh F Daokumen 10 Menit Disposisi -
Kepala Badan yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu Renja Persetujuan
oleh Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi dan dokumen
Sekretaris Renja
12 | Membuat surat pengantar penginman sekaligus Konsep surat 15 Menit | Surat -
penomoran surat pengantar pengantar
| 13 | Menggandakan Dokumen dan menyampaikan kepada Dokumen 1 Jam Dokumen -
BAPPEDA dan mengarsipkan Renja Renja
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NAMA SOP Penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kera (Renja)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Republlk Indonesia Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Masional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Hota

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasian Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Marten Dalam Megen Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Keputusan Mentern Dalam Neger Momor 200.1 15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Keputusan

Menteri Dalam Negen Nomor 050-5888 Tahun 2021 tentang Hasil Venfikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikas!, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Oiganisasi dan Tata Kena
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daeiah Provinsi Sumatera Selatan

9 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan

—~o mew N

Mengetahui tugas dan fungs: penyusun program

Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Memahami aturan dan regulasi penyusunan Rencana Kena (Renja)

5L by =

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyusunan Renstra
2 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan (Rencana Kerja Anggaran
{Perubahan RKA)

Dokumen Renstra
Aplkasi SIPD-RI
Alat Tulis Kantor
Komputer dan Printer

A

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perubahan Renja skan dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk
periode satu tahun. Apabila tidak dilaksanakan sesual SOP, maka proses penyusunan Perubanan Renja SKPD ini
fidak akan berjalan lancar

Rumusan rencana program dan kegiatan BPKAD untuk periode satu tahun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing bidang dan
sekretariat

PELAKSANA MUTU BUKU
" URAARREGIATAR KEPALA BADAN [ SEKRETARIS P;;Esrfcsﬁ?&u STAF KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KETERANG AN
I | 2 3 4 5 3 7 8 9 10
1 | Menerima surat dar BAPPEDA Provinsi Sumatera Disposisi Surat | 25 Menit | Disposisi Surat
Selatan dan memberi arahan kepada Sekretaris untuk
menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) di
Lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
2 | Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag. Disposisi surat 30 Menit | Disposisi surat -
Perencanaan dan Data Informasi untuk menyusun .
Perubahan Rencana Kerja (Renja)
3 'Mambuat format pengumpulan data dan informasi Format 2 Jam Format -
Perubahan Rencana Kerja (Renja) kepada masing- | penyusunan penyusunan
masing bidang dan sekretariat | Dokumen Dokumen
Renja Renja
4 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Format 1 Jam Format -
Perubahan Rencana Kerja (Renja) kepada masing- A penyusunan penyusunan
masing bidang dan sekretariat Dokumen Dokumen
Renja Renja
5 | Membuat Undangan Rapat (yang ditandatangani oleh T o Undangan | 30 Menit | Undangan -
Sekretaris Badan) kepada Pejabat Esselon untuk rapat rapat rapat
pembahasan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
6 | Melaksanakan Rapat pembahasan Perubahan Rencana ’ | Draft Renja 2 Jam Draft Renja -
Kerja (Renja) l
7 | Menghimpun format data dan informasi Perubahan] Draft Renja 5 Hari Draft Renja =




PELAKSANA MUTU BUKU

= R KEPALA BADAN | SEKRETARIS Pg::.:tfcs%ﬁn STAF KELENGKAPAN | WAKTU outrpur | (ETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 | Membuat konsep Dokumen Perubahan Rencana Kerja 0 Draft Renja 2 Hari Draft Renja -
(Renja) " . i D

8 | Memeriksa dan mengoreksi Konsep Dokumen Perubahan ¥ Draft Renja 1 Hari Dokumen -
Rencana Kerja (Renja) <>_ T Renja

| |

10 | Menyampaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja 1 Dokumen 1 Jam Dokumen -
(Renja) kepada Kepala Badan untuk meminta persetujuan Renja Renja

11 | Penandatanganan Dokumen Perubahan Rencana Kerja | Dokumen ' 10 Menit | Disposisi .
(Renja) oleh Kepala Badan yang sebelumnya diparaf Renja Persetujuan
terlebih dahulu oleh Kasubbag. Perencanaan dan Data dokumen
Informasi dan Sekretaris Renja

12 | Membuat surat pengantar penginman sekaligus Konsep surat 15 Menit | Surat -]
penomoran surat l' pengantar pengantar

13 | Menggandakan Dokumen dan menyampaikan kepada Dokumen 1dam | Dokumen -
BAPPEDA dan mengarsipkan Renja Renja
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NOMOR SOP oc0.8.3.3[ o8 [ 507 [ BPEAD -1 [2028
TANGGAL PEMBUATAN 62 2anuan WK
TANGGAL REVISI = s

| TANGGAL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

| DISAHKAN OLEH

| YOSSI HERVANDI, SE., MM
PEMBINA TINGKAT | (W)
| Nip. 198208182001121004

| Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NAMA S0P (LPPD)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA, :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Memahami peraturan perundang — undangan yang terkait dengan Penyusunan LPPD
MNasional

2. Peraturan Menten Dalam Neger Momor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provins: dan Kabupaten/Kota,

Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 70 Tahun 2018 tentang Sistern Informasi Pemenntah Dagrah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 30 Tahun 2012 tentang Klasifikasi, Kodefkasian MNomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Kepulusan Menteri Dalam MNegeri Momor 900.1.16.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam Megeri Nomor 050-588% Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventansasi

Pemutakhiran Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8 Peraturan Dasrah Provinsi Sumatera Selatan Momor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat. dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermur
Nomar 68 Tahun 2016 tentang Susunan Crganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan

B

=@

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dalam menganalisa data pendukung laporan pelaksanaan kegiatan satu tahun

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.50P LKJIP 2 SOP Rensfra 3. 50P Data Kinenja

1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format LPPD 4. Dokumen Perencanaan 5 Laporan Realisasi Keuangan
6 Data dan Informasi Capaian Kinerja 7. Data dan Informasi Aset 8 Data dan Informasi Pegawal

PERINGATAN ;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LPPD tidak berjalan lancar dan Penyampaian
LPPD tidak tepat waktu

Disimpan sebagal data elektronik dan manuzal Rumusan Program, Kegialan dan Realisasi untuk safu tahun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) Sebagal pedoman Evaluais LPPD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

PELAKSANA MUTU BUKU
e HRAANKEGIATAR KEPALA BADAN | SEKRETARIS PE?%EEAE?&N STAF KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT KETERANGAN
1 B R 3 4 5 3 7 8 g 10
1 | Menerima surat dari Biro Pemerintahan Umum dan Otda Disposisi Surat | 25 Menit | Disposisi Surat | .
Provinsi Sumatera Selatan dan memberi arahan kepada
Sekretaris untuk menyusun LPPD
2 | Menindaklanjuti  dan  menugaskan  Kasubbag D P T " | Disposisi surat | 30 Menit | Disposisi surat | -
Perencanaan dan Data Informasi untuk menyusun LPPD
3 | Membuat format pengumpulan data dan infermasi LPPD 3 | Format 2 Jam Format -
kepada masing-masing bidang dan sekretariat | penyusunan penyusunan
Dokumen Dokumen
LPPD LPPD
4 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Farmat 1 Jam Format -
LPPD kepada masing-masing bidang dan sekretariat penyusunan penyusunan
Dokumen Dokumen
LPPD LPPD
5 | Menghimpun format data dan informasi LPPD dari Draft Renstra 3 Jam Draft LPPD -
masing-masing bidang dan sekretarnat |
6 | Membuat kensep Dokumen LPPD YA | Draft LPPD 5 Hari Draft LPPD c
3
7 | Memeriksa dan mengoreksi Konsep Dokumen LPPD 1r\ TIDAK Draft LPPD 1 Hari Dokumen =
LPPD




Selatan dan mengarsipkan

Ei
)

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN KEGIATAN KASUBBAG
' KEPALA BADAN | SEKRETARIS | PERENCANAAN STAF KELENGKAPAN | WAKTU outpyr | KETERANGAN
DAN DI
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10
8 | Menyampaikan Dokumen LPPD kepada Kepala Badan Dokumen 1 Jam Dokumen -
untuk meminta persetujuan 3 LPPD LPPD
9 | Penandatanganan dokumen LPPD oleh Kepala Badan Dokumen 10 Menit | Disposisi -
yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh Kasubbag . LPPD Persetujuan
Perencanaan dan Data Informasi dan Sekretaris dokumen
LPPD
10 | Membuat surat pengantar pengiriman  sekaligus | ' - o Konsep surat 15 Menit | Surat 2
pencmoran surat | pengantar pengantar
| 11 | Menggandakan Dokumen dan menyampaikan kepada Dokumen 1 Jam Dokumen -
Biro Pemerintahan Umum dan Otda Provinsi Sumatera LPPD LPPD

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

T

YOSSI HERVANDI, SE., MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
Nip. 198208162001121004







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP

000.8.2.3 [ 025 [ S0P [ BPFAD-1[ 2015

TANGGAL PEMBUATAN

02 Zonuari 1075

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

RS

YOSSI HERVANDI, SE., MM
PEMBINA TINGKAT | {IW/b)
| Nip. 198208162001121004

| NAMA SOP

| Penyusunan Laporan Kinenja Instansi Pemerintah (LKjIP)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

| 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Masional

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dl Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 70 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menten Dalam Meger Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasian Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

& Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan,

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1 15 5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepulusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Dagrah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 temtang Organisasi dan Tata Kera
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomaor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan

(5 0 # ]

| 1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

3 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Tupoksi BPKAD Prov. Sumsei 1. Format LKjIP
2. Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan Dokuman RKA 2 SIFDRI

3 Data dan Informasi Capaian Kinera
4. Komputer dan Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses penyusunan LPPD tidak akan bernalan dengan lancar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PELAKSANA | MUTU BUKU
" JraAR et KEPALA BADAN | SEKRETARIS pE%{EAEJFiN STAF KELENGKAPAN | WAKTU outpyr | (ETERANGAN
1 2 o 3 4 5 6 | 7 8 9 10
1 | Menerima surat dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Disposisi Surat | 25 Menit | Disposisi Surat
Selatan dan memberi arahan kepada Sekretaris untuk
menyusun LKjIP
2 | Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag, 3 Dispasisi surat 30 Menit | Disposisi surat | -
Perencanaan dan Data Informasi untuk menyusun LKjIP
32 | Membuat format pengumpulan data dan informasi LK]IP 2 Jam Format -
kepada masing-masing bidang dan sekretariat penyusunan
Dekumen
LKjIP
4 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Format 1 Jam Format -
LKJIP kepada masing-masing bidang dan sekretariat r penyusunan penyusunan
Dokumen LKjIP Dokumen
LKjIP
5 | Menghimpun format data dan informasi LKjIP dari masing- Draft LKjIP 3 Han | Draft LKjIP -
masing bidang dan sekretariat
6 | Membuat konsep Dokumen LKjIP YA " Draft LKjIP 2 Hari | Draft LKjIP S
-
7 | Memeriksa dan mengoreksi Konsep Dokumen LKjIP 1\ Draft LKjEP—__ 1 Hari Dokumen -
TIDAK LK|IP
|




Selatan dan mengarsipkan

=<

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN KEGIATAN KASUBBAG [
KEPALA BADAN | SEKRETARIS | PERENCANAAN STAF KELENGKAPAN WAKTU | OUTPUT THETRITAN N
DAN DI
1 B 2 | 3 4 ]I 5 7 8 9 10
8 | Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Kepala Badan | Dokumen LKjIP 1 Jam iDokumen -
untuk meminta persetujuan j LKjIP
8 | Penandatanganan dokumen LKjIP oleh Kepala Badan Dokumen LKjIP | 10 Menit | Disposisi -
r
yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu cleh Kasubbag Persetujuan
| Perencanaan dan Data Informasi dan Sekretaris dokumen
LKjIP
10 | Membuat surat pengantar penginman  sekaligus —~ Konsep surat 15 Menit Iﬁral _ - l
penomoran surat pengantar | pengantar
EE Menggandakan Dokumen dan menyampaikan kepada Dokumen LKjIP 1Jam | Dokumen -
Biro Pemerintanan Umum dan Otda Provinsi Sumatera LKjIP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S

-
L]
-

YOSSI HERVANDI, SE., MM
. PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
Nip. 198208162001121004







BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor Standar Operasional Prosedur

060.6.5.5 ] [oo[S07 [ BYFAD -] %035

Tanggal Pembuatan

01 Qumgri Uns

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

il

¥OSSI| HERVANDI, SE, MM
PEMBINA TK. | (IVib)
Nip. 198208162001121004

Nama Standar Operasional Prosedur

Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA - SKPD

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program

MNasional. 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosadur di Lingkungan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Mengetahui aturan dan regulasi Penyusunan RKA
3 Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
5 Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2012 tentang Klasifikasi, Kodefikasi an Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Meger Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Keputusan

Menteri Dalam MNegeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Valdasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Dasrah Provinsi Sumatera Selatan

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan

e i

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Kemputer/Laptop
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer
3. Kertas dan Alat Tulis
4. Jaringan Internet
5 Aplkas SIPD-RI
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan RKA terlambal dibuat maka Pelaksanaan Penyusunan Perubahan DPA akan
tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD

PELAKSANA MUTU BUKU
URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
WEPALA SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF PERBYARATAN WAKTU | ouTPuT
BADAN DAN DI KELENGHAPAN
2 3 4 5 L] 7 L] 9 10 11
Memerintahkan Sekretaris Badan untuk melakukan Bahan Rapat dan Peraturan yang 5 Menit Mota Dinas
rapat dan mengkoordinir Kepala Bidang uniuk berlaku mengenai Penyusunan
menyusun draft Perubahan RKA Perubahan RKA
Mengagendakan rapat urtuk pEnyusunan Bahan Rapat 5 Menit Nota Dinas
Perubahan RKA
+ + + Bahan Rapat 3 Jam Notulen
Melakukan rapat dan memenntahkan Bidang untuk Rapat
menyusun draft Perubahan RKA
Menyusun draft Perubahan RKA per Sub Kegiatan Em?atanpf;ir:::mn dannﬁratf;: 5 Hari g;argbahan
dan diserahkan Kasubbag. Perencanaan dan Data > y::?g s ﬁagku Wizt AICA Bilks
Infammant YA [ | penyusunan Perubahan RKA Kagiatan/
Bidang
Draft  Perubahan RKA  Sub 5 Hari Draft
Merekap dan Mengkoreksi draft Perubahan REKA, Y ; :
jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang / \ TIDAK | Kegiatan/Bidang :ﬂhahﬂn
untuk diperbaiki dan jka setuu di paraf dan
diserahkan kepada Sekretaris Badan \
Ya F 1
v Draft  Perubshan REKA Sub 2 Jam Draft

Mengkoreks| draft Perubahan RKA, jika tidak setuju TIODAK Kegiatan/Bidang Perubahan
dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan dan / \ REKA
Data Informasi untuk diperbaiki, jika setuju diparaf /
dan diserahkan kepada Kepala Badan. \

YA

L Draft  Perubahan RKA Sub 1 Jam Draft

Mengkoreksi draft Perubahan RKA, jika tidak setujui \ TIDAK Kegatan/Bidang Perubahan
dikembalikan ke Sekretaris Badan untuk diperbaiki, RiA

|lka disetujul ditandatangani dan diserahkan kepada
Kasubbag. Perencanaan dan Daia Informasi




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
ey SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF i £ it WAKTU | ouTPuT
DAN DI
1 2 3 4 5 [ 7 B 9 10 1"
Dokumen Perubahan RKA SKRPD 5 Menit Perubahan
8. Menenma draft Perubahan RKA dan memerintahkan REA
Staf untuk menginput ke dalam Aplikasi SIPD RI
Dokumen Perubahan RKA SKPD 2 Hari Perubahan
9. Menginput draft Perubahan RKA dan menyerahkan REA
Dokumen Perubahan RKA ke Kepala Badan dan
TAPD untuk ditandatangani
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Data Dokumen Perubahan RKA SKPD 5 Menit Perubahan
10. | Informasi untuk menggandakan dan v RKA
menyerahkannya untuk di dokumentasikan dan *
didistribusikan kepada masing-masing Subbag dan
TAPD.
Dokumen Perubahan RKA SKPD 5 Menit Perubahan
1. Memenntahkan Staf untuk mendokumentasikan dan REKA
mengarsipkan Dekumen Perubahan RKA o
Pemubahan
12. | Mendokumentasikan dan Mengarsipkan Dokumen > Dokumen Perubahan RKA SKPD 30 Menit RKA

E———










PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 000.8.2.2 [ (ot [ 507 [ eorap -1 o625
TANGGAL PEMBUATAN | 02 Fonuvari Uns

TANGGAL REVISI ._

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

by

YOSS| HERVANDI, SE., MM
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
Nip. 198208162001121004

NAMA SOP Penyusunan Laporan Perjanjian Kinera (PK)

2 Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pamernintah Provinsl dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloldan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momaor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasian Momenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dasrah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Keputusan Menten Dalam Megeri Nomoer 9001 15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Momor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikas Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

B. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspekiorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumalera Selatan

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermur
Momor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Asgt Daerah Provisi Sumatera Selatan

-

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistern Peréncanaan Pembangunan | 1. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Pemetapan kinerja OFD
Nasional

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Dokumen Renstra
2. S50F Penyusunan Ranja 2. Dokumen Renja

2. Format Perjanjian Kinerja

3. Alat Tulis Kantor

4 Komputer dan Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penetapan Kinerja BPKAD Prov. Sumsel akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
penetapan kinerja ini lidak akan berjalan lancar

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (PK)

PELAKSANA MUTU BUKU
= SRANREATS KEPALA BADAN | SEKRETARIS PE?ESI:JCE:NA&N STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT HETERANRRN
1 2 3 4 EM: = g 7 8 9 10
1 | Menerima surat dari BAPPEDA Provinsi Sumatera . Disposisi Surat | 25 Menit | Disposisi Surat | |
Selatan dan memberi arahan kepada Sekrefaris uniuk
menyusun Laporan Kinerja (PK) di Lingkungan BPKAD
Pravinsi Sumatera Selatan
2 | Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag X Disposisi surat 30 Menit | Disposisi surat | -
Perencanaan dan Data Informasi untuk menyusun
Laporan Kinerja (PK)
3 | Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 2 Jam Format -
Laporan Kinerja (PK) kepada masing-masing bidang dan giitﬁ;:an giitﬁ:gan
sekretariat Laporan Renja
Kinerja (FK}
4 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Format 1 Jam Format -
Laporan Kinerja (PK) kepada masing-masing bidang dan v Eiiiﬁ:;an Eiliﬁ:ga"
sekretariat Laporan | Renja
Kinerja (PK) |
5 | Membuat Undangan Rapat (yang ditandatangani oleh Undangan 30 Menit | Undangan -
Sekretaris Badan) kepada Pejabat Esselon untuk rapat :‘ Y rapat rapat
pembahasan Laporan Kinerja (PK)
6 | Melaksanakan Rapat pembahasan Laparan Kinerja (PK) v v Draft Laporan 2 Jam Draft Laporan | -
Kinerja (PK) Kinerja (PK)
7 | Menghimpun format data dan informasi Laporan Kinerja Draft Laporan 2 Hari Draft Laporan | - K
(PK) dari masing-masing bidang dan sekretariat Kinerja (PK) Kinerja (PK)




PELAKSANA MUTU BUKU
" IRARNIEGIATAR KEPALA BADAN = SEKRETARIS Pslftﬁlu:;amu STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT il
1| 2 3 4 na: . 6 7 8 9 10
8 | Membuat konsep Dokumen Laporan Kinerja (PK) YA Draft Laparan 2 Hari Draft Laporan | -
x D Kinerja (PK) Kinerja (PK)
9 | Memeriksa dan mengoreksi Konsep Dokumen Laporan 4 TIDAK Draft Laporan 1 Hari | Dokumen -
| Kinerja (PK) \ Kinerja (PK) Laporan
! / Kinerja (PK)
10 | Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja (PK) kepada Dokumen 1 Jam Dokumen -
Kepala Badan untuk meminta persetujuan Laporan Laporan
Kinerja (PK) Kinerja (PK)
11 | Penandatanganan Dokumen Laporan Kinerja (PK) oleh Dokumen 10 Menit | Disposis| -
Kepala Badan yang sebelumnya diparaf terlebih dahulu - Laporan Persetujuan
oleh Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi dan Kinerja (PK) dokumen
Sekretaris Laporan
Kinerja (PK)
12 | Membuat surat pengantar pengiriman  sekaligus 3 Konsep surat 15 Menit | Surat "
|. penomoran surat : pengantar pengantar
13 | Menggandakan Dokumen dan menyampaikan kepada v Dokumen 1 Jam Dokumen -
BAPPEDA dan mengarsipkan Laporan Laporan
Kinerja (PK) Kinerja (PK)

J










BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor Stand:rr Elpa»rasinnal Prosedur

000.8.3.2 [ o[ SOF [ Bypan - 1[1025

Tanggal Pembuatan

01 QGanuan WIS

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

" Disahkan Oleh

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

T (fongy

YOSS| HERVANDI, SE, MM
PEMBINA TH. | (IVib)
Nip. 198208162001121004

Nama Standar Operasional Prosedur

Koordinasi Dan ﬁ;ﬁfusunan Perubahan
DPA - SKPD

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Momor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tehun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermur
Nomor B8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Republik Indonesia Momar 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan | 3. Memilki kemampuan mengoperasikan komputer
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kola. 4. Mengelahw aturan dan regulasi Penyusunan DPA
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4  Peraturan Menteri Dalarm Megen Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemernintah Daerah.
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi an Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 temtang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikas|, Kodefikas: dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8

KateDP Aitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. S0P Penyusunan Renslra 1. Komputer/Laplop
2. SOP Penyusunan Renja 2 Printer
3. Kertas dan Alat Tulis
4 Jlaringan Interna
5 Aplikas| SIPD-RI
'_"Pnﬂnnnm : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan DPA terlambat dibual maka Pelaksanaan Penyusunan Perubahan DPA akan
tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA - SKPD

PELAKSANA MUTU BUKU
URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
KEPALA | SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF FRRRCAMATIN WAKTU | OUTPUT
BADAN DAN DI KELENGKAPAN
2 3 4 5 [ 7 B 9 10 1
Memerintahkan Sekretaris Badan uniuk melakukan Bahan Rapat dan Peraturan yang 5 Menit Mota Dinas
rapat dan mengkoordinir Kepala Bidang untuk berlaky  mengenai  Panyusunan
menyusun draft Perubahan DPA Perubahan DPA
Mengagendakan rapat untuk penyusunan > Bahan Rapat 5 Menit MNota Dinas
Perubahan DPA
+ + + Bahan Rapat 3 Jam Motulen
Melakukan rapat dan memerintahkan Bidang untuk Rapat
menyusun draft Perubahan DPA
Menyusun draft Perubahan DPA per Sub Kegiatan Draft PB!'UDHHHH DPA  Sub 5 Han Draft
dan diserahkan Kasubbag Perencanaan dan Data > Kegiatan/Bidang dan Peraturan Perubahan
Informiasi =~ yang beriaku mengenai DPA Sub
YA | penyusunan Perubahan DPA Kegiatan/
Bidang
Merekap dan Mengkoreks! draft Perubahan DPA, v Dral"_t Perubahan DOPA  Sub 5 Har Draft
jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang / \\ TIDAK | Kegiatan/Bidang Perubahan
untuk diperbaiki dan |ka setyu di paraf dan =
diserahkan kepada Sekretarns Badan \/
YA .
3 Draft  Perubahan DPA  Sub 2 Jam Draft
Mengkoraksi draft Perubahan DPA, jika tidak setuju TIDAK Kegiatan/Bidang Perubahan
dikembalkan kepada Kasubbag Perencanaan dan / DPA
Data Informasi untuk diperbaiki, jika setuju diparaf
dan diserahkan kepada Kepala Badan. \/
Yl 2
3 Draft Perubghan DPA  Sub 1 Jam Draft
Mengkoreksi draft Perubahan DPA, jika tidak setujui \ TIDAK Kegiatan/Bidang Perubahan
dikembalikan ke Sekretaris Badan untuk diperbaiki, DPA

|ika disetujui ditandatangani dan diserahkan kepada
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi,




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
REPACA SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF PERSYARATAN/ WAKTU | ouTPUT
BADAN DAN DI KELENGKAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dokumen Perubahan DPA SKPD 5 Menit Perubahan
8 Menerima draft Perubanan DPA dan memenntahkan DPA&
Staf untuk menginput ke dalam Aplikasi SIPD Ri
Dokumen Perubahan DPA SKPD 2 Hari Parubahan
a Menginput draft Perubahan DPA dan menyerahkan DPA
Dokumen Perubahan DPA ke Kepala Badan dan
TAPD untuk ditandatangani
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Data Dokumen Perubahan DPA SKPD 5 Menit Perubahan
10 Informasi urtuk menggandakan dan DPA
menyerahkannya untuk di dokumentasikan dan “
didistribusikan kepada masing-masing Subbag dan e
TAPD.
Dokumen Perubahan DPA SKFD 5 Menit Perubahan
1 Memerintahkan Staf untuk mendokumentasikan dan DPA
mengarsipkan Dokumen Perubahan DPA
S
Perubahan
12. | Mendokumentasikan dan Mengarsipkan Dokumen g Dokumen Perubahan DPA SKPD 30 Menit DPA

|










BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomaor Standar Operasional Prosedur

o0.8.3 .2 [ (D8] Sof[ BiFAD | |20

Tanggal Pembuatan

02 Yoruan WIS

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

17

YOSS| HERVANDI, SE, MM
PEMBINA TK. | (IV/b)
Nip. 198208162001121004

Nama Standar Operasional Prosedur

Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Nasional

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

3 Peraturan Pemenintah Nomaor 12 Tahun 2019 tentang Pangelolaan Keuangan Dagrah.

4  Peraturan Menteri Datam Neger Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

5  Peraturan Menlen Dalam Negeri Momor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi an Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

7. HKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 1.15 5-1317 Tahun 2023 tenlang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Momor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Momor 15 Tahun 2013 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provingi Sumatera Selatan,

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermur
Momor 88 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan.

1
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

3.  Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Mengetahuil aturan dan regulasi Penyusunan DPA

KeteDPAitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer/Laptop
2 SOP Penyusunan Renja 2. Printer
3. Kertas dan Afat Tulis
4 Jaringan Intemet
5 Aplikasi SIPD-RI
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : L

Apabila Penyusunan DPA terlambat dibual maka pelaksanaan penyusunan DPA akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA - SKPD

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
KEPALA SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF PERSYARATAN/ WAKTU | OUTPUT
BADAN DAN DI KELENGKAPAN
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1
1 Memerintahkan Sekretaris Badan uniuk melakukan Bahan Rapat dan Peraturan yang 5 Menit Mota Dinas
rapal dan mengkoordinir Kepala Bidang untuk berlaku mengenai Penyusunan
menyusun draft DPA DPA
2 Mengagendakan rapat untuk penyusunan DPA Bahan Rapat 5 Menit Nota Dinas
+ L 4 + * Bahan Rapat 3 Jam Motulen
a, Melakukan rapat dan memerintahkan Bidang untuk Rapat
menyusun draft DPA
Menyusun draft DPA per Sub Kegiatan dan Drafi DPA Sub Kegiatan/Bidang 10 Hari Draft DFA
1 diserahkan Kasubbag. Perencanaan dan Data o dan Peraturan yang berlaku Sub
Informasi mengenaipenyusunan DPA K_ega!amf
YA Bidang
Merekap dan Mengkoreksi draft DPA, jika tidak Draft DPA Sub Kﬂglltan [ Bigang 5 Han Draft DPA
5 setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk / \ TIDAK
diperbaiki dan jika setuju di paraf dan diserahkan
kepada Sekrelaris Badan \ /
YA F 3
HE Draft DPA Sub Kegiatan / Bidang Z Jam Draft DPA
B Mengkoreksi  draft DPA,  jika tdak setuju TIDAK
dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan dan \
Data Informasi untuk diperbaiki, jika setuju diparaf /
dan diserahkan kepada Kepala Badan.
YA r 9
Draft DPA Sub Kegiatan / Bidang 1 Jam Draft DPA
7 Mengkoreksi draft  DOPA,  |ika tidak setujul TIDAK
dikembalikan ke Sekretaris Badan uniuk diperbalki,
jika disetujui ditandatangani dan diserahkan kepada
Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
oy SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF sy gt g WAKTU | outeur
BADAN DAN DI KELENGKAPAN
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1"
DPA SKPD § Menit DPA
g Menerima draft DPA dan memerintahkan Staf untuk
menginput ke dalam Aplikasi SIPD Rl
DPA SKPD 2 Han DPA
] Menginput draft DPA dan menyerahkan Dokumen
DPA ke HKepala Badan dan TAPD untuk
ditandatangani,
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Data DPA SKPD 5 Menit DPA
10. | Informasi untuk menggandakan dan
menyerahkannya uniuk di dokumentasikan dan “
didistribusikan kepada masing-masing Subbag dan
TAPD.
DPA SKPD 5 Menit DPA
1 Memaerintahkan Staf untuk mendokumentasikan dan
mengarsipkan Dokumean DPA o
12. | Mendokumentasikan dan Mengarsipkan Dokumen > DPA SKPD 30 Menit DPA

|










BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nemor Standar Operasional Proutfur

mn-B.i.!-!lM{SDﬁlr?Fﬂfi [1oc

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

q

YOSSI HERVANDI, SE, MM
PEMBINA TK, | (IVib)
Nip. 198208162001121004

Mama Standar Operasional Prosedur

Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan | 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Nasional 2. Mengetahul tugas dan fungsi jabatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4.  Mengetahul aturan dan regulasi Penyusunan RKA
3. Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
5 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasl, Kodefikasi an NMomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
7. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 9001 15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negern Momor 050-5888 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikas|, Kodefikasi dan Nemenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dasrah.
8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selalan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomer 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan.
KeteRKAitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Rensfra 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer
3. Kertas dan Alat Tulis
4 Jaringan Internet
5 Aplikasi SIPD-RI
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan RKA akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR KASUBBAG KET
RERML SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF PERSYARATAN/ WAKTU | oOuTPUT
BADAN DAN DI KELENGKAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 1
1 Memerintahkan Sekretans Badan untuk metakukan Bahan Rapat dan Peraturan yang 5 Menit Mota Dinas
rapat dan mengkoordinir Kepala Bidang untuk berlaku  mengenai Penyusunan
_menyusun drafl RKA REA
2 Mengagendakan rapat untuk penyusunan REA > Bahan Rapal 5 Menit Nota Dinas
v v + I Bahan Rapat 3 Jam Notulen
a Melakukan rapat dan memerintahkan Bidang untuk Rapat
menyusun draft RKA
; Draft RKA Sub Kegatan/Bidang 10 Hari Draft RKA
Menyusun draft RKA per Sub HKegiatan dan
4. | dserahkan Kasubbag Perencanaan dan Data » < dan Peraturan yang berlaku Sub
Infaimasi mengenapenyusunan RKA Kegiatan/
YA [ Bidang
2 Merekap dan Mengkoreksi draft RKA, jika tidak TIDAK Draft RKA Sub Kegiatan / Bidang 5 Hani Draft RKA
' setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk / \
diperbaiki dan jika setuju di paraf dan diserahkan
kepada Sekretaris Badan \ /
YA 4
¥ Draft RKA Sub Kegiatan / Bidang 2 Jam Draft REA
6 Mengkoreksi draft RKA,  jika hidak setuju TIDAK
dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan dan / \\
Data Informast untuk diperbaiki, jika setuju diparaf
dan diserahkan kepada Kepala Badan. \\/
YA A
L Draft RKA Sub Kegiatan / Bidang 1 Jam Draft RKA
7 Mengkoreks| draft RKA  jka tidak setujul TIDAK
dikembalikan ke Sekretaris Badan untuk diperbaiki,
jika disetujui ditandatangani dan diserahkan kepada
Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR KASUBBAG ' KET
s SEKRETARIS | PERENCANAAN | KEPALA BIDANG STAF g Mageptlpd WAKTU | OuTPUT
DAN DI
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1"
RKA SKPD 5 Menit REA
8 Menenma draft RKA dan memerintahkan Staf untuk
menginput ke dalam Aplikasi SIPD RI
REA SKPD 2 Hari REA
9. Menginpul draft RKA dan menyerahkan Dokumen
RKA ke Kepala Badan dan TAPD untuk
ditandatangani
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Data RKA SKPD 5 Menit RKA
10. | Informasi untuk meanggandakan dan L
menyerahkannya untuk di dokumentasikan dan -
didistribusikan kepada masing-masing Subbag dan
TAPD
REA SKPD 5 Menit RKA
11. | Memerintahkan Staf untuk mendokumentasikan dan
mengarsipkan Dokumen RKA
]
12. | Mendokumentasikan dan Mengarsipkan Dokumen RKA SKPD 30 Menit RKA







NOMOR SOP 000.9.2.5 |03 [ 507 [ BYeAD-1 | 2025
TGL PEMBUATAN 021 anuart 7ms
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH ; KEE:KE&:HADAN PENGELOLA KEUANGAN
7oAl DAN ASET QAERAH,
i B\ -
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : ' YOSSI_ H'ERVAHDI.S.E.,H.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 198208162001121004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Proses pencairan belanja UP/GU/TU/LS BPKAD
1. Permendagri No, 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan SPP UP/GU/TU/LS ‘
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahuiisi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet |

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20159 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan :I
1. Kamputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual |

mempengaruhi proses selanjutnya i




Pengguna anggaran menyerahkan SPD kepada bendahara
pengeluaran dan PPK SKPD

5PD

5 menit

Disposisi

Berdasarkan 5PD dan berkas yang sudah ditandatangani,
bendahara menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS beserta dokumen
lainnya yang terdiri dari:
- Surat pengantar SPP-UP/GU/TU/LS
- Ringkasan SPP-UP/GU/TU/LS
- Salinan SPD
- Surat Pernyataan pengguna anggaran
- Lampiran lainnya (daftar rincian rencana penggunaan
dana s.d jenis
- Rincian SPP-GU/TU/LS
- Surat pengesahan 5PJ atas penggunaan dana bagi SPP-
GU/TU sebelumnya
- surat keterangan penjelasan keperluan TU bagi
pengajuan SPP-TU
- lampiran untuk SPP-LS gaji berupa pembayaran gaji
induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan dll bagi
pengajuan SPP-LS gaji
- Surat Pertanggungjawaban mutlak
- SPTJB
Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain
kepada PPK-OPD,

Berkas S5P] =
UR/GU/TU/LS

15 menit

—

SPP UP/GU/TU/LS

PPK-OPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasar
SPD dan DPA-SKPD. SPP- UR/GU/TU/LS yang dinyatakan
lengkap akan dibuatkan SPM oleh PPK SKPD. SPM kemudian
diberikan PPK SKPD kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk
ditandatangan .

Jika SPP-UP/GU/TU/LS dinyatakan tidak lengkap PPK SKPD
akan menerbitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 hari
kerja sejak SPP-UP/GU/TU/LS diterima

SPP UP/GU/TU/LS
Verifikasi

Surat penolakan
SPM

10 menit

5 menit

DRAF SPM UP/GU/TU/LS

Dokumen perbaikan

Dokumen yang telah di tandatangan PA, diserahkan kembali
ke bendahara untuk di pihal.

[ 3

SPM yang sudah
ditandatangani

15 menit

Berkas SPM

Setelah SPM UP/GU/TU/LS masuk di Bidang Perbendaharaan
akan di Verifikasi untuk diterbitkan menjadi 5P2D.

SPM UP/GU/TU/LS
yang tefah di
verifikasi kuasa BUD

10 menit

SPZD




NOMOR SOP 000.8.-3.5 | 043 [$0P [ BREAD 1] 2025
TGL PEMBUATAN 02 FOrman 1015
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN W
“ | Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 198208162001121004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Pengajuan surat penyediaan dana (SPD)
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahul aturan dan regulasi pembuatan SPP UP/GU/TU/LS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahui isi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagal data elektronik dan manual

mempengaruhi proses selanjutnya




SOP : Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Kasubbag.Keu
- 5 i Badan S
BENDAHARA | angamschsku | TiToine | Repu af | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT KET
selaku KPA selaku PA Administrasi
PPK-SKPD
Membuat konsep rincian Konsep Surat
{ permohonana SFD S — permohonan
berdasarkan anggaran kas » Dokumen Anggaran Penyediaan Dana
pemerintah daerah. Kas dan DPA (SPD)
Verifikasi dan validasi Tidak Konsep Surat o o
2 |konsep Surat Permohonan Permohonan Y5 e clmonon
2 . SPD yang telah Valid
Penyediaan Dana (SPD) \ Penyediaan Dana
Surat pengantar dan
Membuat surat pengantar e .. |Draf Surat Pengantar
- honan SPD S 5 menit | b mohonan SPD
permohonan : Permphionan SPD rmohonan
Pengajuan surat pengantar ourat Fengantar Surat pengantar
4 |permohonan SPD beserta > Permohonan 10 menit |[PéFmohonan SPD
lampirannya untuk SPD yang sudah di beserta lampirannya
ditandatangani pada Hirarki paraf khirarki yang telah diparaf
Surat pengantar
Pengajuan surat pengantar Permohonan SPD
permohonan SPD beserta )I Surat Pengantar .. |beserta lampirannya
5 : : 10 menit s et
lampirannya untuk di Permohonan yang telah disetujui
setujui dan ditandatangani SPD beserta dan
lampirannya ditandatangani
Surat pengantar Surat pengantar SOP alur
Permohonan Permohonan —_—
Mengapendakan surat SPD beserta .. |SPD beserta iy
6 : 10 menit ’ masuk
pengantar permohonan SPD lampirannya yang lampirannya Ao
telah disetujui dan yang telah et
ditandatangani teragendakan
Mengirimkan surat o Lapird Realissa
7 pengantar permohonan SPD Laporan Realisasi S st LR i N e Surat
beserta lampiranya ke Fisik & Keluar

Bidang Perbendaharaan.

dan Keuangan SKPD

SKPD yang valid




NOMOR SOP - o . 8.5.2] oo [ SOPT YAl A [ 2025
TGL PEMBUATAN 01 Panuart 1ms
TGL REVISI
TGL EFEKTIF '
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
e -
PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN | WN .
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YOSS| HEE-‘V.\\.\ND}.S.E.,H.M
Pembina Tingkat /1V.b
NIP. 198208162001121004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan GU
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan Pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan GU
2. Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahui isi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S0 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan

5. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan |

Keua nﬁan — |

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4, Printer

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
mempengaruhi proses selanjutnya




SOP PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN (UP) dan GU

PELAKSANA MUTU BAKL
N KEGIATAN BENDAHARA (EENDAHARA ~
PENGELUARAN | PENGELUAR i‘::::i": A K::“":: ::‘l‘“ KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
PEMBANTU AN
Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan permohonan pelimpahan
UPIGU. kepada Fenggung Anggaran [ J Surat Pernyataan PA tentang UP/GU, < .
melalul Kuasa Pengpuna Anggaran. Daftra rincian pengajuan
1 Dokumen Anggaran Kas dan DPA, SK 30 menit
Bendahara Pengeluaran Pembantu up/GuU
A Gubernur tentang UP/GU
membuat nota dinas permohonan
besaran pelimpahan nang persediaan
ke Bendahara pengeluaran
Berdasarkan besaran pelimpahan
UP/GU yvang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara DPA,Daftar rincian
)
2 |Pengeluaran membuat nota dinas pengajuan UP/GU, SPP UP/GU,SPT.JM, | 15 menit | /e Pemohonan BREURIG, yeou
usulan melimpahkan UP/GU dari Surat pengantar
bendahara pengeluaran ke bendahara
pengeluaran pembantu ke pada PA
Tidkak
Pengguna Anggaran memutuskan S=—_— / > DIEAFIatdhs 2 BoiAn.
8 o s proad it a1t oo \ pengajuan UP/GU, SPP UP/GU,SPTIM, | 10 menit |SPP UP/GU,Surat Pengantar
- Surat pengantar
Berdasarkan besaran pelimpahan
UP/GU yang ditetapkan oleh
Pengpuna Angegaran, Bendahara il ;
: . berkas pelimpahan UP
Pengeluaran melimpahkan UF ke MNota dinas BPP, nota dinas BP, berkas Gl,l]'—[(}::;;_:r;lm [:]] yﬂr‘:g telah
4 |rekening Bendahara Pengeluaran pelimpahan UP/GU{Output SIPD RI) ISmentt | . @ datanoani bukt transfer
Pembantu melalul internet banking yang telah di tandatanpani T rliEa;:latur‘isasi PA.
corporate BSH dan membuat ye
pelimpahan UP/GU pada aplikasi
SIPD Rl serta menandatanganinya.
Xl berkas pelimpahan UP/GU(Qutput
5 Pengg Ia Angga.ran mes > SIPD RI) yang telah di tandatangani, 5 menit g;f;:g:;srﬂr yang welah
e bukti transfer yg belum di otorisasi PA.
Pelimpahan UP/GU telah berhasil |‘ } .
h UP/GU
6 maRl ke Felehing HPE - berkas pelimpahan UP/GU 2 hari  |Pelimpahan UP/




NOMOR SOP oo .8.2.2 [ 025 S [ Brean-| 2025
TGL PEMBUATAN ok D0mugn 1015
TGL REVISI
TGL EFEKTIF ) )
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
\/ DAN ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : W
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YOSSI HERVANDI,S.E.,M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 198208162001121004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Penyusunan laporan Keuangan SKPD
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan Penyusunan laporan Keuangan SKPD
2. Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahuiisi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

3. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan

1. Kemputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
mempengaruhi proses selanjutnya




SOP : PENYUSLUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Kasubbag.Keu = ==z
BENDAHARA | -angan selaku | 2opoin Badan g KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
PPK-SKPD selaku PA Akuntansi
SPJ fungsional, rekening koran, BA
' l dan register penutupan kas akhir
Men prillean doliamen - ttfl.hl...ln.l:'!ﬁ rcknf‘asiliasi persed.ia.ml,
1 |dokumen pendukong laporan nnm.‘an ]:l‘.l‘!ﬂ'!l:'laﬂll'l herf‘ang hatis 6 hari
ke immin. pakai STS, SK perjanjian
kerjasama,SK perjanjian sewa, BA
rekonsiliasi Asel, penyusutlan aset,
B daltar rekapitulasi aset tetap per KIB.
- SPJ fungsional, rekening koran, BA
W dan register pr:nutupﬂn kas akhir
tahun,BA rekonsiliasi perscdiaan,
; ; ¢ rincian persediaan barang habis Dokumen yang telah
4. [VeriBisel . dolounon olch. EPK pakai STS, SK perjanjian R (g g,
kerjasama,SK perjanjian sewa, BA
rekonsiliasi Aset, pocnyusutan aset,
dafiar rekapitulasi aset tetap per KIB,
SPJ fungsional, rciii_z-ﬁ:i‘ﬁg koran, BA
dan register penutupan kas akhir
P tahun,BA rekonsiliasi persediaan,
. rincian persediaan barang habis . | Dokumen Permohonan
S| [IOENERIR Mt 1RE AeTia. pakai,STS, SK perjanjian 6 haxi SPD yang teiah Valid
kerjasama,SK perjanjian sewa, BA
rekonsiliasi Aset, penyusutan asct,
daftar rekapitulasi aset tetap per KIH,
Melakukan pengentrian daia b 4 N
4 |jurnal pada aplikasi 2 hari |Neraca, LFE
= keuangan ——— Kertas kerja
Melakukan uji Prosedur Tidak | . :
5 |Analisis (PA) dengan bidang __"*\ Eﬁﬁiiﬁiﬁ“jﬁf iR 2 jam |haail uji PA
akuntansi B laporan operasional
Menyusun catatan atas Laporan realisasi anggaran, laporan .
2 laporan keuangan (CALK) i perubahan, elkuitas, neraca, la.rl:(j:-ran il e
operasional
Menandatangani berkas LUji
- PA, laporan realisasi . CALK, kertas kerja, Laporan realisasi e
angegaran, laporan angegaran, laporan perubahan, ekuitas, CALK yang sudah di
operasional, laporan neraca, laporan operasional tandatangan
) Bulku laporan
8 |Mencetak laporan keuangan o 3 hari |keuangan BPFKAD
| CALK yvang sudah di tmtdatanja.u SKPD
Menyerahkan laporan
9 |keuangan ke bidang -u{"‘ l Bulku laporan keuangan BPEKAD SKPD 15 menit
akuntansi




NOMOR SOP 000. 8.3.3 [076 [<oP [BARAD -1 [2mS
TGL PEMBUATAN 02 donuan WLE
TGL REVISI
TGL EFEKTIF g
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN qM/
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH " YOSSI HERVANDI,S.E.,M.M
' Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 198208162001121004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Pencairan Uang persediaan (UP)
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan Pencairan vang Persediaan (UP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahui isi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalarmn Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
mempengaruhi proses selanjutnya




PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN [ UP )

UP. dan Bank BSBH dapat
mendistribusikan sesuai kebutuhan

kegiatan pada DPAJDPPA

PELAKSANA MUTU BAKL
NO KEGIATAN Kasubbag. Ken Ridang
RENDAHARA Sekretons | Kepals Badan . WAKT
(RP dan BPF) Petopas PPK | angan selako solakn KA silalin PA Perbendaharas | Bang Sumsel KELENGKAPAN u OUTPUT KET
PPK-SKI'D n
Menerima besaran tentang nilai Uang
Persediaan Surat Pernyataan PA tentang UP,
1 |terdasarkan kegialan dalam DPA dan Dokumen Anggaran Kas dan DPA, SK B0 meni| Daftra rincian pengajuan UP
dibuat berdasar i l Gubernur tentang UP
SPD yang diterbitkan oleh BUD
Membugt Sural Perminiaan
Pembayaran{SPRYUP pada aplikasi DPA, Daftar rincian
2 |SIPD R, menyiapkan kelengkapan P pengajuan UP, SPP UR,SPTIM, Surat |5 memil o vy oo orr U yend
berkas dan dan menandatangani pengantar
Surat Permintaan pembayaran(SPFjUP
PPK dan Petugas PPK Meneliti _—
kelengkapan dan memveriflkasi Surat -;// DPA, Daftar rincian
3 |Permintean pembayaran|SPHAUP, Jika \ pengajuan UP, SPP UP,SPTJM, Surat |0 meni| SPP UP,Surat Pengantar
tidak sesuai, PFPK-SKPD meminta - pengantar
perbaikan kepada Bendahara
b4 Surat pengantar, Dokumen
Jika sesuai PPK-SKPD menyiapkan Permohonan 8PP yang valid dan
4 |SPM-UP pada aplikasi SIPD R1 Berlss Draf SPM, Surat Pernyataan |5 meni| Dokumen Drafl SPM UP
penatausahaan Verifikasi PPK- SKPD, Sural
Pernyataan Tanggunglawab Mutlak PA
Meneliti kelengkapan Surat Perintah Berkas Draf SPM, Surat Pongantar
5 |Membayar [SPM) 1l Permohonan 15 menit Dokumen Drat SPM UP
up SPD beserta lampirannya
. i Surat Pernyrtaan Verifikasi
KPA melakukan paraf khirarki dan PA 4 L) gupi’:fa“g 3"“’;‘; :Eﬂdm“im T, PPK- SKPD, Surat Perriyataan
6 |Menandatangani Surat Perintah P “"mt' Sz 2 hari |Tangeunglawah Mutlak PA,
Mombayar[SPM)UP i ahb;i“m’ a‘m&g;a.:?ya ;’m‘lg ; pengantar SP20, SPM yang
e setujui tandatangan sudah di tandatangani
Memilah berkas SPM UP dan
Menyerahkan berkas pengajuan UP
7 |beserta lampiranya kepads Bidang e Berkas Pengajuan UP 0 meni| Dokumen SPM UP
Perbendaharaan,
untuk ditertatkan SP2D
Dokumen SPM diajukan ke Kuasa
BUD yang selanjutnya dibuatkan
{3740 sabagsi dusar pepcamy Mo 1 [—] Sp2D 1 hari [Uang Persediaan.




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

1, Permendagri No. 13 Tahun 2006

2. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Apabila S50F ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan
mempengaruhi proses selanjutnya

NOMOR SOP 000.8.2 .5 [03% | GOV [ BPICAD -1 tzots

02 ganuan 7015

TGL PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

DISAHKAN OLEH

]

ke

YOSSI HERVANDI,S.E.,M.M
Pembina Tingkat I/1V.b
NIP. 198208162001121004

NAMA SOP Bendahara Penerimaan

1. Mengetahui aturan dan regulasi Bendahara Penerimaan
2. Mengetahui isi DPA
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

1. Komputer
2. Internet
3, Alat Tulis
4, Printer

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP : BENDAHARA PENERIMAAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN BIDANG BEND:J‘“AR KASUB PENGGI/NA
B - g ra + 5 = g g - rge
PFIHNAK KE3 BANK AKUNTANS! | PENERIMAA KLUR?.NG-"\N ANGG N KELENGRAPAN WAKTU ouTPrUT KET
N DAN ASET
1 |Pihak ketiga menyetorkan ke bank r-){ 30 menit|STS

TBEP,STS nota kredit

Bank membuat nota kredit dan
menyampaikannya ke Akuntansi
BUD. Fungsi Akuntansi di SKPKD
bertugas

melakukan identifikasi nota kredit -
2 tersebut untuk menentukan setoran L Yhao 119
yang merupakan pendapatan dan atau

penerimaan pembiayaan dan

menyampaikannya ke Bendahara

penerimaan SKPD

Bend. Penerimaan meminta bukii v

transaksi, pendapatan yang ditransfer
4 |langsung ke rekening RKUD yang 5Ts 15 memnit STS FEIE sy

divalidas: bank
berupa STS
TBP !
Tidak
P Y e . |STS yang sudah

5 [Memerikasi 8T8 \ STS yang sudah divalidasi bank 15 menit Verifikasi .

| |

|

|bendahara penerimaan . SPJ register
6 membukukan dan membuat laporan STS yang sudah Verifikasi I hari |penerimaan, BKU II

fungsional paling lambat 1 hari penerimaan |

|

| PPK SKPD memverifikasi buku m-t_J
7 Jregisu:r penerimsltan dan BKU, SPJ register penerimaan, BKU 15 menit|SPJ penerimaan

]kttnudian mengajukan ke PA untuk penerimasnn yang sudah

jdi sahiean diverifikasi

1

PA mengesahakan SPJ penerimaan SPJ bendahara
8 |dan menytra.hkagnya kembali kepada SPJ penerimaan vang sudah 20 menit pcncrim_mm yang

ihendﬁhﬂ_ra penerimaan. diverifikant sudah disahkan

. . 5P administratif dan 5P1

9 !Pﬂmbm‘m’“’ Dendsiard pehrimasn |i SP) advivinistratif din SPI funigsicnial bendaiara | T0menit [fungsional bendahara

penerirmaan penerimaan

i selesai
| |




T NOMOR SOP oo .8.2.5 | 638 [ 507 [ BYFAD -1 [ 208
TGL PEMBUATAN b gonuan 1015 )
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
\\/ DAN ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN M
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YOSSI HERVANDI,S.E.,M.M
Pembina Tingkat I/1V.b
NIP. 198208162001121004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Proses pencairan belanja BKBK
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan Penyaluran BKBK
2. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahui isi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
3.  Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 30 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2022 Tentang tatacara pemberian
bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah Kabupater/
Kota/Desa
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4., Printer
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
mempengaruhi proses selanjutnya




SOP : PENYALURAN BKBK

Perangkat Daerah/Unit Kera Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelalaan Keuangan Dasrah ; _
3, Kabuparen/Kota selaku PPKD Mangajukan Mota dinas ke PEKD untuk di ll_ Nota Dinas 5 menit Disposlsi
setujul.
Perangkar Daerah/Unil Kera Perangkat
Daerah yang mambidang Pengelalaan Kevangan Daarah + "
Kabupaten/Mota selaku PPED memberikan kelengka pan ke bagalan Rata Dinks yang sudst di tinds tangenk
keuangan (PPE SKPD)
Bardasarkan Nota dinas dan berkas yangsudah ditandatangan|, Berkas permohonan BKBK, Dafrar pengantar P20, Surat
bandahara menylapkan SPP beseris dokumen lalnya yang terdini permyataan tehgRung [awab belanja, Surat permyatasan
|| dare: tangeungawd b mutlak
Bercairanta hepan pertara 30 -Surat permohonan pencairan belanja yang i cap dan
tandatangani oleh Aupatlfwallketa
_l -Dahar Kontrak ke giatan
FI -Folo copy DFA
-Surat Penystaan Bupati fwWallkota fKepala Dosa yang
menyatakan 1anggup melaksanakan Belan|a BEBK
Sefudiperuntukdan
Nomor REUD Kabupaten/Kota/RKUDosa
-Surat Keputusan Gubernur tontang Panetapan
Belanja BEBK
Parce|ran tahap dua 40% Penyaduran ta hap kedua -urat Permohonan Pencairan Belanja BKEK yang
dilaksanakan bifamana penggunaan dana penyaluran dicap dan ditandatangani aleh
tahappertama sudahmencapal 75% BupatlfWalikota/Kepala Desa
-Dalar Kentrah atau Surat Perjanjian Kantrak
2 keglatan berkenaan 15 menit PP
~Nomor REUD Eabu pate n/Kota/REUDesa
~Dafrar realisasi pelaksanaan Belania BKBE tahap
partama yang ditandatangani oleh BupatiWa likoa [
Kepdla Desa dan SP20 berkenaan
=Melampirkan laporan hasil reviu Inspekiorat Dasrah
Kabupaten/Kota.
Pancairantahap Tiga 30% Penyvaluran tahap ketiga Urak Py b horen Pency iren RAalanja BEKBK yang
dila|<sanakan bilamana penggunaan dana penyaluran dicap dan ditandacangani oleh
tahop kedua telah mencapal 5% DupatiMiWalikom Kepala Desa
-Daftar Kontrak ataw Surak Perjanjian Kontrak
kegiatan berkenaan
= Mamor EXLUD Kabu p:tl!annla,l'RI{ LiDvas
-Dafrar realisash peloksanaan Belanjs BRBK tahap
pertama yangditandatangani oleh BupatiMalikntaf
Kepala Desa dan SP20D bHerkenaan
-Melampirkan laporan hasil reviu Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota.
PPK SKPD menalitl kalengkapan dokimern SPP SPP . suratpernyataan tangeungiawab mutlak SPRA-LS, Surat TG mEnit BRSO
pErmyataan pnngﬁjuan SPM LS
Barkas SPP yangdinyatakan lengkap akan dibuatkan SPM oleh BPK
SKPD dan PPE SKPD akan menandatangant surat pemyataan verifikas) » ' I Surat permyataan verifikasi kelenghapan dan keabsaban dokumen
3 S5PP . SPM komudian diberikan PPE SKEPD kepads Kuasa Pengguna dan lampiran SPRLS S menit
" |Anggaran sebagsl PPKD yang o tunjuk untuk dita ndatangan .
g SPP
lika dokumen SFF dinyatakan tidak lengkap, PPK SEPD akan e
menerbitkan surat penotakan 520 paling lambat 1 harl kerja sejsk SPP Dokuman perbaikan
Suratl penolakan SPM
diter|mas
Dokumen yang telah di tandatangan PA, diserahkan kemiball ke
4. bendahara untuk di pilak I .I SPMyang sudah ditandatangani 15 menit Derkas SPM
Setelah SPM masuk di Bidang Perbandaharaan akan ol Vo riflkasi untuk |
5 |ditarbitkan manjadi 5P2D. @ SPM yang telah di verifikaci kuaga BUD 5Pz




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

[NOMORSOP ~ [:|®0.8.3.3[0A9 [ SOF [BYEAD -1[202¢
TGL PEMBUATAN 02 gonuart s
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
e
YOSSI HERVANDI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat 1/ IV.b
NIP. 198208162001121004
NAMA SOP Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS di
Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer,

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya PNS
mendapatkan Penghargaan SLKS yang bersangkutan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dil




SOP Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN KET
g SEKRETARIS | KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana SUbbagian Umum dan
Kepegawaian Menerima berkas dani ASN di .
MNota Di 5 10Mm M o]
4 Lingkungan Beadan Pengelola Keuangan dan {? UR-ANE05. SIS eait o Hines
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
h 4
Sekretaris mendisposisikan kepada
2 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi
berkas dan mengonsep surat pengantar |
Karpeg PZKPSK
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas usul ol Karpeg, P2ZKPSK CPNS,5K
Tidak CPNS,5K Terakhir, SK
3 |penghargaan satyalancana karya satya dan ltbatan Yorakhis 30 Menit Terakhir, SK Jabatan B
f t ta ¢ Ti ir, 1j h
mengonsep surat pengantar i lazah terakhir erakhir, ljazah terakhir
Kasubbag memerintahkan Pelaksana untuk
4 |membuat surat pengantar usul penghargaan Lembar Dispasksi 30 Menit Lembar Disposisi -
satyalancana karva satya ke BKD Provinsi I
Pelaksana membuat/ mengetik Surat ';
5 |Pengantar, dan Scan berkas Pdf, dan Draft Surat Pengantar 30 Menit Draft Surat Pengantar -
merelkam ke Flashdisk
i p f Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang
5 [Rasubbyg méenther] PR Phengimtax I telah diperiksa i telah diparaf Kasubag
Surat Pengantar yang
: Surat Pengantar yan 1
7 |Sekretaris memben Paraf Surat Pengantar telah digaraf Kam:ba: 10 Menit telah diparaf Kasubag :
- dan Sekretaris
Kepala Badan menandatangani Surat Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang
8 |Pengantar Usul Penghargaan Satvalancana teiah diparaf Kasubag 10 Menit ditandatangani Kepala
Karva Satya ASN Perangkat Daerah dan Sekretaris Badan
. 4 Surat Pengantar yang
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal : Surat Pengantar yang
A ; oy ditandatangani Kepala ! :
8 |Surat, kemudian mencatat di buku expedisi 10 Menit telah diberi Nomor dan
dan mengantar ke BKD Provinsi BAAE ki ok Tanggal
Ekspedisi
BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Suratl Pengantar yang Tanda Terima Surat
10 (Penghargean Satyalancana Karya Satya ASN telah diberi Nomor dan 10 Menit Pengantar di Buku

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

Tanggal

Ekspedisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP [ 000.8.2.2 [08o[ <of [BeaD-1 [2018
TGL PEMBUATAN | :| 62 Dormari 1005

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH | - ~ KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

g

YOSSI HERVANDI, S.E..M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004

NAMA SOP .| Surat Pengantar Usul Cuti di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

1. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Komputer/Printer/Kertas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terhambat usulan
Cuti Aparatur Sipil Negara.

1. Di simpan sebagai data elektronik dan manual.
2. dll




SOP Surat Pengantar Usul Cuti di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

u
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAK] KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Polaksana BED Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbegian Umum dan Kepegawaian Menerima berkas cuti tahunan
khusus esselon 111 dan [0, cuti sakit (lebih dart 14 hari), cutd besar dan cut diluar D 2 :
! anggunggan negars dari ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangun dan Aset G 1AMt Retafinas
Dacrah Provinsi Sumatera Sclatan 'y
: " ; B P ; = ; Berkas Cutl ASN dan
2 |Kepala Badan mendisposisikan ke Sckretaris untuk ditindaklanjuti D__l Lembar Disposisi 5 Menit Leenbar Disposis
Sckretaris mendisposisikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk E__ e ,
: St D i i -
i ditindakmsijut _.l. Lembar Disposisi 10 Menit Lembiar Disposis
ki
Tidak
a Kasubbag memeriksa kelenghapan berkas dan mendisposial kepada pelaksana <>,r Kelengkapan Dokumen 30 Menit Kelengkapan Dokumen : .
untuk diproses ; SEP/DP3, SK Terakhir SKF/DP3I, SK Terakhlr
. . Ya 3 | Draft Sural Pengantar | Draft Surat Pengankar dan
5 |Pelaksana menpetik sural pengantar dan dinaikkan ke Kasubbag untuk diparaf dan Berkas Citl RSN 10 Menit Berkas Cutl ASN -
P
Kasubbag memberi paral tanda telgh diperiksa dan diteliti sesual dengan SRR PR IEAL T Surat Pengantar yang telah
g raturan dan dinaikkan ke Kabag untuk diparaf TN CHRA Y (g AN B diparaf aleh Kasubag -
e . telah diperiksa
'—————f Surat Pengantar dan
z | - : Surat Pengantar yang telah
; |Sckretaris memberi paral tanda telah diperiksa dan sesuai dengan peraturan Berkas Cuti ASN yang 10 Menit diparaf Kasubag dan )
selanjutnya dinaikkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani telah diperiksa Sekrataris
| Kasubag ;
* Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang telah
8 |Kepala Badan menandatangani Usul Sural Pengantar Ke BKD telah diparafl Kasubag | 10 Menit | ditandatangani oleh Kepala
dan Sekretaris Badan
Buku Agenda , Surat
" ; . 5 Pengantar yang telah Surat Pengantar yang telah
9 zm‘;;;::;ﬂﬁumc:cr?l{:r::rﬂﬁ gﬂ Surst, kemuchim taneatst difatiu ditandatargani Kepala | 10 Menit | diberi nomor dan tanggal
o L Badan dan Berkas Cuti surat
ASN
30 BED Provinsi menindaklanjuti Usul Cull ASN Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Peagantar dan 10 Menit Tanda Terima Surat di Buku
ketentuan t } Dokumen Kelengkapan Ekspedisi




 NOMOR SOP - [ 000.8 3.2 [08t] cop [BteAD 4 7025
TGL PEMBUATAN | o2 Ponuan WIS
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
N
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
YOSSI HERVANDI, S.E.,M.M,
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004
NAMA SOP : | Surat Masuk di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Provinsi Sumatera Selatan
DASARHUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2017 | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat |
tentang Pedoman klasifikasi dan Pengelolaan Arsip 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 | 3. Menguasai Pengoperasian Komputer |
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.
3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam negeri
dan Pemerintah Daerah |
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Surat Keluar 1. Agenda Surat Masuk
2. Lembar Disposisi
3. Komputer/Printer/Scanner/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
terhambat 2. dll




SOP Surat Masuk di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
EGIATAN KET
i ; KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima Surat Lj Surat Masuk, Surat masuk dengan
1 : i 3 Menit B i
Masuk Lembar Disposisi lembar disposisi
Kepala Badan Menelaah isi surat untuk selanjutnya memberikan : Surat masuk
2 Z : g ¥ s . Surat masuk telah
2 |disposisi disesuaikan dengan tupoksi dari sekretaris dan bidang dengan lembar 10 Menit o o -
didispasisi Kepala Badan
disposisi
Sekretaris Menerima dan mempelajari surat masuk yang sudah s
. ge A : . R urat masuk telah
3 didisposisi Kepala Badan dan memberikan Disposisi surat masuk didisposisi Kepata 10 Mentt Surat masuk telah
yang Selanjutnya untuk Mendistribusikan kepada bidang melalui Ssta pe didisposisi Kepala Badan
Pelaksana
Menerima dan meneliti surat masuk yang sudah didisposisi yang Surat masuk telah
; : b f : Surat masuk telah
4 |selanjutnya memerintahkan Pelaksana untuk didisposisi Kepala 5 Menit didisnosisi Kepala Badan
mendistribusikannya Badan ? 4
|
v
Menerima surat masuk yang sudah didispoesis) serta mencatat Surat masuk telah
ey ea P 55 ] : } Surat masuk telah
5 |hasil disposisi dan meneruskan surat masuk sesuai disposisi/ didisposisi Kepala 5 Menit eSS Kapats Bsda
mengegandakan yang selanjutnya didistnbusikan ke bidang Badan o e
: . . Surat masuk telah
6 Penerimaan Surat masuk bidang/ subbag menandatangani buku didisposisi Kepala 5 Menit St terdiie bt i

agenda sebagal tanda terima

Badan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

"NOMOR SOP . 000-8.2.% [oBa [ <OF [ epeaD-1]w015 —
TGL PEMBUATAN |02 Donuad 1015

TGL REVISI ]

_TGL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

ey

YOSS| HERVANDI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004

DISAHKAN OLEH

:| Surat Keluar di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman klasifikasi dan Pengelolaan Arsip

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN - PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Surat Masuk 1. Agenda Surat Keluar
2. Lembar Disposisi
i3. Komputer/Printer/Scanner/ATK
PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN -

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

| 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
L 2. dil




SOP Surat Keluar di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA NMUTLU BAKU
|
NO KEGIATAN SEKRETARIS/ KASUBBAG/ KET
KABAN KABID KASUBSID Pelaksana Kelengkapan Waktu Qutput
@ I
Pembuatan Draft surat sesuai dengan perihalnya berdasarkan konsep surat dari Komputer, printer :
2 t ft surat -
Kasubbag/ Kasubbid dari masing-masing bidang dan ATK Al il
8]
2 |Koreksi draft surat dilakukan oleh Kasubbag/ Kasubbid masing-masing bidang Draft surat 10 Menit Lt vag el 4 -
Y paraf kasubbag
Sekretaris/ Kepala Bidang Draft surat dikonsulkan untuk mendapat persetujuan /\ o Draft surat yang Draft surat yang telah di
3 |apabila " ya" dilakukan paral, bila ‘tidak” perlu koreksi dikembalikan ke telah di paraf 5 Menit paraf kasubbag dan -
Kasubbag/ Kasubbid bidang bersangkutan Ya v kasubbag Sekretaris/ Kabid
¥ Draft surat yang
telah di paraf Surat Keluar yang telah
4 P t oleh la B Meni -
SRBARNSTINDRE SUrst D\ hEr 8. S| kasubbag dan sl ditanda tangani Kaban
I ’ Sekretaris/ Kabid
Pencatatan di buku Agenda surat keluar sekaligus gemberian nomor dan v Surst Kedr veng
W e i.aan' W ABETGR S > * L telah ditanda 5 Menit Surat Keluar -
PRIGIIRS tangani Kaban
s Surat Keluar ;
& |Distribusi surat Bartondaaigan - Tanda Terima




NOMOR SOP 1000 8.3.5 [083 | S07 [BPHAD -1] 2025
TGL PEMBUATAN | . | 02 QJGmyan 1015

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

TN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YOSS| HERVANDI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NIP. 198208162001121004
NAMA SOP . | Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian
Dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS di Lingkungan Badan Pengelola
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS|I PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat |

Aparatur Sipil Negara, 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ||

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen | 3 Menguasai Pengoperasian Komputer.
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah i
Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintanh (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 12 Tahun 2002

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Printer/ATK

3. SOP Kenaikan Pangkat

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya Usul 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun ASN yang 2. dll

bersangkutan

)k




SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Selatan
NO KEGIATAN PELAKSAMNA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Cutput
Pelaksana Subbagian Umum dan
Kepegawaian Menerima berkas dari ASN ;)

1 |di Lingkungan Badan Pengelola Mota Dinas, Surat 10 Menit Nota Dinas -
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

2 gﬁ;zdﬁaﬁeﬂiﬁzﬁﬁ:ﬁke |_L| Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi

e
Sekretaris mendisposisikan kepada

3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Dispostsi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep sural pengantar
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas Tidak Karpeg,PZKPSK Karpeg, P2KPSK

4 dan apabila telah bersesuaian / CPNS,SK Terakhir, 5K 30 Menit CPNS,SK Terakhir, 5K i
memerintahkan pelaksana untuk labatan Terakhir, Jabatan Terakhir,
mengetik/membuat surat pengantar Ya ljazah terakhir Ijazah terakhir
Pelaksara membuat/ mengetik Surat | Draft Surat

3 Pengantar, dan Scanf ber]-cags Pdf Pengantar 30 M MM S0rak e raniar

.

6 Kasubbag meneliti dan memberi paraf Surat Pengantar 10 Nbersdt Surat Pengantar yang
Surat Pengantar yang telah diperiksa telah diparaf Kasubbag
ﬁl;g::;: Tptidimal el B y Surat Pengantar Surat Pengantar yang

7 yang telah diparaf 10 Menit telar diparaf Kasubbag .

Kasubbag dan Sekretaris
Kepala Badan menandatangani Surat ¥ :ura::;::?;n:;f Surat Pengantar yang

8 |Pengantar Usul Pensiun ASN Peranghkat yang p 10 Menit telah ditandatangani .

Daerah Resuig da)y Kepala Badan
Sekretaris
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal Siarat Faoganter Surut vamr o
9 |Surat, kemudian mencatat di buku yang eiah : 10 Menit el diber; N,umur
expedisi dan mengantar ke BKD Provinsi ditandatangani dan tanggal di Buku
l Kepala Badan Agenda
E:f aji';;“g}g“;’:‘;g:;ﬁgﬁ:" :::;‘1 é Surat Pengantar dan Tanda Terima Surat
10 Dokumen 10 Menit Pengantar di Buku

Pensiun ASN Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan

Kelengkapan LUKP

Ekspedisi




"NOMOR SOP [000.8.2.5]08a]%op | BAD - | | zces
TGL PEMBUATAN | : | 62 ganuar 076

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN [ ii :

YOSSI HERVANDI, S.E.M.M.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004
NAMA SOP : | SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN di Lingkungan Badan
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SL.TA sederajat
tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang | 3 Menguasai Pengoperasian Komputer.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

4 Keputusan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

[ KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN .

1. SOP Surat Masuk 1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN ) B A |

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya kenaikan | 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
Pangkat ASN yang bersangkutan 2. dl |




SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

sesuni dengan ketentuan

Eplengkapan UKP

Surat di Buku Eskpedisi

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BED Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umurm dan :)
Kepegawaian Menerima berkas dari ASN | = 2 .
: di lingkungan BPEAD Provinsi Sumatera Hota Biras, SN Bl Ui
Selatan
Y
Kepala Badan mendisposisikan ke . . .
i i i
2 Sekretaris untuk ditindaklanjuti Lembar Disposis 10 Menit Lembar Disposis
|
Sekretaris mendisposisikan kepadsa '
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi
berkas dan mengonsep sural pengantar ‘
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas Karpeg,P2KPSK Karpeg,P2ZKPSK
4 |usul kenaikan pangkat dan apabila telah Tidak CPNS,SK Terakhin, SK| o CPNS,5K Terakhir, SK
bersesualan memerintahkan peliksana Jabatan Terakhir, i Jabatan Teraknir,
membuat surat pengantar Ya [ ljazah terakhir ljazah terakhir
[ | Diraft Surat
5 Pelaksana membuatl/ mengetik Surat | Pengantar dan 35 Mank [)r:l‘:::::kz:r;g:r‘;tal
Pengantar, dan Scan berkas Pdf Berkas Usul Kenatkan - .
Kenaikan Pangkat
Pangkat
L 4
6 Kasubbag memarafl Draft Surat Surat Pengantar 15 Manit Surat Pongantar yang
Pengantar yang telah diperiksa telah diparaf kasubbag
Sekretaris memaraf Draft Surat — ?!HEE-H'II.Hd' : MK Ffeﬁﬁ"br yang
7 e vang telah diparaf 10 Menit telah diparaf Kasubbag
kasubbag dan Sekretaris
=
' J B
Kepala Badan menandatangani Surat I T'ra:el::f:k::;f Surat Pengantar yang
8 |Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN ¥ :E b d 10 Menit telah ditandatangani
BPKAD Provinsi Sumatera Sclatan oy _an Kepala Badan
Sekretaris
Buba , Surat
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal | I | P: ::i':ﬂa t:‘;: Suirat Pengantar yang
9 |Sural, kemuedian mencatat di buku d':an dm::“ i 10 Menit telah dinomaor dan
expedisi dan mengantar ke BKD Provinsi l Kepala Bacan Tanggal surat
BKD Provinsi menindaklanjut Usul Surat Pengantar dan Tanda T Yert
10 |Kenaikan Pangkat ASN Perangkat Daerah Dokumen 10 Menit R
L




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP | 0o0-8-3.3 [085 cof [ BYEAD ~i 2026

TGL PEMBUATAN | 02 ganupr 72018
TGL REVISI :

TGL EFEKTIF : -
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

‘IM

YOSS| HERVANDI, S.E..M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004

NAMA SOP : | Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah MNomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri
Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20189 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil -

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya
kenaikan gaji berkala yang bersangkutan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Penetapan Kenailan Gaji Berkala ASN di Lingkungan Badan Pengelola Kenangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAMSANA MUTU BAKU
(T
by Lyt SENRETARIS KASUBBAG Peloksann PHS Yhe Kolenghaparn ‘Waktu Dutput KR
Sarat Masuk
Pelaksans Subbaginn Umum dan Kepegawaian Meonerima berkas Usulan Kenadkan
1 |usulan kenaikan gadi berkala dari ASN di ingkungan BPKAD A Gaji Berkala, 5 Menit Lembar Disposisi
Provinsi Sumatera Selatan lLemibsar Disposisi,
PP Mo 15 J 2009
Kepala Badan mendisposisikan ke Sekrewaris uniuk
2 ditindalklanjuti Lembar Disposisl 10 Menit Lembar Dsposisi
Sekrewaris mendisposisgi Kepada Kasubbag Umum dan .
3 |Kepegawnlan untuk ditindaklanjuti sesual dengan Peraruran yang E I Lembar Desposisl 5 Menit Lembar Disposisi
berlaku
Tiddalk Lembar Disposisi;
Knsubbag meneliti dan memeriksa kelenghapan berkas dan é 5K Panghat LL'WMHI:'::::::I:N
4 |mendisposisi kl:pﬂ.dn pelaksana antuk diproses sesuai dengan Terakhir, Kenalkan 10 Menit Sk g .
Peraturan yang berlako Gajl Berkala _: ‘bh' |:?2IP
va Terakhir, P2KP e
Prlaksana mengetik surat kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Dirafi Surat Ditat Surat ers e
5 |yang herlaku selamjuinya dinaikkan ke Kasubbag untuk diparaf Kenaikan Gaji 10 Manit o I:;: -
tanda telah diperiksa dan sesuai dengan ketentuan [ Burals i
|
Kasubbag memberi paraf tAnda hr.‘r!cax telah diperiksa dan telah z::::::::::; Surat Kenaikan Gaji
& |sesual dengan ketentuan dan selanjutnva dinnikkan ke Sekretaris L inghap dian 5Menit Berksla yarg sudah -
untuk diparaf [ diperiksa diparaf Kasubbag
. . . . . . Surat Kenalkan Gaji
Sekretaris meneliti kelengkspan administrasi dan memben paraf 'k Tidak Surat Kenaikan Gaji h::ah :: :uﬂ:i
7 |tanda telah diperikas sesuai dengan Peraturan yang berlaku Berkala yg sdb 5 Marit dlaritEa r:b‘ 5
selanjuinya dinnikkan ke Kepala Baclan untuk ditanda tangani diparaf Kasubbag P u 2 B dan
Ya Sekretaris
Surat Kenaikan Gaj) Surat Penetapan
. Berkala yeng sudah) Kenaikan Gaji Berkala
2 |Kepala Badan menandatangant Surat Penetapan Gaji Berkala diparaf Kasubbog 5 Menit PNS yang tetah ditanda -
dan Sekretarls tangani Kepalz Badan
:‘l Surat Penetapan
Kenalkan Gaji
Pelaksana memben Nomor, mencatat dan mengarsipkon berlas Berkala PNS yang Ke::::n Gal ::in I
9 |sena mendistribusikan Surat Penctapan Gaji Berkals kepads telah ditanda 10 Menit PNS yang I;“ mh:: -
vang bersanglutan tangant bepsty Nur:rdan Tanggal
Badan dan Buku
Agenda
L‘l_) Surat Penetapan Tanda Terima Surat
10| Pegawai menerima surat penetapan Gajl Berkala Kenadkan Gaji 5Meni Penetapan di Buku
Berkala PNS Ekspodisi




NOMOR SOP [oco.8.3.2 [ 086 [SOf | BIFAD —([2025

TGL PEMBUATAN ‘| 02 Sonuan 101LS
' TGLREVISI -
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

G

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
YOSSI HERVANDI, S.E.,M.M.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004
NAMA SOP :| SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
Pemerintahan Daerah; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 | 3. Menguasai Pengcperas]an Komputer
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah dan
perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun
2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan

Pelaparan Barang Milik Daerah ‘
|
|

KETERKAITAN o S PERALATAN/PERLENGKAPAN B
SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap | 1. Lembar Disposisi

Berwujud 2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN ' PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka barang milik daerah 1. Disimpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
tidak tertata dengan baik 2. dll




SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ND KEGIATAN PERARMAMA MUTU BAKU
SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Dutput
Menugaskan Seltretaris untuk Melaksanakan Penatausahaan
1 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Disposisi 5 Menit Disposisi
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan y
Z |Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Disposisi 5 Menit Disposisi
Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
M skan Pelak k melakukan kan rutin Y
enuga Pelaksana untuk m pengece ru Gisaiatal ; vl i
' terhadap barang milik daerah i 30wt Putiimvetaris Uiane
¢ ; ’ j Alat tulis Kantor, Data semua barang
4 MF]?;:ZH ;J;;ng dazi ?Eﬁ bu?t d:gr.zr :nvsptﬁa::;;mua barag Data semua barang 2 bulan yang ada di BPKAD dan
o e TADS ROR AT REHRR TR o) yang ada di BPKAD daftar inventaris barang
b4 Barang milix daerah
5 |Memberi Stiker sesuai no register pada barang milik daerah yang Q Daftar inventaris —_— B
ada di BPKAD bataii BBy yang
sesual nomor register




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP T000.8.3.3 [ 087 S0 | EYEAD [ 2028
TGL PEMBUATAN || 02 dantan w2%

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

' NAMA SOP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

TN
YOSSI HERVANDI, S.E.,M.M.

Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004

-| SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Disposisi

2. Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka barang milik daerah
tidak terpelihara dengan baik

2. dil

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy




SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk Melaksanakan Pemeliharaan
1 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Disposisi 5 Menit Disposisi
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Kesubbag Umum untuk Melaksanakan Pemeliharaan Y
2 |Barang Milik Daerah vang Digunakan Dalam Rangka Disposisi 5 Menit Disposisi
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pengecekan rutin . i
: (] | Meni
8 terhadap barang milik daerah bipoiid T Blsponi
Daftar barang milik
4 Menyerahkan daftar barang milik daerah yang membutuhkan Disposisi s daerah yang
pemeliharaan kepada kasubbag membutuhkan
pemeliharaan
Daftar barang milik aftar bal miilik
Memanggil penvedia jasa pemeliharaan atau perbaikan barang gl s
= = ; daerah yang daerah yang
5 |milik daerah dan menugaskan Pelaksana untuk mengawasi 10 Menit
T membutuhkan membutuhkan
pelaksanaan pemeliharaan -
pemeliharaan pemeliharaan
i Daftar barang milik
& Mengawasi Penvedia jasa melakukan perawatan untuk barang daerah yang 12 Bulan Barang milik Dacrah
milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan membutuhkan terpelihara dengan balk
pemeliharaan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP | 0eo.8.3.3 | 088 [ <op | ePFaAD - [ 028

TGL PEMBUATAN 02 danuar. 20
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

'7W

YOSSI HERVANDI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
~ NIP. 198208162001121004

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP : | SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud di
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan 51 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN )
1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN - | PENCATATAN DAN PENDATAAN N - o

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
pekerjaan yang memerlukan aset tetap berwujud akan
tertunda

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

slap digunakan

PELAKSANA MUTU BAKU
e SERIATIN KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output il
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan
Pemnbelian /Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud l } . ) . i
! yvang Akan Digunakan Dalam Rangka Penvelenggaraan Tugas i = MG Blsposs|
Pokok dan Fungsi
Melaksanakan Pembelian/Penpgadaan atau Pembangunan Aset v
2 |Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Disposisi 12 Bulan Disposis -
Penvelenggaraan Tupas Pokok dan Fungsi
5 |Meregister Aset Tetap Berwujud yang akan digunakan dalam (j Disposisi 5 Menit Aset Tetap Berwujud i




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP | 600.8.3.% [0B9 [ SOP [ BPFAD -1 [ 20

TGL PEMBUATAN .| 02 Banuari 206

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF 3

DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

9N

YOSSI HERVANDI, S.E..M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b

NIP. 198208162001121004
NAMA SOP . | Peminjaman Arsip Inaktif di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Rl Nomor 34 Tahun 2015
tentang pedoman pengurusan surat di lingkungan Arsip
Nasional RI

" 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Memahami peraturan tata naskah dinas dan kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Buku Peminjaman
2. Komputer/Printer/ATK
3. Formulir Peminjaman Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan
sebagaimana mestinya, maka akan terjadi penyalahgunaan
arsip dan kebocoran informasi Arsip serta hilangnya arsip
terkait

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Peminjaman Arsip Inaktil di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN UNIT KEY
KEARSIPAN SEKRETARIS KABID KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Formulir Formulir peminjaman
Mengajukan permohonan peminjaman arsip dengan & e »3 . peminjaman arsip arsip inaktif yang telah
mengisi formulir peminjaman areip inaktif yang telah inalktif & Menit diisi
di setujui oleh pejabat UP [Unit Pengelola) dan
diteruskan ke UK (Unit Kearsipan)
Menerima dan memeriksa permohonan peminjaman Daftar arsip Inaktif Izin peminjaman arsip
arsip inaktif dengan melihat daftar arsip inaktif Jika
arsip yang dicari tidak ditemukan dalam dafiar argip
inaktif maka formulir permohonan peminjaman akan / 10 Menit
dikembalikan kepada pemohon. Jika sesuai, akan
dilakukan pencarian arsip
Melakukan pencarian arsip, mengambil dan 1. Boks Arsip Arsip Inaktif yang akan
memeriksa kelengkapan arsip yang akan dipinjam. I | 1. Out guide, out dipinjam, Tersimpannya
Menempatkan out guide, out sheet, atau out indicator sheet otou out out guide, out sheet
pada boks arsip, sebagai pengganti arsip yang indicator 30Menit  |atau out Indicator -
dipinjam sebagai pengganti arsip
yang dipinjam
W 1. Buku Formulir peminjaman
Menandatangani formulir peminjaman arsip inaktif peminjaman arsip arsip inaktif pada kolom
pada kolom peminjaman. Mencatat peminjaman arsip inaktif 15Menit  |peminjaman telah
inaktif pada komputer/buku peminjaman 2 Komputer ditandatangani
v Formulir 1. Arsip inaktif dan
3 : 3 eminjaman arsi copy formulir
Menyverahkan arsip inaktif dan copy formulir cN ::;akt'rf] il pe::l:rin,iiman arsip
peminjaman arsip inaktif kepada peminjam arsip serta SMenit  |inaktif terdistribus! i
menyimpan berkas asli formulir peminjaman pada 2. Brkae emibnjae
lemari arsip. 3 :
arsip inaktif tersimpan
1, Arsip Inaktif yang Data pengembalian
Mengembalikan arsip inektif dengan membawa copy dipinjam arsip sesual batas wakiu
formulir peminjaman arsip inaktif dan menerima dan 2. Formulir yang ditentukan
memeriksa kelenghkaan arsip vang telah dipinjam peminjaman arsip 5 Menit ~

sesual dengan catatan peminjaman, serta
menandetangani copy dan berkas asli formulir
peminjaman arsip inaktil pada kolom pengembalian
sebagai buleti pengembalian arsip

inaktif
3. Lemari arsip
4. Mesin fotocopy




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP 000.8.3.3 oo [ Sop [ RYEaD - [202C

TGL PEMBUATAN 02 20nuan 202§

TGL REVISI =
| TGL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

‘?W

YOSSI HERVANDI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004

DISAHKAN OLEH

Surat Masuk Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NAMA SOP

| DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

2. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5286);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Rl Nomor 34 Tahun 2015
tentang pedoman pengurusan surat di lingkungan Arsip
Nasional Rl

1. Memiliki tugas dan fungsi unit kerja
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SRIKANDI

4. Peraturan Arsip Nasional Rl Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Rl
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN B

SOP Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI

1. Akun SRIKANDI;

2. Komputer dan jaringan internet;

3. Naskah dinas elektronik yang akan didisposisi

4. Instrumen Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

Disimpan sebagai tindak lanjut pengurusan surat di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Selatan




SOP Surat Masuk Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KABID KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Dutput
. s Aplilkasi SRIKANDI,
Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian (D Akin SRIKANDI Mhent Naskah Masck
1 [Menerima Surat Masuk den dilanjutkan dengan (Usatn S 5 Menit Telsh Teshika -
mengupload surat ke dalam aplikasi SRIKANDI !: e 4 bl
asswor
—
Kaban menerima dan mempelajari surat masuk hzlkt:s'sgmr:}?" kN
2 imelalui akun SRIKANDI kaban dilanjutkan )I U 4 10 Menit S alab Vbt
mendisposisikan sesuai bidang terkait :Iernam.:d)an R HEra
ASSWO
- - Aplikasi SRIKAND
Sekretaris menerima surat masuk yang telah :kun SRIKANDI f Menu Naskah Masuk
1 |didisposisi oleh Kepala Badan dan meneruskan surat > (Username dan 10 Menit BT
tersebut ke Kasubbag Password)
ik |
Kasubbag menerima dan meneliti serta mempelajari > MM “;TK:TD?L Menu Naskah Masuk
4 |surat masuk yang telah didisposisi oleh Sekretaris {u;”mame e 5 Menlt 51;:1 ::_:rh“isu -
yvang selanjutnya ditindak lanjut oleh pelaksana . cd] ? "
A3SWD
Aplikasi SRIKANDI,
Pelaksana menerima surat masuk vang sudah Akun SRIKANDI , .
’ didisposisi kasubbag dan ditindak lanjuti (Usecrssimie lan 5 Menit Disposisi dikirim &
Password)




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NOMOR SOFP @0.8.3.3 (091 | SOF | BPFAD -1 [1n8
| TGL PEMBUATAN 02 Panuan  W01%
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF

' DISAHKAN OLEH
DAN ASET DAERAH,

TR

YOSS| HERVANDI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat | / IV.b
NIP. 198208162001121004

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

NAMA SOP
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- | Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5071);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5286),

Peraturan Kepala Arsip Nasional Rl Nomor 34 Tahun 2015
tentang pedoman pengurusan surat di lingkungan Arsip
Nasional Rl

Peraturan Arsip Nasional Rl Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Rl

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SRIKANDI;

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Surat Masuk Aplikasi SRIKANDI

1. Komputer;

2. Jaringan Internet;

3. Nomor Naskah Dinas;
4. Passphress

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

Disimpan sebagai data surat keluar pada Aplikasi SRIKANDI




S0P NASKAH KELUAR PADA APLIKASI SRIKANDI

PELAKSANA MUTU BAKU
ND KEGIATAN KET
Kaban Sekretaris Kabid Kuuhba! Pelaksana K:Ierfuparl Waktu Output
Membuat draft surat dan dilanjutkan dengan upload Aphkasi SRIKANDI,
o : Menu Naskah
5 surat dengan format doc/ pdf, mengisi lampiran Akun SRIKANDI T—— ki vl
naskah (jika ada), daftar tujusn, daftar tembusan {Username dan ek
dan daftar verifikator Password) :
i 5RI I
[ < Aeun SREAND! Mo Wi
2 |Memverifiknsi draft surat keluar 2 Menit Keluar telah
[Username dan
terbuka
Password)
. . Aplikasi SRIEANDI,
Memverifikasi dan atau melaksanakan A:m SRIANDI Menu Naskah
3 |penandatangenan (TTE) apabila draft surat dianggap (Usermawie da 2 Menit Keluar telah
sesuai terbuka
Password)
r':a;?:;m': ol, Menu Naskah
4 |Penolakan jika dokumen tidak sesuai Ya Tidak v 3 Menit Keluar telah
{Username dan RN

Password)




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

5UB BIDANG ANGGARAN 1, SUB BIDANG ANGGARAN 2,
SUB BIDANG ANGGARAN 3

NOMOR SOP ‘| ovo .8 .3.2 ’ 13.5’ 409 {B?Fﬂb -1l I'tmr:
TGL PEMBUATAN 102 Donuan U018

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsl Sumatera Selatan,

e

Y(OSS| HERVANDI, SE.,M.M
Pembina Tingkat | {IV/l)
NIP.198208162001121064

NAMA SOP : |Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan
Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menterl Dalam Negeri Rl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan 51

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bangian Perencanaan Anggaran Daerah

3. Menguasal Pengoperasian Komputer

4, Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Kabuapten/Kota

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer 6. Aplikasi
2. Kertas Folio

3. Alat Tulis Kantor

4. Printer

5. Flashdisk

PERINGATAM :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP inl tidak dilaksanakan akan terhambatnya pengoperasian penggunaan APBD

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




S0P PENYUSUNAN NASKAH KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH DAERAH PROVINSI KE KABUPATEN/ICOTA

Kegiatan

PELAKSANAAN

MUTLU BAKL

KABID

KASUBBID

PELAKSANAJASN

BIRO HUKUM

GUEERNUR

PEMERINTAH
K2 BUPATEN/KOTA

KELENGKAPAN

NAKTU QUTRUT

Weinberkan disposizl kepadi Kabid
Perencanaan Anggaran Daerah untuk
penyusunan Naskah Keputus in Gubermur
tent ang Bantuan Keuvangan Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Kabupaton,/¥ots sesuai
hasi! persetujuan Tim Anggaran Pemeriniah
Daerah dan hasil venfikasi OFD teknis

—

Dokumen BKBK

10 menit | Dlsposisi

Mendisposisikan kepada Kasubbid untuk
ditindaklanjuti

I

Dokumen BEBK

10 menit

Dl parsisi

Meiyerahkan kelengkapan dokumen kepada
pek ksana untuk peryusunan Naskah
Eeputusan Gubermur Tentang Bantuan
Keusngan Beruifat Khusus Ke sads Pemenintah
Kab upaten/Kota dan mendispasisi kepada
peli ksana untuk diproses sesuai dengan

Fer; furan yang bedlaku

Dokurnes BEKBK

ED menit

Meryerahkan draf Naskah Keputusan
Gulernur tentang Bantuan K 2uangan Bessifat
Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
kepda Kasubbid untuk dikoreks, jika ada
periaikan dikembalikan kep: da Pelaksana
untik diperbaiki, filka draf sucdah benar

[
)

Duokumen BEBK

110 menit |Dral Naskah
Keputusan Cubermur

dite ruskan henada Kehid

Merneriksa draf Naskah Keputusan Gubernur
tentang Bantuan Keusngar Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah  Kabipaten/Kots, jika
sudih benar diserahkan kopada Kobid, jika
belum benar dikembalikan kepada Pelaksana
untiik diparbaik

Dokumen BEKBK

Draf Naskah
Keputusan Gubernur

E0 menit

Memeriksa draf Maskah Kenutusan Gubernur
teniang Bantuan Keuangar Bersifat WKhusus
Kepada Pemerintah Kabipaten/ota, jika
sudih bensr disershkan kipada Maban, |ika
belum benar dikembalikan kepada Kasubbid

Thdak

Dokumen BKBK

Draf Naskah
Keputusan Gubernur

£0 menit

Meimneriksa dral Naskah Kooutusan Gubsrmor
feniang Bantuan Keuangar Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota, Jlke
sudah benar diparaf dan diserahkan ke Biro
Hukum untuk di koreksl darl sisl yuridis
forrvalnya

/\:
Y

Dokumen BKBK

Crraf Naskak
Keputusan Gubernur

EQ menit

Menyerahkan Maskah Keputissn Gubernur
tenang Bantuen Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pemarintah Kabugatan/Kota yang
sudah dikoreksl darl sisi yuricis kepada
Gukernur untuk di tandatangan

Dokumen BKBK

1 hari ﬁl)raf Maskah

Keputusan Gubernur







BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

SUB BIDANG ANGGARAN 1, SUB BIDANG ANGGARAN 2,
SUB BIDANG ANGGARAN 3

NOMOR SOP [ op0.8.3.% [(13f [ SOV [TEAD - W[5

TGL PEMBUATAN |0 Doamnars 0%
TGL REVISI :

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan,

X7

YOSSI HERVANDI, SE,M.M
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121064

NAMA SOP : |SOP Permohanan Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan 51
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Banglan Perencanaan Anggaran Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan| 3. Menguasai Pengoperasian Komputer
Daerah. 4. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Kabuapten/Kota
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer 6. Aplikasi
2. Kertas Folio
3. Alat Tulis Kantor
4. Printer
5. Flashdisk

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya pengoperasian penggunaan APED

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




S0P FERMOHONAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

MNe

Kegiatan

PELAKSANAAN

MUTU BAKU

PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTAS
PEMOHON

KABAN

PELAKSANASASN

BIRD HUKUM

GLUEERNUR

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPLUT

Menyampaikan permobanan permintasn
peryaluran dara belanja Bantuan Kedangan
secara hertahap dengan metampirkan
dolumen persyaratan sesul dengan Peraturan
Gubernur kepada Kepala BPEAD

Dokumen BEBE

1 hari

Dokumen
Permohonan

Menerima permoharan parmintaan
pemyaluran dira belanja Bantuan Keyangan
secara bertahap beerta kelengkapan dokumen
dan mendisposisikan kepada Kabid
Perencaniaan Anggaran Daerah untuk diproses

Dokumen BEBK

10 menit

Disposisi

Mendisposisl kapada Kesubbid untuk
ditindaklanjuti permohonan permintaan
penyaturan dana belanja Banbuan Eevaiigan
wscrn bertahap

Dokymen BEBE

10 menit

Dispaosisi

Memeriksa kalengkapan dakumen
permohonan permintaqn pemyaluran dars
belanfm Bantuan Keuangan dan mendisposisi
hepada pelaksana untuk diproses sesea
dengan Peraturan Gubernur dan pala yang
barfakyu

Dokumen BEBE

B0 menit

Disposisi

Memeriksa kelengkapan dokumen
permohonan permintasn peryaluran dana
belanje Bantuan Keuangan dan membuat
komsep WMot Dinas persetujuan penyaluran
belanjs Bantuan Keusngsn kepada Pemerintah
Kebupaten/Kots selenjutnys dinaikkan kepada
Kavublbid wntuk diparal

Dokumen BKBK

120 menit

Nota Dinas
Persetujuan

Memeriksa dan mengoreks! konsep nots dinas
persetujuan penyaluran belanjs Bantuan
Keusngan, fika tdk sesual dikembalikan Kepada
Pelaksana untuk digerbalki dan [ils sesuai
diparaf, selanjutnya dinakian kepada Kabid
untuk di tanda-tangan!

T

Dokumean BEKBE

&0 menit

Mota Dinas
Persetujuan

Mernieriksa dan menpareks Aota dings
partetujuan penyaluran belanja Bantuan
Keuangan, jika tdk sesunl dikemballkan kepida
Kasublid uth diperbaiki, jilcs sesa
ditandatangan dan diserabkan kepada Kaban
stk dbwerifikasl

Titkih

L7

Dok men BEBE

60 menit

Nota Dinas
Persotujuan

Miemeriksa usutan dan kelengkapan dokemen
eessluruhan permohonan permintaat
penyaluran dana belanja Bentuan Keuangan
yang sudah di verd|kazi Bidang Perencanaan
Anggaran Doerah

Dokumen BRBK

60 menit

hota Dinas
Persetujuan

KEPALS BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAEHAH

Y

YO551 HERVANDI, 5E., M.M
PEMBINA TINGKAT | [/}
NIP. 158708162001121004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP 1000.8.5.5 1 105 SOP| BIEAD -V [ 2025

TGL PEMBUATAN | :| 02 Qovuani 205 S N e —
TGL REVISI :

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH ,

QN

YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121004

NAMA SOP Peminjaman BPKB Asli oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerimaan BPKB Asli dari Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan Perangkat Daerah

3. Tanda Terima BPKB

4. BPKB Asli

5. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai
dengan aturan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. DIl




SOP PEMINJAMAN BPKB ASLI

PELAKSANA MUTL BAKLU
NO KEGIATAN SUBBAGIAN UMUM DAN
KABID KASUBBID PELAKSANA e Kelengkapan Waktu Output
{
OPD manyerahkan surat dan
1 |ditenma Subagian Umum dan L Surat Masuk, Lembar Disposisi | 5 Menit ki m“:: dw::m lermber
Kapagawaian iy
Kepale Badan Mensiaah is sural
uniuk selanjuinya memberikan " i didi
2 |disposisi disesuaikan dengan Surat mu:i ;:::rn embar | o renie | 59T m::::ltcl-ha if :umlsl
fupoksi bidang
Kopala Bidang Menerima dan
mampelajan sufal masuk yang
sudah didispasisi, Salaniunys Surat masuk telah didisposis 10 Manie Surat masuk telah didisposisi
8 memerintahkan Kasubbid untuk k- Kepala Badan Kepala Bidang
Mandistribusikan kepada bidang
melalui Pelaksana
Manerima dan menelt surat masuk
yang sudah didisposisi yang iah gl i lah di
4 ur;nhjum = 5 Surat rn:x L:!B:d-ndn :is:mu 5 Menit Surat rna::r: ::hL dd disposisi
Palaksana untuk
mendistribusikannya
Manarima surat masuk yang sudah
d'd'm;:ﬁ' mencatat hasil Draft Surat Berita Acara
disposisi menaruskan surat 5 2 3 i
5 sk id il gort Draft Surat Berita Acara 5 Menit dtnndllangam-lasullaqu yang
menindaklanjuti surat tersabut memtrdang!
dengan Banta Acara
Berita Acara telah
Menyerzhkan parmintaan OPD Berita Acara telah ) J
6 . 5 Menit | ditandatangani Kasubbid dan
terhadap peminjaman BPKB ditandatangani Kasubbid diserahterimakan Asli BPKE
KEPALA BADAN,

o

YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP 198208162001121004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP [000.8.5.5 ] 10k ] SOF | BPFAD -V [ 2028
TGL PEMBUATAN ‘| 02 Powman W5 B B N
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH ,
IS
YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
_____ I ___NIP.198208162001121004 B B
NAMA SOP .| Peminjaman Sertipkat Asli oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

'KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerimaan Sertipikat?sli dari Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan Perangkat Daerah

3. Tanda Terima Sertipikat

4. Sertipikat Asli

5. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DlI




SOP PEMINJAMAN SERTIPIKAT ASLI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
SUBBAGLIAN LIMUM
BiD B
KA KASUBRID PELAKSANA A A Kelengkapan Wakty Output
—
OPD manyerahkan surat dan diterma | : : | Surat masuk dengan lembar
1 Subagian Umum dan Kepegawaian Surat Masuk, Lembar Disposisi | 5 Menit disposis]
Kepala Badan Menegliaah isi surat untuk

2 salanjutnys membarikan disposisi Surat masuk dengan lembar 10 Manit Surat masuk telah didisposisi
disesuaikan dangan tupoksi bidang disposisi Kepala Badan
Kepala Bidang Menerina dan
mempelagan sural masuk yang sudah i tal ;

3 |diciaposisi, Selsniutoya intahk : I Surat masuk telah didisposisi 16 Mot Surat masuk teh!h didisposisi
Kasubbid untuk Mendistribusikan kepara Kepala Badan Kepata Bidang
bidang melalui Pelaksana
Menenma dan menelti surat masuk yang —

4 cudah didisposisi yang selanjutnya 1 Surat masuk telah didisposisi 5 Menit Surat masuk telah didisposigi
memarintahkan Pelaksana urtuk Kepala Bldang Kasubbid
rmendistribusikannya
Menenma sufat masuk yang sudah
didisposssi serta mancatat hasil disposisi Droft Surat Berita Acara

§ |dan meneruckan surat masuk sesual Drafft Surat Berita Acara S Menit | ditandatanganl Kasubhbid yang
disposisi’ sarta menindaklanuti sural memiidang
tersabit dengan Bernits Acara

Barita Acara telah

e Menyerahkan permintaan OPD terhadap Berita Acara telah N " ditandatanganl Kasubbid dan

paminjaman Sertipdkis! ditandatanganl Kasubbid diserahterimakan Asll
Seniplkat
KEPALA BADAN,

g

YOS5 HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP 198208162001 121004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP

TGL PEMBUATAN

+_j' GL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH ,

YOSSI HERVANDI, SE., MM

Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121004

NAMA SOP

Penerimaan BPKB Asli dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

4. BPKB Asli

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan Perangkat Daerah
3. BAST BPKB

5. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
teriaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai
dengan aturan

2. DIi

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard“('.‘-.n_py




S0P PENERIMAAN BPHB ASLI

PELAKSANA MUTU BAKU
wo WEGIATAN SUBBAGIAN UMUM o
KABID KASUBRID PELAKSANA | 0 A WAIAN RERANGKAS Kelenghapan Wkt Dutput
Menyorahkan Sural Penye-shan dengan _ﬂ_ Diraft Srat Perveratian dan Diraft surat penyerahan dan
1 |melampircan Beria Acara dan OPD Borita Acata bss sk darl BPDG | 10 Ngns; | | DEEIAAcan cengan dibuat
Mepada Subbegan Limum dan Aheins ity M et lembar disposinl dan masak ke
Kepsgawaan e g Kepala Badan
Draft surat penyerahan da
Kepala Badan Menstaah s surmt ufuk b e I,;;n d,b“: Draft surat penyerahan dan
2 snlanjutnys mambariken deposish b o dan masuk g | 10 MERIt | berita scara dengan telah
dsasuakan dongan hupoksi baeng ¥ disposisi Kepala Badan
Kepala Badan
Kaiid Menenmna dan mempalajan sumd Draft Surat Penyerahan dan
3 %ﬂ mmed:llhkan m-bu I Beia aches darigen : 5 Menit mmmﬂa:::::;::;
Ll 1 Kaban diterusksn ke Kepola :
wniluk Mendistribushon kepada bidang Kepala Bidang
miglals Peiaksana Bidang
Muqumnuﬂm surat masuk yang r—j Dirnft surat penyerahan dan Draft surat peryerdbhan dan
P Liverl MW"PM” ':m! T | Berita Acara telah didisposisi | 5 Menit | Berita Aara tetah didisposisi
ik bisannyn Kepala Bidang <e Kasubbid Easubid ke Pelaksana
Menerima suni mesuk yang sucsh
fidisposis: sera mencats hasi deposisi o I Draft surat penyerahan dan Draft surat penyerahan dan
5 |dan monsnisan sursl masuk sESua L Barita Acara telsh didisposisl | 5 Menit Berita Acara ditelit] gheh
disposisll menggandakan yang Kasubid ke Peisksana Pelaksana
seianjutnya dioisinbusiken <& bidang
Berils Acoras Peryerahan dan Ask BPRB v Yo . Diteruskan Tidak
ook apakah sesus: (ke Sesum skan ~. Drraft surat penyerahan dan Dralt Berita Acara Ditelit| dan | D%embaiikan Ke 0PD
6 |diprceses labih fanjul i ek sesus /’ Berita Acara ditelit] aleh 10 Menit |  telaah dengan dimints zsli
akan dikembabkan kepeds Penpguna ¥ | Palaksana BPKB kepada 07D
Basang |
Dratt Barita Acaa Ditelit dan
| Chowitm st cE b g boksh 3 teiaah hba:da'lpﬂ 10 erai | -DOTTeAcues ditardataiigari
itandatangsn: cieh Kepels Badan . dllamgirkan usk SPGB caban
i Berita Acars bes2ia fsl BPRD
Turum darl Caban ke Kasubbid Berita Acarn ditandatangan|
8- IHEAE St 0 s BorL oD : I | yong membidangindsn | > """ | dan BPKD direkap pelaksans
ditensias ke nelaksana
T
Berita Acara dan BPKE asi di A8 BPME disimpan petaksama
§ |BPKA difviokon unbuk arses di BPKAD G bcoepaliiania § Menit ki Mgk
=
i g Q AsH BPEE disimpan pelaksans ke S Menit Asil BFIH:::::;::M
KEFALA BADAN,

£)

YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (I//b)
NIP.138208162001121004




NOMOR SOP [ 0. 8.3.3 ] (07 [BOP[ BJEAD -VIzbes

TGL PEMBUATAN 1| 02 Danuan  2p2§

TGL REVISI .

TGL EFEKTIF .

DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH ,
SN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YOSSI HERVANDI, SE.. MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NIP.198208162001121004
NAMA SOP :| Penerimaan Sertipikat Asli dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
I Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana | 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 | 3. Menguasai Pengoperasian Komputer
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan Perangkat Daerah

3. BAST Sertipikat

4. Sertipikat Asli

5. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN S
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat | 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai | 2. DIl

dengan aturan




S0P PENERIMAAN SERTIPIKAT ASLI

PELAKSANA MUTU BAKL
KEGIATAN KET
SUBBAGIAN UMUM
EABID PELAKSANA KE W oPD BERANGKAS Kelengkapan Wakiu Output
AT S0FaT [EToyer ahan
Menyerahkan Surat Penyerahan dengan ) dan berita acara dengan
malampirkan Berita Acara dari OFD Draft Surat Penyerahan dan Berita Acara Masuk 1o Mt |~ dibist lembs ici
Kepada Subbagian Umum dan 7 dori PD ke Bagian Umum dan Kepegawaian uat lembar disposi
Kopegawaian dan masuk ke Kepala
Baran
Draft surat penyerahan
Wepals Badan Menalsah isi surat untuk Draft surat penyerahan dan berita acara dengan e’ Darika acara dengsn
selanjutrys memberikan disposisi dibisat lembar disposisi dan masuk ke Kepala | 10 Menit Solalh diacasie Keoals
disesualkan dengan tupoksi bidang adan E |;p:: 5i Kepa
an
Kabld Menerima dan mempolajart surat Draft b
masuk yang sudah didisoosasl, alt surat penyerahan
Selaniutnya memerntahsan Kasubbd L | r':.” Sur:lt N““;It!m:::;h::'u uf:;:“m 5 Menit dan Bearita Acara telah
|umtuk Mendiatrbusikan kepada bidang s S o e didisposisi Kepala Bidang
meiakil Pelaksana
Meanarima dan menaliti sural masuk yang Draft surat penyerahan
I di viing salanjut Draft surat peryerahan dan Berita Acara telah 5 Menit dan Berita Acara telah
memerinishkan Peiaksana uriuk didisposisl Kepala Bidang ke Kasubbid didisposisi Lasubid ke
mentigtribusikantya Pelaksana
Menerima sural masuk yang sudsh Draft hal
didisposisi serta mencatat hasd disposisi Ej raft surat penyerahan
|dan menenuskan sural masuk sesual Beat ‘::lt “nr:r:-,muz';:fglu Acarn telah 5 Menit dan Berita Acara diteliti
disposisil manggandaka yang feic " oleh Pelaksana
selanjulrya didishibusikan ke bidang
ul;llk:-‘lpmmhn:m e v R
| AsESartipikat dicek apaksh sesuai Berita 3 Diteruaian
sesusi akan diprases lebih Isnjut fika e Draly surat-pe ”“::“;::’;B’"“ Acaraditeliti] 4 \tenit |dan telash dengan diminta|Tidek
fidak sesual akan dikembalian kepada /’ o na asli BPKB kipada OPD |- Dikembaik
Pengguna Barang ¥ an Ke OPD

Barita Acars dielaah apabila telah sesuai

Dralt Berita Acara Diteliti dan telaah Kaban

Berita Acara

dilandatangani aleh Kepala Badan dengan dilampgirkan asl] BPKE NNl | atidutangani il
a Berita Acara beserta Asli 3PKB Turun dari Kaban Berita Acara

Saeipikal direkap di komputer dan di file 1 ke Kasubbld yang membldangin dan diteruskan | 5 Menit | ditendatangani dan BPKB

ke pelalsana direkap pelaksana

Sarpikal difolokops uniuk arsip di L Berita Acara dan BFY.B asli di fotocopy 5 ; Asli BPKB disimpan
BPEAD I pelaksana pelaktana ke berangkas

) ) - Asll BPKE disimpan

ra l‘ }

10 lsmilmt di simpan di Barangkas L Azl BPYE disimpan peliksana ke berangkas 5 Menit petakcing ke Baringhis

KEPALA BADAN,

Q9

YOSSI HERVANDI, SE, MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121004




PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP "T000 8.%.% ] 108 ] SOF [efean -v | 2025

TGL PEMBUATAN | 02 Banuan ao1g

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH ,

SN

YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121004

NAMA SOP .| Pengajuan Sertpikasi tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
kepada BPN (Kanwil/Kabupaten/Kota)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN R | -
1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan ke BPN
3. Komputer/Printer/ATK

| PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Pengamanan hukum terhadap Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. DI




SOP PENGAJUAN SERTIPIKASI TANAH

KEGIATAN

PELAKSANA

HARID

KASUBBID FELAKSANA, BPN

Kelenghapan

Waktu

Pelaksana membual ktnsep draft surat
terkail pangajuan sertipikasi tanah
Pamaeriniah Provine: Sumsal dangan
dilakukan telshzan olah Kasubid dan
Fepala Bidang selanjutnya apabila telah
sesusl ke Kaban

()

Komputer, printer dan ATK

30 Menit

Draft surat

Kasubbid menelaah (s surat uniuk
salanjutnya apabila leliH sesusl
dilakukan paral kaordinasi

Draft surat

10 Menit

Draft surat yang telah di paral
kasubbid

Kepala Bidang menalaah isi surat untuk
selanjutnya apabila telah sesuai

Draft sural yang telah di parat

Draft surat yang telah di paral

dilakukan paraf koordirasi dan 5 Menit

penandatanganan apabila sural lersebul kasubbid kasubbid dan Kabid

di lampirkan Mota Dinas Panjelasan

Kepala Badan Menalaah isi surat uniuk

salanjutnys epabila telah sesusi Draft surat yang telah di paral % ik Surat Keluar yang telah ditanda

dilakukan penandatanganan lasublbid dan Kabid rangani Kaban

Pelaksana Mananma surat dan Surat Kelua telah ditand

Mendistribusikan kepaxta Kasubbid yang o I S P YA Rands

membidangin L tangani Kaban 5 Menit Surat Keluar

Kasubbid didisposisi yeng salanjutnya

mnm I:Ie;:mna uniuk “..]I ' Surat Keluar bertandatangan - Tanda Terima
KEPALA BADAN,

Q

YOSS| HERVANDI, SE., MM

Pembina Tingkat | (V)
NIP 168208162001121004




PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP 000.8.2.3 [ 100 [ Z0F | BIEAD -V 2025
TGL PEMBUATAN 02 QovuaT s
TGL REVISI - B .
TGL EFEKTIF
| DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH ,
| IO
|
YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121004
NAMA SOP : | Pemberian/penolakan rekomendasi peningkatan sertipikat tanah di Jakabaring
sekitarnya o ]

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan..

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

| KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan ke masyarakat

3. Usulan ke BPN

4. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Pengamanan adminsitrasi, hukum dan Fisik
terhadap Barang Milk Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. DIl




SOP REKOMENDAS! SERTIPIKAT TANAH

Petassana Maneil apakah surm meomandas: tisa
dikanuoan At engsung dHolak sesta dengan
dair’dokuman ying ada

MUTU BAKLY
BATIVITAS SUBBAGLAN LIMUM KET
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Kabid Menanms dan memosisjar sur masuk yang sudah J I Surat masuk telah Surat magul talah
| didisposisl. Selariutnya memenntahkan Kasubled untuk i didisposisi Kepala 10 Menit didispasisi Kepala
|Mendistribumican kepada bidang mekaiul Pelaksana Badan Bidang
Marsainmia lan frisnel sural masus yang sudah difisposs: Slet s bl Surat masub telah
ying selanjulnya mamenniahkan Peaksans wilk + | “”w:’;}n:tm Sk diditpasksi Kasubbid
mEndEmhuskannym
ban Jika Hand Peraltia yang

dilskukan Pelaksara betum
yakin maka akan o bust
At e Kamoe Pestanahan

Pemohon (Masyarakat) metakulan perpbionsn dengarn
mengial form Sporadi BPA cengan clampitkan sur
|penguiuran yang dibuat peiaksana dan dilanjutkan
berkcordings) dangan peiugas wkur Kantor Pestanahar Kola
Palembang uittul pelakssiasn pengukiean ulang

Setelan dapat aowal gar pemonhon stag BN, Pelakerna
rresmbus! surat Lindangan penguiuran yvang devjuren
imfmnSi erml

Pelaksana Menelit dan menjisib permohonan
rakpmandasi terssbut

Panyampaan Sural Panolahatau Rexomandas: atau saral
Rekomendas: untuk Snd anut untuk peningestan Mo
tanah menad sertipiad

KEPALA BADAN,

i

YOSSI HERVANDI, SE , MM
Pembina Tingkat | (Vi)
NI=. 198208162001121004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DASAR HUKUM :

NOMOR SOP [0e0.8.3.3 [ 110] SOp | BIEAD -V [ 2025
TGL PEMBUATAN | | 62 @orwman 2035

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH ,

T

YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (I\V/b)
NIP.198208162001121004

NAMA SOP :| Penelaghan usulan RKBMD dan RKPBMD dari Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

'KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Usulan Perangkat Daerah

3. Laporan dari SIMDA Barang

4. Komputer/Printer/ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
tercapainya penganggaran yang efektif dan efisien

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. DIl




FLOW CHART PROSES PENETAPAN RKBMD DAN RKPEMD

PELAKSANAAN

AKTIVITAS KET
PD BPKAD ASSINTEN Il SEKRETARIS DAERAH

USULAN RKBMD DAN RKPBEMD DARI PENGGUNA KE
FENGELOLA MELALUI BPEAD (PALING LAMBAT

MINGGU PERTAMA BULAN JUN| TAHUN BERJALAN) m —‘;-

DILAKUKAN PENELAAHAN BERSAMA ANTARA SKPD
DAN BPKAD DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DAFTAR
BARANG PENGGUNA, E-CATALOGUE LKPP,

STANDAR HARGA PEMDA, KEMAMPUAN KEUANGAN -
PEMDA, SELANJUTNYA DIBUAT BERITA PENELITIAN

DAN PENELAHAAN

BERITA PENELITIAN DAN PENELAHAAN DIAJUKAN
KEPADA PENGELOLA MELALUI ASISTEN I

K

PENETAPAN RKBMD DAN RKPBMD OLEH |
i N )
KEPALA BADAN,

Y

YOSSI HERVANDI, SE., MM
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

 TGL EFEKTIF

NOMOR SOP 000.8.3.3 [ 1] SOF | BPEaAD -V [ 2025

TGL 02 Qonvari 2016

PEMBUATAN o
TGLREVISI  [:|

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

<]

DISAHKAN OLEH

YOSSI HERVANDI, SE.,MM
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 198208162001121004

NAMA SOP SOP PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN/MUTASI -

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

 DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang—Un&ang Nomor 23 Tahun 2014 t-entﬂ.ng Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

| 4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan
Manajemen

2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang
Milik Daerah

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP pada Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Prov.
Sumsel

2. SOP Perangkat Daerah Provinsi Sumsel

3. SOP Surat Masuk

4. SOP Surat Keluar

1. Komputer/Printer/ATK

2. Alat Ukur

3. Kamera

4. Aturan Juknis Penyusunan SOPAP

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnya acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
2. Dl




SOP PENGALIHAN STATUS/MUTASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU e
GUBERNUR SEKDA ASISTEN 1| BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output
Kepala Baden mendisposiss ke Kepala Bidang
PBMD terhadap permohonan OPD untuk alik Sural permohonan :
statis pengunaan [ mutasi barang mifk daesah oPD Liam Lembiar Disposisl
—
¥epala Bidang mendisposia ke Kasubbid | l Surat permohonan : bt
Penatausahaan untuk ditindaklanjuti. oPD A3 necit Lemibas Uispos
Kasubbid meneliti dan memeriksa terhadap *
permohanan dari OPD dan mendisposisi kepada Surat permohonan . -
pelaksana untuk diproses sesual dengan oPD RN - S
Peraturan yang berlaku.
Pelaksana berkoordinasi dengan OFD pemohon l
untuk menetukan waktu pelaksanaan penelitian Fer e 2 G
administrasi dan fisik terhadap barang yang pgpu 3 hari Pame'rltua:r:hlrh
diusulkan pengalihan status/mutasi secara
langsung di apangan di dampingi OPD
Pelaksana membuat Nota Dinas parmohonan *_
persetujuan berdasarkan hasil penelitian Surat permohanan y
administrast dan fisik sebagai bahan OPD, Berita Acara | 30Menit | NP D:’:::“r““‘“’“
pertimbangan Gubernur untuk parsetujuan ¢ [ 3 Pemeriksaan Fisik b
aiihan status penggunaan/mutasi BMD
Kasubbid menelit dan memeriisa Nota Dinas T Sii B ak aren
telaah untuk permohonan persetujuan Gubernur L o : . Nota Dinas Persetujuan
/ OPD, Berita Acara 20 menit
sesual ketentuan dan di paraf koordinasi untuk e Pl Gubainur
diteruskan ke Kabid
Kabid menelitl memeriksa Nota Dinas * S ey
permohonan persetujuan Gubarnur dan < Nota Dinas Persetujuan
OPD, Berlta Acara 15 menit -
member| paral tanda telah diperiksa selanjutnya Pemeriksaan Flsik Gubermur
dinalkkan ke Kaban untuk ditanda tangani izt
a

’ Surat permohonan

Kaban menandatanngani Mota Dinas BP0, Bortia Acara Al Nota Dinas Persetujuan
ber ! 3

permahanan persebujuan Gubernur e Gubermur




Pelaksana memberi nomor, mencatat dan
mengarsipkan berkas serta manyampalkan Nota

Surat permohonarn

Nota Dinas Persetujuan

] OPD, Berita Acara 10 menit
k
Dinas permohonan persetujuan Gubernur ke P e Gubérnur
Asisten
Asisten dan Sekretaris Daerah meneliti
i0 memaeriksa Nota Dinas permohonan persetujuan 5;;1 Iaerit:m: ThiA MNota Dinas Persetu)uan
Gubernur untuk sefanjutnya diteruskan ke ! . Gubermir
Pemertksaan Fisik
Gubernus
Gubernur mensliti memeriksa Nota Dinas
permohonan persetujuan, apabila Gubernur
menyutiujul diteruskan dengan penyusunan M ey o ! Nota Dinas Persetujuan
12 OPD, Berita Acara 2 harl
Naskah Keputusan Gubernur dan apabila Pemeksian Fik Gubermur
Gubefnur tidsk menyetujui akan disampaikan
surat panalakan untuk OPD [Pemohon)
Pelaksana manyusun draf Naskah Keputusan
Gubernur tentang alib Status Penggunaan / Disposisi Gubernur,
Mutasi Barang Milik Daerah sesual disposisi Surat permohonan Draf Naskah Kegutusan
13 | persetujuan Guberur selanjutnya ginaikkan ke OPD, Berita Acara 30 Menit Gubernisr dan Surat
Kasubbid untuk diparal surat pengantar koreksi I—‘ ‘ Pemeriksaan Fisik, Pengantar
ke Biro Hukuwm untuk diteliti dan dikoreksi dari Surat Pengantar
aspek yudiris formal dan legal drafting
Kasubbid menelitl dan memeriksa draf Naskah i Risposisl Gubsobits,
i Surat permohonan Draf Naskah Keputisan
Keputusan Gubernur sesuai ketentuan yang : )
1a ; OPD, Berita Acara 2 menit Gubernur dan Surat
berlaku dan surat pengantar koreksi Biro Hiskim T Fisik. n
di paraf koordinas) untuk diteruskan ke kabid il ERganta
Surat Pengantar
Kabid menelitl memeriksa draf Naskah Disposisi Gubernur,
Keputusan Gubaraur dan paraf koordinasi pada Surat permohonan Draf Naskah Keputusan
15 |surat pengantar koraksi ke Biro Hukim tanda OPD, Berita Acara 15 menit Gubernur dan Surat
telah dipeviksa selanjutnya dinalkkan ke Kaban Pemeriksaan Fisik, Pengantar
untuk ditanda tangani Surat Pengantar




Kaban meneliti memer iksa dral Naskah

Disposisi Gubernur,

Surat permohonan Draf Naskah Keputusan

16 Keputusan Gubnrnlur flan rnenandatanum?i surat OPD, Berita Acara e b i S st
pengantar untuk diteliti dan dikoreksi dari aspek pemeriks2an Fisik, Al

I legal drafting di Biro Huk £
yudiris formal dan legal drafting di Biro Hukum Surat Pengantar
i i
Pelaksana member| Nomor, mencatat dan Db Qubierir
ke bk s arvosikan Bt Surat permohanan Draf Maskah Keputusan

17 AT o) et deith o OPD, Berka Acara 10 menit Gubernur dan Surat
Naskah Keputusan Gubernur Ke Biro Hukum Pemerik Fisik o
unluk dikoraksi e < CIF T

Surat Pengantar
Bire Hukism mensfiti dan mengoreksi sesual Disposisi Gubernur,

i aspek yudiris dan legal drafting jika telah Surat permaohanan T Draf Maskah Keputusan
bersecuai dengan peraturan perundangan akan OPD, Berita Acara Gubermur
dikernbalikan ke Kaban agar di paraf kordinasl Pemeriksa an Fisik
Palaksana membuat Nota Dinas Kaban de

3 i Disposisi Gubermur, Mota Dinas Kaban ke
melampirakan Disposisi Gubernur, surat
: Surat permohonan : Gubernur, Draf Naskah
permohonan OPD, Barita Acara Pemeriksaan j Dl
OPD, Berita Acara Keputusan Gubernur yz
Fisik dan Draf Naskah Eeputusan Gubermur yang Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
telah diparal koordinasi TR P " .
Kasubbid menelaah dan paral koordinasi Nota Disposisi Gubernir, Mota Dinas Kaban ke
[inas Kaban ke Gubernur werta memeriksa Surat permohanan Wik Guberaur, Draf Naskah
kelengkapan berkas penetapan alih status OPD, Berila Acara Keputusan Gubernur yg
PENERUNAAn Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
ik ¢
Kabld meneliti dan memparat koordinasi Nota Disposisi Gubarnur, Nota Dinas Kaban ke
Linas Kaban ke Gubernur serta memerikaa Surat permohanan 15 it Gubernur, Draf Naskah
kelergkapan berkas pendtapan afih status A OFD, Berita Acara MO | Keputisan Gubernurye
pENERUNaan v Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
Eaban it Mot Dyies dan Disposks| Gubermur, Nota Dinas Kaban ke
memeriksa kelengkapan berksa penetapan alih
Surat permohonan Gubernur, Draf Naskah

11 |status penggunaan serta meneruskan dral 1Jam
MNaskah Keputusan Gubernur ke Asisten dan a5 i o i ot

gid Pemeriksaan Fisik sudah diparal

Sekretaris Daerah untuk diparal kooedinasi




i i Gubernur, ] Oii
ionde S e o e (O ol

20 |kordinas! Naskah Keputusan Gubernur yang per L HaA ubernur,

sudah dikoreks! Biro Hukum OPD, Barita Acara Keputusan Gubernur yg
cl Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
Draf Naskah Keputusan Gubernur ditanda Disposisi Gubsrnur,

21 tangani oleh Gubernur selanjutnya menjadi Surat permohonan i Hard Maskah Keputusan
Maskah Keputusan Gubernur tentang Alih Status OPD, Berita Acara Gubemur
Penggunaan / Mutas| Barang Millk Daerah Pemerticsaan Fisik
Pelaksana melakukan alih status/mutasi barang
millk daerah yang diusulkan OPD sesual Naskah Naskah Keputusan

a2 Keputusan Gubernur pada aplikasi SIMDA BMD Gubernur 20 menit K3 terbaru
orD
0OPD menerima salinan Naskah Keputusan Salinan Naskha

13 |Gubernur tentang Allh StatusPenggunaan / Keputusan 5 Menit Tanda tarima
Mutasi Barang Milik Daerah Gubernur

KEPALA BADAN,

Y,

¥OS8SI HERVANDI, SE.,MM
PEMBINA TINGKAT | {IV/b)
NIP. 198208162001121004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP 0c0.8.3.% [\12.| SOP | BPFAD -V (2025
TGL CL Bamarn 2028

PEMBUATAN

TGL REVISI -
TGL EFEKTIF

' NAMA SOP

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

‘IN/

YOSSI HERVANDI, SE..MM
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 198208162001121004

DISAHKAN OLEH | :

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan
Manajemen

2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang
Milik Daerah

4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

'KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP pada Sub Hu:l.dng Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Prov. Surat Permohonan
Sumsel Berita Acara Pemeriksaan Fisik

2. SOP Perangkat Daerah Provinsi Sumsel
3. SOP Surat Masuk
4. S0P Surat Keluar

Naskah Keputusan Gubernur tentang Pemusnahan/Penjualan
Berita Acara Penjualan/Pemusnahan

Bukti Setor (STS RKUD Prov. Sumsel)

Komputer/Printer/ATK

NOU AW

. Aturan Juknis Penyusunan SOPAP

PERINGATAN

PEHCATAT.&N 'DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnva acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.

| 2. DIl




SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO KEGIATAN EELARLANA T
GUBERMUR SEKDA ASISTEN Il BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID Kelengkapan Waktu Output
Kepala Badan mendisposisi ke Kepala Bidang Surat permohanan
1 |PEBMD terhedap permohonan OPD untuk wsulan 1 lam Lembar Disposisi
penghapusan barang milik daerah penghapusan
A : Surat permohonan
Kepala Bidang mendisposisi ke Kasubbid )
3 Penatausahasan untuk ditindaklianjuti, Saian $ o Lambas Cispods)
penghapusan
Kasubbid menafiti dan memeriksa terhadap . -
permohanan dari OPD dan mendiposisi kepada =HrA permonoran Lemlrar Dispose,
3 usilan 1 Jam Jerkas Permohonan
pelaksana untuk diproses sesusi dengan e o BMD
Paraturan yang berlaku. i ERETapUsan
Pelakzana melakukan penelitian administrasi BA Pemeriksaan
tehadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Naskah
Fislk, Naskal Keputusan Gubernur Keputusan
4 Penjusian/Pemusnahan, Berita Acara Gubernu 5 Mata Dinas Persetujuan
Penjualan/Pemusnahan, Bukti Setor [STS RKUD Penjualtan/Pemusna Gubernur
Prov. Sumnsel} dan membuat Nota Dinas ‘ han, BA
permohanan persetujuan penghapusan Barang Penjualan/Pemusna
Milik Daerah (BMD] kepada Gubermur han dan Bukti Setor
BA Pemeriksaan
Kasubbid meneliti MNota Dinas permohonan b 4 Fisik, 5K
% persetujuan Gubernur atas usulan penghapusan \\‘\- Penjuatan/Pemusna 3 larm Nota Dinas Persetujuan
BMD sesuai ketentuan dan di paraf untuk han, BA Gubernur
diteruskan ke Kabid Penjualan/Pemusna
han, Bukti Setor
Khid mene it memeriksa Nota Dinas N BA ';:;1:;:5"'"
permohonan persetujuan Gubernur atas usulan Penfuatan/Bemusna Nista Diinas Perat
6 |penghapusan BMD dan memberi paraf tanda ) L BA 30 Menit ::3;& i
telah diperiksa selanjutnya diteruskan ke Kaban i MUY
untuk ditanda tangani P iy Pt 60
han, Bukt| Setar
y -
BA Pemeriksaan
Fistk, S8
menandatannganl Nota Dinas
sl e Penjuslan/Pemusna Nata Dinas Persetujuan
1 |permohanan persetujuan Gubernur atas usulan N B 1Jam M
BMD '
peERpYsan Penjualan/Peniusna

han, Bukti Setor




Pelaksana member| nomor, mencatzt dan

BA Pemeriksaan

mengarsipkan berkas serta menyamoaikan Nota Fisik, 5K
& |Dinas permohanan persetujuan Gubernur atas Penjualan/Pemusna 10 et Nota Dinas Persetujuan
salan penghwisen berierts dokumin L ham, BA Gubernur
kelengkapan ke Asisten e;]uai:n:::t:;sna
an, Bu tar
Asgisten merelti memeriksa Nota Diras BA-Peperikiaan
permohonan persetujuan Gubernur atas usulan fia ::;:: e N B b
9 |penghapusan BMD beserta dokumen & h ap:' i i : Gi E:e il
kelengkapan untuk selanjutnya diter sskan ke _ an, aCarn
Sekretaris Daerah PE:‘” a:":?s:“t"‘“a
an, Bu 24]
BA Pemeriksaan
Sekretans Daerah meneliti memerik=a Nata Fisik, SK
i0 Dinas permohonan persetujuan Gubarnur Penjualan/Penusna) i Nota Dinas Persetujuan
beserta dokumen kelenglapan untul selanjutnya han, BA ik Gubernur
diteruskan ke Gubernur Penjualan/Pemusna
han, Bulkti Setor
BA Pemirikssan
Gubernur meneliti memerlksa Nota Dinas FH"':’“ ,
11 |parmahonss persetujuan untuk memberiban Pen]ua]nnfB:nWmQ 2 hari MokaRinasPernstyjuan
disposist peisetujuan penghapusan EMD i T:a':rp o
enjualan/Peniusna)
han, Bukti Setor
Pelaksana menyusun draf Naskah Keputusan
Gubernur tentan, hapusan BMD sesuai
d o DHsposisi Gubarnur Deaf Naskah Keputusan
12 Isposisi persetujuan Gubermur dan mem buat bres 24 Gub dan’s
surat pengantar koreksi ke Bira Hukum Setda ¥ | erta B Gubernur dan urat
Prov. Sumsol untuk diteliti dan dikoreks) dari KElengene Fengantar
aspek yudinis dan legal dratring
Kasubbid meneliti dan memeriksa draf Naskah b 4 b ik e b
1 Keputusan Gubermur sesual ketentuan yang \“\ isposisl Gubernur ,_fl askah Keputusan
bertaku dan- paraf koordinast surat pengankar beserta 1lam uubE;nIJl'ﬂﬂl'l Surat
koreksi ke 8ro Hukum serta diteruskan ke kabid REiengagn EngarwEar
Kabid mene iti memeriksa draf Naskah
Keputusan Gubernur dan paraf koordinasi pada Disposisi Gubernue Draf Naskah Keputusan
14 |surat pengantar koreks) ke Biro Hukum beserta 1lam Gubernur dan Surat
selanjutiya dinalkkan ke Kaban untuk ditanda kelengkapan PERgantar

tangani




Kaban meneliti memerikea draf Naskah

Keputusan Gubernur dan menandatangani surat Diispasisi Gubernur Draf Natkah Keputusan
15 |pengantar koreksi ke Biro Hukum wuntuk diteliti beserta 2 jam Gubernur dan Surat
dan dikoreksl dar aspek yudiris dan legal drafting kelenghapan Pengantar
i Bira Hukum
Pelaksana member] Nomor, mencatat dan Oraf Naskah Keputusan
1 mengarsipkan berkas serta menyampaikcan Draf X Persetujuzn 30 menit Gube Anhi Slret
5K Gubernur Ke Biro Hukum beserta J Gubernu 2 prnur :3 wk
kelengkapan dokumen ¥ L-—‘ ik i)
Biro Huku liti d eksi dan k 4
Lyl £
o ; i meneliti dan mefuot arl rspe \\ T . Drafl Maskah Keputusan
yudiris formal dan legal drafting jika telah Persetujuzn
7 / 7 Hail Gubermur dan Surat
bersesudl diengan peraturan perundangan akan Gubar T
Pengantar
paral kardinasl
Peiaksana rrembuat Nota Dinas Kaban dengan Guz::fru:;i:m Nota Dinas Kaban ke
15 |metampirakan Disposisi Gubernur, d af Naskah r.,__'" g e JoMenx | GubET™UT, Draf Naskah
Keputusan Gubernur yang telah diperaf Biro d-ukr:.lgl' rr:d\ Keputusan Gubermur yg
. 1 ] B
Hukum dan kelengkapan dokumen penghapusan " i i A sudah diparaf
Persetujusn
Kasubbid menelit: Nota Dinas Kaban dan paraf A T Gubernur beterta Etrrfjfa;:a?::s::h
19 |kpordinasi hota Dinas Kaban ke Gubernur serta kelengrapan 20 menit £
J Keputusan Gubernur yg
memeriksa kelengkapan dokumen penghapusan dokuemen
sutlah diparaf
penghapusan
Persetujisn
Kabid mene iti dan memparaf koordinasi Nota T Gubernur baterta :;T;l;:::a;:h::s::h
20 | Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa kelengkapan 15 menit y
kelengkapan dokumen penghapusan RSt Eeputusan Gubernur yi
sudah diparaf
penghapusan
Persetujusn
Kaban men:hiti dan menandatangganl Nota Gibern dr Bkt Nata Dinas Kaban ke
i Gutiernur, Draf Naskah
21 | Dinas ke Gubernur serta memeriksa kelengkapan kelengkapan 2 Jam
kelengkapan dokumen penghapusan dokuemen Keputusan Gubernur yg
j sudah diparaf

penghapusan




Asesten dan Sekrataris Daerah memparaf Nota Dinas Kaban ke
2 kordinas| draf Maskah Keputusan Gubernur yang Persetujuan 1 Harl Gubernur, Dral Maskah
sudah dikoreksl Bira Hukum dan diparaf Gubernur Keputusan Gubernur yg
koordinasi sudah diparaf
Draf Naskah Keputusan Gubernur ditanda
2 tangani cleh Gubermur selanjutnya menjadi Parsetujuan 2 hael Naskah Keputusan
Maskah Keputusan Gubernur tentang Gubernur Gubernur
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pelaksana melakukan penghapusan barang mildk
i daerah yang diusubkan I:IF."D sesuil Naskah ) Persetujuan 20 st NI8 Terbaru
Keputusan Gubernur dan daftar Kartu Inventaris Gubeenur
Barang (KB} pada aplikasi
i3
2% OPD menerima salinan SK Gubernur tentang Salinan S pr— Tuiida i
Penghapusan Barang Milik Diaerah Gubernur
KEPALA BADAN,

Y

YOS5 HERVANDI, SE.,MM
PEMBINA TINGKAT | {IV/b)




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

| NOMOR SOP : [000.8.3.3 [UB[S0p [6PFAD -v [203¢
TGL ! od Bonuan 2DAS
PEMBUATAN L B
TGL REVISI i

TGL EFEKTIF | : |
DISAHKAN OLEH | : KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
4

LY

YOSSI HERVANDI, SE.,MM
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 198208162001121004

: | PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan
Manajemen

Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Menguasail Pengoperasian Komputer.

2.
3.

3

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik
Daerah
| KETERKAITAN ~ | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pada Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Prov. 1. Komputer/Printer/ATK
Sumsel 2. Dokumen Kontrak/Rekap Belanja Modal/Akta Hibah/BAST
2. SOP Perangkat Daerah Provinsi Sumsel 3. Alat Ukur
3. SOP Surat Masuk 4. Kamera
4. SOP Surat Keluar 5. Aturan Juknis Penyusunan SOPAP
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnva acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
2. dll




S0P PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
GUBERNUR SEKDA | KABAN KABID PELAKSANA oPD Kelengkapan Waktu Outpyt
Kepala Badan mendisposisi ke Kepaln Bidang I
PBMD terhadap Permohaonan dari 0D untuk ( ) Surat Masuk,

i penetapan status penggunaan barang terhadap | Berkas 1i farases s
barang milik daerah yang diperoleh dari APBD I Permohonan 1ol AT S
maupun parolehan Lainnya yang sah Penetapan Status

L 4
Kepala Bidang mendispasisi ke Kasubbid Ej ' . i

? | panataisanann untuk ditindskisnjuet decoiay Dipous] 1 il oo
Kasubbid meneliti dan memeriksa terhadap Lembar Disposks:, Lambiar Do

3 permohonan darl OPD dan mendisposisi kepada Berkas 1 Bt kg mn 3
pelaksana untuk diproses sesuai dengan Permohanan il :[E i Ean Stm‘::n
Peraturan yang berlaku, Penetapan Status ' i
Pelaksana berkoordinasi dengan OPD pemohon
wntuk menetukan waktu pelakzanaan penslitian v Lembar Dispasis,

A administras dan jika diperukan akan dilakukan Berkas 3 st Berita acarh
penelitian fisik terhadap barang vang diusulkan Permohanan pemeriksaan fisik
penetapan ctatus secara langsung di iapangan di Penstapan Status
dampingi OFD
Petaksana mengkonsep surat pengantar dan _.L
menyusunan draf naskah Keputusan Gubernur Nota Dinas Kabid Mota Dinas Kabid, Surat

5 |rtentang Penetapan Status Penggunasn Barang y 3 DraFex Gubnrnu; 2 lam Pengantar, Draf 5K
sesual dengan peraturan yang berlaky | Gubermur
selanjutmya dinalkkan ke Kasubbid untuk diparaf

|
Kasubbid menelitl, menelaah dan memeriksa w
i S B s I / \\ i Mota Dinas, Surat Nata Dinas Kahid, Surak
ketentuan yang berlaku dan memparal surat . : i

1 : , Draf SK Ial Pe tar, Draf Sk
pengantar k2 Biro Hukum Setda Prov, Sumsel ¥ \ r/-’ Ppm;“:_r n ':! 8 L na:mn 5
untuk ditediti darl aspek yuridis formal dan legal / il " i
drafting
Kabid mene it memariksa Draf Naskih ‘/\

Keputusan Gubernur dan memberi paraf pada Nota Dinas, Surat Nota Dinas, Surat

T |surat pengantar ke Biro Hukum tanda telah '] Pangantar, Draf SK 1lam Pergantar, Draf 5K

diperiksa selanjutrya dinalkkan ke Keban untuk
ditanda tanganl

Gubernur

Gubernur




Kaban menelit, memeriksa dan memparaf draf

naskah Keputusan Gubernur serta Blots (i, et Sura* Pengantar, Draf
B8 . Pengantar, Draf X 1 1am
menandatangani surat pengantar ke Biro Gisbdpaiit SK Gubernur
Hukum Setda Prov, Sumsel
Pelaksana memberi Nomaor, mencatat dan E ]
mengarsipkan surat pengantar serta Nota Dinas, Sural
B f
g Imenyampalian Draf Naskah Keputusan Pengantar, Draf 5K 30 Menlt 5ura“ ?ug::::r.rhra
Gubernur Ke Biro Hukum untwk divelit) dari Gubernur =
asepek yuridis formal dan legal drafting
Bina Hulum meneiti dan mengorekl dar aspek
yudiris formal dan legal drafting, jika telah
10 bersesuai akan di parsf koordinas! dan Surat Pengantar, 7 harl Suraf Pengantar, Draf
diteruskan ke Kaban untuk di paraf kardinasi Daf SK Gubernur 5K Gubernur
dan apabila belum bersesuai akan dikembalikan
ke pelaksana untuk diperbailki
Nota Dinas
Pelaksana membuat Nota Dinas Kaban dengan 4 Gubernur, Draf
melampirakan surat permohanan OPD, Barita Naskah Keputusan
i
Acara Pemeriksaan Fistk dan Dral Naskah ’ Y Gubernur, Berita AR ek Wits Dkmedietion
Keputusan Gubernur Acara dan Surat
Permohonan OPFD
Nuta Dinas
Kasubbid menelaah dan parafl koordinas Nota Gubernur, Draf
[Hnas Kaban ke Gubernur serta memeriksa Maskah Keputusan 20 menit Nota Dinas Kaban
kekengkapan berkas penetapan status \ Gubernur, Berita P R
penggunaan ¥ y Acara dan Surat
Permahonan OPD
Nota Dinac
Kabid mencliti dan memparal koordinasi Nota Gubernur, Draf
Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa T Naskah Keputusan 3 manit Nt Bivias Kakan

kelengkapan berkas penetapan status
PENgRUNaan

%

Gubernur, Berita
Acara dan Surat
Permohonan OFD




Kabian menzdatanggani Nata Dinas dan E:‘::;E:":m SR
NI R ISR iR o o stanys Maskah Ke ’thl.rﬂﬂ Gubarnur, Draf Naskah
11 |penggunaan serta meneruskan draf Naskah i ; Llam !
Gubernur, Berita Keputusan Gubernur vg
Keputusan Gubernur ke Askiten dan Sekretars danSuirat sudah d
Draerah untuk diparaf kordinasi Pesrashionan (b
Nota Dinas
Asisten dan Sekretarls Daerah memparaf Gubernur, Oraf Naota Dinas Kaban ke
15 kardinasi draf naskah keputusan Gubernur yang Naskah Keputusan 1 Haad Gubermur, Draf Maskah
sudah dikoreksi Blro Hukum serta maneruskan Gubernur, Berltn o Keputasan Gubernur yg
Nata Dinas Kaban ke Gubernur Acara dan Surat sudah diparaf
Permohonan OPD
Gubernur meneliti Nota Dinas Kaban dan 5”':.:: ntar, Naskah Keputisan
13 |menandatangani Draf Naskah Keputisan KD 2 Hari Gubernur yg sudah
Gubernur PR diandatangani
Gubemur
OPD menerima salinan naskah keputusan Salinan Naskah
14 Gubheinur tenting Peastapan Statds Kieputusan 1 hari Tanda terima
Penggunaan Barang Abairin
KEPALA BADAN,
¥0s5! HERVANDI, SE.,MM

PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
NIP. 198208162001121004




omﬂs!lnqlﬂls FAD - v [2015

NOMOR SOP

TGL
PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

D&EHR HUKUM :

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

T

YOSSI HERVANDI, SE..MM
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 198208162001121004

DISAHKAN OLEH

SOP REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan

Manajemen
2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang

Milik Daerah

4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

| PERALATAN /PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. SOP pada Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Prov. 1. Komputer/Printer/ATK
Sumsel 2. Aplikasi SIMDA BMD
2. SOP Perangkat Daerah Provinsi Sumsel 3. LRA
3. SOP Surat Masuk 4. Dokumen Kontrak/Akte Hibah/BAST
4, SOP Surat Keluar 5. Aturan Juknis Penyusunan SOPAP

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnya acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
2. D1




SOP REKONBSILIASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO

KEGIATAN

MUTU BAKU

KABID

KASUBBID

PELAKSANA

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

Pengurus Barang OPD terlebib dahulu mengentri
Barang Milik Daerah yang bersumber dari belanja
madal dan sumber lainnya yang sah dalam aplikasi
SIMDA BMD secara Online paling lambat tanggal 10
bulan berlkutnya menyampalkan Kartu inventarls
Barang (KIB) tahun berjalan, Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), dokumen kontrak dan dokumen
pendukung lainnya untuk melakukan rekonsiliasi
Barang Millk Daerah dengan Bidang Pengelolaan BMD
BPKAD Prov. Sumsal

OPD

—

| —
A

KIB, Realisasi Belanja Modal (LRA), Dokumen
Kontrak dan Dokumen pendukung lainnya

10 Menit

Lembar Disposisi

Kasubbid mendisposisi ke pelaksana untuk
mengverifikasi dokumen yang disampalkan pengurus
barang OPD

KIB, Realisasi Belanja Modal (LRA), Dokumen
Kontrak dan Dokumen pendukung lainnya

30 Menit

Lembar Disposisi

Pelaksana meneliti dan memverifikasi Laporan
Realisasi Anggaran belanja modal (LRA), KIB Tahun
berjalan yang telah di entrl Pengurus Barang,
Dokumen Kontrak dan Dokumen pendukung lainnya,
Jika telah sesuai maka Pelaksana dan OPD menyusun
Berita Acara Rekonsiliasi antara BPKAD dan OPD

K|B, Realisasi Belanja Modal (LRA), Dokumen
Kontrak dan Dokumen pendukung lainnya

3 Jam

Berita Acara
Rekonsiliasi BMD

Kasubbid meneliti dan menvalidasi data di aplikasi
SIMDA BMD dengan dokumen serta memverifikasi
berita acara rekonsiliasi BMD dan memberi paraf
tanda telah diperiksa selanjutnya diteruskan ke Kabid
untuk ditanda tangani

T

K|B, Realisasi Belanja Modal (LRA), Dokumen
Kontrak dan Dokumen pendukung lainnya

1 Jam

Berita Acara
Rekonsiliasi BMD







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

'NOMOR SOP Tom.8.2.2]1I5] Sof [ BpEAD -V 2028

TGL PEMBUATAN | o Ponuart Q018

TGLREVISI

TGL EFEKTIF o

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
YW
YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004

NAMA SOP ‘| KERJA SAMA PEMANFAATAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kerja Sama Pemanfaatan
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Kerja Sama Pemanfaatan

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer
2. SOP Surat Keluar 2. ATK

3. OPD Terkait Teknis

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Kerja Sama Pemanfaatan akan c_liprns'es
apabila memenubhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dll




SOP KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)

PELAKSANA MUTLU BAKU
NO KEGIATAN ; i - Perusahaan K
Pihak 5 Bira Kepala Fim Pepeliti Tim Lelang EETHILEAN
FRNL (D ; CAS . .
Peaguwl CGUBERNUR] SEKDA Mkt BPKAD KABID KASUBIT Kap DIKN &P Pemenang | Kelengkapan Wakiu Culput
Lelang
1 2 3 4 5 L] 7 8 L 1o 11 12 13 14 15 16 17
| Lisulan Kerfjasama Pemanfaatan (KSP) rr:lr'::nhﬂn.m 5 mendl Tanda Terima
Fepals Badan, Kepala Bidang membus
2 """’II_“ il : k= G K I } [is posisi 5 maenil Lembar disposisi
Kelengkapan
3 Kesubiid melabukin pehgecekan / meneliti f Data Admmistragi ) II.:l"LHI'HFFI L-..tlhm ::‘]ﬁ
dokumen sessal dengan persyaraton 1 A St i g o
KSP. (buku
inventaris ¢ KIH)
W
Fim Perweliti melobukan pemenksaan / T
g [Furvey lapangan terhadap lahan dan / Crata Fisik Aset 1 b e Berita Acara
banguan milik deecah yang akan di \ lengkap S Mpenelitian lapangan
Kerjasama Pemanfasin (KSEF)
¥
MNoda Dinivs ofari
JLaporan hasil penelitian, penyampaan y Besitn Ac Pengelols Barung
- barita Acara hasil peneliian fisik [ it r rlll_.,t'_ i 5 ki L kHI'd.{l.e Cubermiir
kelayvakan / kondisi lahan dan hangunan ] o I Lﬂh o ssedis untuk persetujuian
myilik doernb vang akan KSP Apargen lahan dan bagunan
menjadi Ciel. KSP
ural Surat persetjnan
y ; J ] o ; kepwda Gubermur
Persetujuan Gubermur tertong penetapan bl [ untuk metietipkan
b T - Fengolola disertal §15 har kodga
lahan menjudi oljel KSP i 3 lahan dan bamgunan
Perits Acara hasil A
it milik daerah menjadi
¥ P ik ISP
[Sural persetujuan
i ry ¥ 1 i
Penpelols Barang wengajukan permohonan T Mot Dinas h_:mi,‘ll':_l: L:;”E:‘.\F,m
7 persetujuan Lihon dan Bangumn sehagal 1 ]{ - persetisfuan 2 har ket Setaal Obpek ko

fobiek 5P kepada Gubermur,

pubermir

ar Pengelols
Barang kepada
{Gubweriur




NOMOR SOP | 0e0.8.2.2 [UE] SO0 | BRFAD-V (225

TGL PEMBUATAN .| 0% Ganuan 2018

| TGL REVISI

TGL EFEKTIF

h
I
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YOSS| HERVANDI, S.E., M.M.
. PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH NIP. 19820816 200112 1 004
| NAMA SOP . | Penjualan Kendaraan Dinas
|
DASAR HUKUM : | KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan;

Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah;
Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Memahami klasifikasi barang milik daerah;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

DB L b

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk | 1. Komputer, printer

2. SOP Surat Keluar | 2. Alat Tulis Kantor

3. OPD Terkait Teknis 3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (KIB)
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah |

5. Pelaporan Barang Milik Daerah

6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penghapusan barang milk daerah yang berasal dari | 1. Laporan barang milik daerah;

penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses | 2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak | 3. Menjadi bagian dari arsip daerah.

dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik |

daerah tidak dapat berjalan dengan baik. |




SOP PEMJUALAN KENDARAAN DINAS

PFELAKSANA MUTL BakU
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP .[000.8.%.3 [u7 [SOf [ BfFaD -V [ 202§

TGL PEMBUATAN | : \

TGL REVISI 3

TGL EFEKTIF =

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
YOSS!| HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

~ NIP. 19820816 200112 1 004
NAMA SOP .| BANGUN SERAH GUNA

DASAR HUKUM :

| KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Bangun Serah Guna
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Bangun Serah Guna

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Bangun Serah Guna

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2. S0P Surat Keluar 2. ATK

3. SOP Penilaian BMD

4. OPD Terkait Teknis

'PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Bangun Serah Guna akan diproses apabila
memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3 di




S0P BANGUN SERAH GUNA (BTO)

MUTLU BAKU

Sl k - Tim Leka Ferusahaan Eeterangan
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP | :[€c0.8.3.3 [ 118 [50f [BPEAD -V [ 2028
TGL PEMBUATAN L  Danusn
TGL REVISI T
' TGL EFEKTIF “_&_,_ﬂ___
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
: KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
|
(V)
YOSS| HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
| NIP. 19820816 200112 1 004
"NAMA SOP BANGUN GUNA SERAH / BOT

DASAR HUKUM :

| KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peratusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Bangun Guna Serah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Bangun Guna Serah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Bangun Guna Serah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

| KETERKAITAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penilaian BMD
4. OPD Terkait Teknis

| PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer
2. ATK
3. Surat Permohonan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Bangun Guna Serah akan diproses apabila
memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dll




SOP BANGUN GUNA SERAH (BOT)

PELAKSANA MUTU BAKU
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kelayakan kondist lahan millk daeral vang 1 e ] | '. T o ikl persetujian
bakan PO v i, s lalhan menfsdi Ofselk
| LAl
=miLpal '|ll*r||||'|!||m.-|r‘| Liral perseiuguan
P i L I y fdari Penpebala i prapadin o bwerriiin
s |:r:: ":‘1:111 T_u ;_[:';;‘ 1'] PUnEREneiApan rluwrt.n Berila 15 harl kerje Juntuk menelapkan
R iy Acars hastl Liham miltik dserah
JpL'J'H:hliul'. metijadi obpek BOT
¥
[Surat prersttiajusn
VPengelols, Rarang, mengajoban prrmolonan W Mot Dinas lihan selagal ok

e rsetriuan lihan sebagad objek BOT kepada
jLatbermnr.

persehufaan
g e

2 hari kerja - JBOT dari Pengelola
H.l(.m‘p' kipada

L3t b i




PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

“NOMOR SOP Joro B33 Tua[SoP [ BREAD -v 20
TGL PEMBUATAN (o2 farmari 2026
' TGL REVISI - -
TGL EFEKTIF : -
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
YOSSI HERVANDI, S.E., M.M,
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004
NAMA SOP .| Pinjam Pakai

DASAR HUKUM :

KIJ ALIFIKAS|I PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Pinjam Pakai;

Memiliki kewenangan dalam memproses Pinjam Pakai barang milik daerah;

Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; dan

Memahami klasifikasi barang milik daerah.

O bW =

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. OPD Terkait Teknis

4. Pelaporan Barang Milik Daerah

1. Komputer, printer;
2. Alat Tulis Kantor; dan
3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (KIB).

| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

F’mjam Pakai barang milikk daerah merupakan salah satu
proses pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD,;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.




SOP PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

PELAKSAMNA MUTLU BAKU
NO KEGIATAN Pihak Biro Kepala orny Keterangan
Pengusal/ |GUBERNUR] SEKDA KABID KASUBIDY | Pengguna Persyaratan Wakiu Clutput
3 Hukum BPEK AL 3
OrD Barang
1 2 3 4 5 b 7 & 9 10 11 12 13 14
1 Usulan Pinjam Pakai ">| I Sural permohonangs menit Tanda Terima
L)
L |Kepala Badan, Kepala Bidang membuat ¥ : L h ; o
- disposisi I | D= pos s 3 menit Lembar disposisi
hKL‘Ji.‘I'I!:kA'F‘ill‘I
. Easnbbid molakukan pun}:u._-._rkﬂn ! meneliti Tiats Adiciiistast . d‘:-:kilmli.'l'.l |1'."\'”:'‘4"-"1'I|.E|
' dokumen sesuai dengan persvaratan Assel P it it iCaion
(buki inventaris /
KB}
Jika status barang
T Konfirmasi lorsabait seddang Hdak
P Penggunaan  Jdimanfantkan
Melakukan pemoriksaan / konfirmasi \ Data Fisik Aset barang temselut ditermskan ke
P kepada OPD terkait (Pengguna Barang) y flengkap, Ly - apakah status BMD  |Persetujuan Gubernur
1ar T8
terhadap barang milik daerah vang akan ad ministrasi, ) tersebut masih tetapi jika masih
t[tpil!l—llli |"r2lk-1"l Sural Konfirmasi dimantaatkan oleh dimaniaatkan
OPD tersebut atau Jdibalaskan durat ke
tidak Pemohon tidak dapat
pumpam. prakag
Mota Dhinas dari
" - eng 4
Laporan hasil penelitian/ penyampaian hasil Berita Acara L‘nh;h":;' LI:““F'-
5 penclitian dan konfirmasi sk tus barang Penelitian b hari kerja epada Gubernur

milik daerah yang akan dipinjamvpakai

lapangan

unink pl.lrwlupl..m
BAMD menadi Objek
pinjam pakai




Mosta Thnas dari
Fenpgelola Barang

; ) ; Tel 5
Felanh Sekda Terhadap Nota Dinas Kepada Eiaah kepada Gubernur T'm; |.\m11;u]lmn.m
- 4 'l + & g Wi &
f Gubernur Untok Persetujuan MDY menjadi untuk persetujuan 11 hari kerja Ei- 1:: Ilﬂﬁ; nh: A
IObjek Pinjam Pakai BMTY menjad| disertai Berita Avara
: Wik hasi penelitian
[Ohjek pingam
pakai
. Sural persetujuan
W [Surat pr‘rmuhnnan M "':]dptll_nlulll !
3 (4 i Lt Derrmiur
e = T dari Pengelola F
- Persctujuan Gubernur tenta ng penetapan i 'H it 15 hari kerj untuk menetapkan
J o & r 3 + o
BMD menjadi objek pinjam pakai \£ l\]t‘:‘::ﬂ; 1-:i" § SRR arang milik dagrah
Acarg hi
d Imenjadi objek pingam
¥ perelitian : I‘_“ e
prekai
) Surat persetujuan
) Surat persetujuan i
Pengelola Barang mengajukan permohonan o pinjam pakal dari
8 i . e Gubernur pinjam |2 hari kerja
persetujuan pinfam pakai kepada Gubermut < o Pengelola Barang
P kepada Gubemuor
Surat persetufuan .
Surat Keputusan
g ; o p e h 4 pinjam pakaidari |_ L PHEEA
Keputusan injam Pakai 5 hari kerja  [Pinjam Pakai dan
Fengelola Barang Cberur
kepada Gubernur i
. S
: : Surat Keputusan Surat Peranjian dan
10 Pengelola membuoat Pejanjian dan BAST e Pkl d bl . IBAST Yanig telah
Pinjam Pakal I_1nleﬂm 'akai dari J10 hari kerja tikcorekst dari aspek
Cubernur
yuridis foomil
4 Naskah Perjanjian
, . = - Surat_ Surat Kepulusan pinjam Pakai da
11} Surat Perjanjian Pinjam Fakai Perjaniia Pinjam Pakai dari |5 hari kerja  Jtandatangani Sekda
n Cubernur dan Filak Penpusul
Pujam Pakal




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP [ [000.8.3.3 [ |20 40f | BPFAD -V | 2025
TGL PEMBUATAN | :[02 2anuan 2026

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

iy

YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004

NAMA SOP

: | Sewa Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milikk Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Sewa Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Sewa

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Sewa

4. Memiliki kemampuan menghitung nilai wajar atau nilai sewa

5. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. OPD Terkait Teknis

2. ATK

1. Komputer, printer

3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Sewa Barang Milik Daerah akan diproses
apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

3. dlil

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD




SOP SEWA BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKLU
No. AKTIVITAS Pihak Pengusul / Kepala Tim Penilti Keterangan
Calon Penerima  JGUBERNUR] SEKDA KABID KASUBID : Kas Daerah DIKN Persyaratan Waktu Output
i BFKAD Hibah
Hibah
I 2 3 4 5 & 7 L] 9 10 11 12 13 14 15
Usulan/ Permohonan Sewa Surat permohonan 5 menit Landa Terima
Kepala badan, kepala v miemisg | |
B RPN G PRI iy ety [Msposisi 5 menit Lembar disposisi
disposis
: Kasubbid melaknkan pengecekan [ meneliti " Data Adsiniteas Kelenghapar
b dokimen sesual desnga -,I. . . ‘__,1 it W menit dokumen BMIY yang,
en sesuai dengan persyaratan, | | ok akan disewaban
A 4
Melakuk smeriks survey |a 2
akukan pemeri -Imm;' survey lapangan T/’ 1 . Berita Acara
4 Jrerhadap barang milik daerah yang akan Dala Fisik Asel lenghkap |1 hari kerja )
: ! i Menelitian lapangan
dihibahkan { Tim Peniliti)
- ¥
Surat dari Pengelola
Laperan hasil penelitian/ penyampaian W Barang kepada
= [barita Acara hasil penelitian fisik Berita Acara Penelitlan B Gubernur untuk
© Jkelayakan/kondisi barang milik daerah lapangan AR persetujuan BMD
vang akan dihibahkan untuk diadakan
Perjanjian Sewa
[Surat Permeohuonan [ aperan Pentlalan
o ApOTE i
6 Penilaian Sewa oleh THEKN o I I |f|.“l'II'L1II|111 Sewa dan 15 harl kerja ":\‘:\'d ol DIKN
Eelengkapan Data
T
' Penyampaian harga Sewa ke Pemaohon \{; :;’;Edll TPenilaian hari “:\dx.il;:::i.::]!];?\euu




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP Toeo.8.5.3 [ipa[cop| eprap -1 [ 2020

TGL PEMBUATAN |02 gomuan 2026

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
i
YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)

g NIP. 19820816 200112 1 004 .
NAMA SOP | :| Hibah Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2074 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hibah Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Hibah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Hibah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penghapusan BMD
4. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer

2. ATK

3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Hibah Barang Milik Daerah akan diproses
apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD

3. dll




SOP HIBAH BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
Pihak
No. AKTIVITAS Pengusul / Keval Tim Peneliti Keterangan
’ enelit i
Calon  |GUBERNUR| SEKDA mfg::’] KABID | KASUBID ‘“I’“h: " Kelengkapan Waktu Output
Penerima d
Hibah
1 2 3 4 7 5 9 10 11 12 13 14
Surat
I JUsulan hibah ﬂ ot 5 menit Tanda Terima
permehanan
Kepala badan, kepala bidang membuat X A o = : ;
2 T l DHsposisi 5 menil Lembar disposisi
i .‘\] HR151,
Kelengkapan
- . o . lokumen BMD vang
. Kasubbid melakukan pengecekan [ meneliti W Data Administrasi S it ;L - 1ilhi:ba]'|kﬂ'l'l '
M | "
LII.‘IL'IJ men "n':‘-ll“li dL'I'IMrJ]I Pl,‘r‘ﬂ. -,,Ir..l['ﬂ!\. I. ."'u""‘."‘.'t R , : : * ;
> (ke inventaris /
KIB)
Melakukan pemeriksaan / survey lapangan T Data Fisik Aset ot s
i Fls ASE L d SACErD
4 Jterhadap barang milik daerah vang akan 1 hari kerja o
dihibahkan (Tim Peniliti) englap Feet g
Y
Surat dari Pengeloda
Laporan hasil penelitian/ penyampaian Bettta A nur.:l _Ln L?HL o
L | lJ\. .I. I . Ara v 7]
. barila Acara hasil penelitian fisik i i o - : £ e i oo
A R B Telaah Penelitian 3 hari kerja  JGubernur untuk
an 51 ha 14 AT lapangan persetujuan BMD

yang akan dihibahkan,

menjadi Objek Hibah




Persetujuan Gubernur tentang penetapan

Sural
permohonan dari

Surat persetujuan
kepada Gubernur

f BMD menjadi abjek Hibah Pengelela disertai 115 hari kerja Juntuk menetapkan
Berita Acara hasi hirang milik dacrah
penelitian. menjadi objek hibah.

I'I Persetujuan
~  Jsurat Pernyataan kesediaan menerima hibak G“lwr“u[ w”i ol . Surf!t lTrm:dm("}
7 calon penerin tibah Inwni.-l..;p‘-;‘:ln f: AD§2 hari kerja ;_:Tl;la O penerims
- menjadi Ohje ibah.
Hilah
Surat Pernyvataan Surat persetujuan
g Pengelola Barang mengajukan permohonan menerima hibah | b ke hibah dari Pengelala
persetajuan hibah kepada Gubernur, dari calon oDtk eV Barang kepada
Jpenerima hibah Gubernur
Surat persetujuan
; hi 5 :

9 |Keputusan Hibah vibah dari Sdactberin | I urat Kep.ulut-an
Pengelola Barang hibaly dari Gubernur
kepada Gubernur

f Naskah Penanjian
3 [Girat Surat Kepulusan Hibah Dacrah di
10 Naskah Hibah dan Surat Perjanjian Hibah o Perjanjia hibah darn 5hari kerja  Jlandatangani
n Hibah Gubermur Gubertur dan
Penerima Hibah
MNaskah Perjanjian
raerah di

T Pengelola Barang melakukan serah terima BAET Hll":h L '1"["_[[ o  hati ket 8 Hibal

barang daerah vang dihibahkan o~ : l_'““ AiAngaN; CRtatit AST Hibah
< > hibah Subermur dan

FPenerima Hibah




 NOMOR SOP |o00.8.3.2 [ 122 | S0P | BPEAD - v | 2026 ]
| TGL PEMBUATAN ‘loa Ponuan 2825
TGL REVISI : - -
TGL EFEKTIF : e
DISAHKAN OLEH - KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN W
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH | - _ ~ NIP. 19820816 200112 1 004 |
NAMA SOP .| Hibah Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Bangunan dengan Nilai diatas 5
Miliar
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang | 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hibah Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Hibah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang | 3 mMemiliki kemampuan menelaah pemohonan Hibah
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 | 4 mamiliki keterampilan dan ketelitian
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan |
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang l
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2. SOP Surat Keluar 2. ATK

3. S0P Penghapusan BMD 3. Kendaraan Dinas

4, OPD Terkait Teknis

'PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN o
Permohonan Hibah Barang Milik Daerah akan diproses 1. Data Pendukung

apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan 2. Aplikasi SIMDA BMD

| 3. dll




SOP HIBAH BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH BANGUNAN DIATAS 5 MILIAR

PELAKSANA MUTU BAKU
" Pihak P sul .
Ne. AKTIVITAS P YR / T o Kepala . : Tim Peneliti Keterangan
Calon Penerima | GUBERNUR DPRD SEKDA BPKAD KABID KASUBID Hibah Kelengkapan Waktu Dutput
Hibah
1 2 3 4 5 b 7 8 a 10 11 12 13 14
1 JUsulan hibal J Sural permolonanys menit Tanda Terima
h
Kepala BadanKepala Bidang membuat
z g Z ' ¥ R | Disposisi 3 minil Lembar disposisi
disposist
Kelengkapan
" ; 3 vt
5 [Rasubbid melakukan pengecekan / menelits Data Administrasi 5 ikstine ’T i il
. ) i M) et akan dihibahkan
tokunten sesuai dengan persyaratan. Asset : ;
; (buku inventaris /
KIB)
Melakukan pemeriksaan / survey lapangan T 7 .
) [ata Fisik Aset ] Berita Acara
1 Jrerhadap barang milik daerah yang akan e 1 hari kerja Peneclitian |
dihibahkan (Tim [‘enﬂin] \ CngRap enelitian apangan
X
Nota Dinas dari
Laporan hasil penelitian/ penyampaian Y — Pengelola Barang,
- [parita Acara hasil perelitian fisik s e [Repada Gubernur
o ; 2 : . Telaah Penelitian 5 hari kerja :
kelayakan/kondisi barang milik daerah Ia untuk persetijuan
il i
vang akan dihibahkan. pangan BMD) menjadi Objek
Hibahk
T Sural permiohonan Sural persetujuan
i P il ¥ A ¥
Persetujuan Gubemur tentang penetapan / '-!‘_"' I “_”l‘-‘-‘ l"_ la o kepada Gubernur
6 R disertai Berita 15 hari kerja  pumtuk menetapkan
BN menjadi objek Hibah : ST
\ Acara hasi barang milik daerah
penclitian, menjadi objek hibah.
Y




Surat Pernvataan kesediaan menerima hibah

I["L‘fwl ujunan
Cubernur vang

Surat Pernyataan

2 3 ; menetapkan BMD 3 han kerja jdan calon penerima
calon penerima hibah
menjadi Objek hilxah
fHibak
Sural Pernyataan Surat persetujuan
& Pengelola Barang mengajukan permohonan menerima hibah - f bt lria hibah dari Pengelola
: . ; 2 hari ke
persetujuan hibah kepada Gubornur, dari calon i Barang kepada
penerima hibah Ceubernur
Lintuk tanah dan
Surat persefijudn lhil'l.glll'lctn sertia
“ Surat Permohonan persetujuan hibah dari hitxah dari 5 bt i Surat ke DPRD Prov. | barang lainnya
Carbermur kepada DPRT Prov. Sumse] i"t‘ngﬂltﬂﬂ ilarnnj._{ e B Stmsel vang bernilai
kepada Gubernur diatas > milyar
rupiah®)
|Untuk objek BEMILY
T VAN sesuai
lengan ketentuan i
e Surat DPRD Prov
varitu tanah dan el ke
- T - ] e
10 fPersetujuan DPREY bangunan serta 15 hari kerja ; 5
el et o Persetujuan Hibah
b St v
Y vang bernilai
diatas 5 milyvar
rupiah™}
Siirat persetujuan
hibah dari Surat Keputusan
11 JKeputusan Pelaksanaan Hibah Pengelola Barang |5 hari kerja  Jpelaksanaan hibah
kepada Gubermur dar Gubernur
Sumse|
; Maskah Perjanjian
Surat Keputusan Iy
. ) o Hibah Daerah di
12 [Naskah Hibah > pelaksanaan hibah]s har kera B
S B tandatangani Sekda
dari Gube :
dan Penerima Hibah
Maskah Peganjian
Pempelola Bararg melakukan serah terima b Sanas ot | )
13 i v taridalangant 2 han kerja JBAST Hibah
barang daerah yang dihibahkan X
* J Sekda dan

Penerima Hibah




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DASAR HUKUM :

NOMOR SOP | 0o0.8.3.5 [122 [<OP | bpEAD -1 l2628 B
TGL PEMBUATAN (| b2 Boruan 2028

"TGL REVISI

TGL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

DISAHKAN OLEH

YOSSI| HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004

NAMA SOP .| SOP Pemusnahan Barang Milik Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomeor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penghapusan;

Memiliki kewenangan dalam memproses Penghapusan barang milik daerah;

Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; dan

Memahami klasifikasi barang milik daerah;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

M d G b =2

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Surat Masuk

. SOP Surat Keluar

OPD Terkait Teknis

Pelaporan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah

R

1. Komputer, printer;
2. Alat Tulis Kantor; dan
3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

PERINGATAN

| PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penghapusan barang milik daerah yang berasal dari
penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.




SOP PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
Pihak Ket
Na AKTIVEEAS Pengusil BIRO Kepal Ti e
gusul / t EPR il Wakt Output
Peigguns GUBERNUR SEKDA HUKUM G AT KABID KASUBID Pk Kelengkapan aklu utpul
barang/ OPD
1 2 3 4 5 L] 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajukan
1 T AT 508 Surat permohonan 3 menit Tanda Terima
Daerah kepada Gubernur melalui Pengeloln
[BPKAL)
2 Kepala badan, kepala bidang membuat .1 Disposisl 3 menit Lembar dispesisi
disposisi.
| ) " . . Data Administras
n mb_h_jd dn stnl meln .ulmrl penrceia W barang milik daerah 0 ; ‘[\Lulengka'un dokumen
. mieneliti dokumen sesuai dengan — yvang akan e (buku inventans / KIE)
i dimmsnahkan
b 4
hlL:”":“k;'l_" P"”*”EF:“: ; ”I"”:"T I“"L':'ge"" T// Uata Fisik BMD hari kes  [eTiE Acars Penelitian
4 rerhadap barang milik daerah yang akan Recighiap 1 he 1 [npnn};an; Cuedk Fisik
dimusnahkan \
Y
Surat dari Pengelola
= i-ﬂ!ﬂlrﬁ‘:’.\‘-hd—ii: P'l_l:lrhﬁﬂ.rf':- T*‘I'i?l?}[:'llﬁz . W Rorita Acara FPenelitian 3 hiari kerja E:]"‘:r;ﬁ;‘:;ﬂﬂ?u::l‘ﬂﬂlul
3 varita Acara hasil penelitian fistk /kondisi I : S 3 b i ¥
{iarang Milik Daerah 1 ] lapangan/Cek Fisik Pemusnahan Barang Milik
Traerah
W Berita Acara Penelitian|
_‘it'l-:.hﬂ‘\ nlr"-f I-:-I.'kldl Prow, 5\4@qu I.u.pnmn Telaah l:]'-.mj':'n_r’;d k !l:-ilh ol parmORSONs di
g |pasil penelitian/ penyampaian barita Acara LI "_‘" can Femptt b harkera  [Pengelola disertat Berita
hasil penclitian Asik fkondisi Barang Milik .:“‘ml‘ perRELuan Acara hasil penelitian.
Daerah Pemusnaban Barang
Milik Diaerah
Surat permohonan disposisi Gulbermur setuju
. Persetujuan Gubernur tentang pemusnahan dari Pengelola disertai 5 bk i untuk misnetapkan

Barang Milik Daerah

&

Barita Acara hasil
penclitian

[keputusan Pemusnahan
Barang Milik Daerah




NOMOR SOP T000.3.3.3 [134 [ 500 | Bpea - [ 2025

TGL PEMBUATAN | :| 62 %0rwan 203€ B

TGL REVISI S——
TGL EFEKTIF

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

IO

YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NAMA SOP Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir Dibawah 1 Juta

'DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan;

Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah;
Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Memahami klasifikasi barang milik daerah,;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

b N=

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. OPD Terkait Teknis

4. Pelaporan Barang Milik Daerah

1. Komputer, printer
2. Alat Tulis Kantor
3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.




S0P PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN NILAI TAKSIR DIBAWAH 1 JUTA

PELARSANA MLUTU BAKL
N KTIVIT 2 Kot
" AK "AS 3 - - s krﬂnﬁ&n
T;:m:::‘ cusstNuR|  SEKDA HT:‘{ - :'Fﬁ'; kasin | kasumo I‘rn'i::lin Kelengkapan Waktu Outpul
baramg’ OFD
1 2 3 4 5 7 B 9 mw (B 12 13 4
it/ Kuasa Frngguna mengaukan
permobonan ]"l‘rl|ll.l|4||\ peralitan dan mesin ¥ i
1 gwpacla Gubernus melahii Tergelnle \_} Surat permohonan]s mendl Fanda Terima
HBEPEAL)
5 |Kepala badan, kepala bidang membuat e ] e bl lrasias s
dispuralsi L | |
Nhats Addominisirs
Kasulbvhid ilan stal melakmkan pengecekan v i : LJ:_‘:II;L“ e Kasbenighapan
1 i Ll dokumedn sesuad dengan — i ‘ l:: 1‘. Yan A memit dokumen (bl
PEESY ArALan | | :l::j: YOE AR imverdars [/ KIH)
W
g
Melahuban penweriksaan / survey laipangan Duatn Fistk BN Bt Agara
i lwlmdar |I.II|I,|I]': milik dmrah |.'.:|11p_q|l.r|n \ # :_. ; ' 1 harl keria Penelitian
chijmaal ¥ e lapangan/Cek Fisik
[sural dar Pengelola
ik Ela hepraia
Laporar hasil penelitian/ provampsian W H.”'“ huara Pasang e
i } i I Meneiitian Labermur prtu k
3 fharita Acara hasil penchitin fisik / kondis: 1 aipngai/ Cel 1 hart kerja rho i
vt e 4 i
peralatan dan missin vang akan dipaal Pisil Perualar Peralitin
dan Mesin
A Mot Dinas befaakh
Memampalkan Lopocin hasil penalitian/ Telaak hasil P“nlll_m_'m
emryampaian harita Acam hast] penslitian Lapangan,/Cel.
& | P o ¥ fistk dan Berita 2 hari kerja

ik /kondin peralatan dan mesin viang alan
il ijual kepada Gubermur meelalo Sekda

Scara Panelitiin
lapangan/ Cek
Fisik




NOMOR SOP .| 0c0,8.3.2 [ 125 [<op | EPFAD -V [202¢
TGL PEMBUATAN | 02 Berwaor aDas
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF Bl
DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
9N
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH NIP. 19820816 2001121 004
NAMA SOP .| Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir diatas 1 Juta
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang | 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah:;
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang | 3. Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah;
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. | 5. Memahami klasifikasi barang milik daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 | 6. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN - PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2. SOP Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor

3. OPD Terkait Teknis 3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)
4. Pelaporan Barang Milik Daerah

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses | 1. Laporan barang milik daerah;

pengelolaan barang milk daerah, Jika SOP ini tidak | 2. Disimpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik | 3. Menjadi bagian dari arsip daerah.

daerah tidak dapat berjalan dengan baik.




S0P PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN NILAI TAKSIR DIATAS 1 JUTA

PELAKSANA MUTU BAKU
Pihak
No. AKTIVITAS Pengusul / BIRO Kepala Tim Keterangan
GUBERNUR| SEKDA KARID KASUBID KPENL Eelengkapan Waktu Crutput
Pengguna HUKUM BPKAD 2 Penjualan FRORP P
barang
1 2 3 4 5 f 7 B & 1 1 12 13 14 15
Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajkan
permohonan Penjualan Peralatan dan Mesin E ;
1 [Surat permchonanfs menit landa Terima
frang telah memenuhi syaral kepada
Cubernur melalul Pengelola (BREALY)
2 kqhﬂﬂ. Dby et Dilanig raestbun) Dhisprsisd 5 mienit Lembar disposisi
dispeesisi .l
Kelengkapan
Kasubbid dan staf melakukan pengeockan / \ aba Addisdaizis dokumien peralatan
3 meneliti dokumen sesuai dengan persyaralan f—-l A ‘.; Kend 0 menit dan mesin yang akan
Penjualan Peralatan dan Mesin | | FANRL RN IRAY dijual. (buku
inventaris / KIH)
L 4
Jl'nniﬁ Penjualan melakukan penelitian -]/
terhadap Peralatan dan Mesin dari segi [ita Fisik Aset Berita Acara
4 acdministratif, keadaan fisik, efisiensi \ peralatan dan 1 hari kerja Penelitian
pengguaan, ava operasional, nilai jual v misin lipangan/ Cek Fisik
vang dituangkan salam berita acara
Surat dari Pengelola
Berita Ac I ¢ kepad
il aporan hasil penelitian/ penyampaian hd EE::;“:_“:::N i_;::::_‘:l"u:i::;k
5 barita Acara hasil penelitian fisik /kondisi |ﬂl'l.:11ﬁ'\n Cok 3 hari kerja persetajuan
I an Ll st

Peralatan dan Mesin vang akan dijual

Fisilk

Penjualan Paralatan
dan hMesin




Felaah Seleda permohonan parsetujuan

L 4

Telaah

Berita Acara
"enelitian

Surat permohonan
dari Pengelola

; . 2 hari kerja : .
Jpenjualan peralatan dan mesin lapangan/ Cek disertai Perita Acara
Fisik hasil penelitian,
Surat permohonan disposisi Gubernur
- dari Pengelola setuju untuk
- [Persetujuan Gubemur lentang penjualan
7 disertal Herita 15 har kenja  menetapkan
Peralatan dan Mesin e
Adcara hasi keputusan Penjualan
penelitian Peralatan dan Mesin
f.‘ia]’lnanl Surat Keputusan
Fengelola Barang mengajukan permohonan (Crubermur setujin Penjualan Peralatan
8 fpenetapan keputusan tentang Penjualan untuk Penjualan |7 hari kerja  Jdan Mesin dari
Peralatan dan Mesin kepada Gubemur, Peralatan dan I'n:ll.gel.ulo |1.1hu15
Muesin kq"pa;l.l Gubermur
disposisi
persetujuan dan
Sural keputusan [Sural Keputusan
Keputusan tentang Pemjualan Peralatan dan Perjualan i Penjuslan Peralatan
4 5 hari kena
Mesin Peralatan dan dan Mesin dari
Mesin dan Gubemur
Pengelola Barang
kepada Gubernur
Pengelola barang mengajukan permintaan Surat Keputusan
o] 5% F e i) s [Sural Mermohonan
Penjualan Peralatan dan Mesin dengan cara Penjualan
o penjualan secari
1 |-1'|.n'|:.':I yang I\ul.lh.‘.in.l.m penjualannya Peralatan dan 5 han kerja

dilakukan melalil Kantor Pelayanan
Kekavaan Negara dan Lelang (KPENL)

Mesin darl
HCube rmur

Ledang Peralatan dan
Alesin

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKENL) memproses permohonan
lelang penpualan peralatan dan mesin

Surat Kepuotusan
Penjualan
Peralatan dan
Mesindari

Ceu b

5 han kena

resalah lelang




PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP [oe0.8.2.3[ 126 [Sop [RPkAD -v] 262

TGL PEMBUATAN ‘02 Penuan ami 1
TGL REVISI - -

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

9 (R

YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IVIb)
NIP. 19820816 200112 1 004

NAMA SOP ;| Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan Sisa Bongkaran

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Penjualan Sisa Bongkaran

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penghapusan BMD
4. OPD Terkait Teknis

PERINGATAN

1. Komputer, printer
2. ATK

3. Kendaraan Dinas

PENCATATAN DAN PENDATAAN o

Permohonan Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik
Daerah akan diproses apabila memenuhi syarat dan sesuai
ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dll




SOP PENJUALAN SISA BONGKARAN

PELARSANA

MUTU BAKL

No. AKTIVITAS Plak BIRG Kepala Tim Keterangan
PengusulPenggu] GUBERNUR] SEKDA el = KABID KASUBID Femsyaratan Waktu Output
HUKUM BFKAD Penjualan
na barang/ OPD
1 2 3 L] 5 L 7 [ 9 10 11 12 13 14
Fengipuna,/ Kuasa Pengguna mengajukan 5 [ Y
sermohonan penjualan sisa bonglkaran =urnt
1 i Ty : Prer —) il 5 minit Tanda Terima
kepada Gubernur melalul Pengelola i permohonan
(HBPEATY
Kepaln badan, kepala bidang membuat 4
s 7 T £ ! I I Esposisi 5 mumnit Liembar ..!l-;lu'-l-:'H
disposisi.
Kasubbid dan staf melakukan pengecekan / Date Adminisies h'.uh'ngi.u].\m
. . larang miltk
i meneliti dokumen sesual dengan - A0 menit dokumen (buku
daerab vnir akan X FATE
|persyaratan i s imventaris [ KIE)
idijual
L 4
kS ks, f y
Melakukan pemeriksaan / survey lapangan boata Fisik BMD Berila 'l.‘"ulm
4 terhadap barang milik daerah yang akan \ i lass | hari kerjn  [Penelitian
dijual ¥ PR lapangan/Cek Fisik
Surat dari Pengelola
! ; Berta Acara Barang kepada
Laporan hasil perelitian/ penvampalan
" Gy . Fenelitian . Cubermur untuk
5  fbarita Acara hasi] penelitian fisik [/ kondis . % hari kerja
. ¥ : i lapangan/Cek persefujuan
sisa bongkaran yang akan dijual i i .
Fisik pr_'ll|u.1h111 sisa
bonglaran
\ Gural darl
Telaah Mengelola Barang Sural permohonan
é l'elaah sekta terhadap permohonan 'l . kepada Gubeniur | hari kerja st Pasgeiorn

persetujuan penjualisn sisa bonglaran

untuk persétujnan
penjualan sisa
bongkaran

disertal Berita Acam
hirsi penelitian




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP "[600.8.2.3 | 128 | SOP[ BAEAD -+ [ 2025
| TGL PEMBUATAN | b2 fonuart 20§

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF ] .

DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
Y¥OSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004

NAMA SOP ' | Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

“1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling

2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling
3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling
4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penilaian BMD

4. SOP Penghapusan BMD
5. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling akan
diproses apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung

2. Hasil Penilaian BMD oleh DJKN
3. Aplikasi SIMDA BMD

4. dil




S0P RUISLAG/ TUKAR MENUKAR/ TUKAR GULING/ BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MLTU BAKU
IVIT Pihak
N, AKTIVITAS s AR BIRO - Kepala . . Keterangan
GUBERNUR] Pengusul/ DPRD SEKDA KABID KASUBID DKM Persyaratan Walktu Chutput
HUKUM BIrKAD 1
orp
1 2 3 4 5 [ 7 ] & 10 11 14 15 16 17
Permohionan usul tukar menukar [Surit ! . —
1 5 Il Tanda l'erima
tenah/ b unan th permohonan
wepala B . Kepala Bidang me t LY
2 B,tp'jl g A REPM ang entbale [ 1 Dsposisi 3 menit Lomnbar disposisi
disposisi. I
Kelengkapan
4 an BAILY v
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti [rrata Administrasi ; akmen BMD yang
3 \ M) menit akan dihibahkan
dokumen sesuan dengan persyaratan, Asse|
. (buky inventars /
KIH)
; X k & i
4 |melakukan penilaian objek Ruislag/ tukar [ata Fisik Aset 12 hal Hasil 'enilaian
rubing S lukar menukar Jlengkap i KN
MNota Dinas dard
. Pengelola Barang
Laporan hasil penelitian penvampaian ¥ Berita Acara - {
= o A - o o fkepada Gubernur
5 Jhasil penelitian dan penilaian barang milik Tenelitian 6 hari kerjo Bk porsetian
dagrah vang akan ditukar moenukar, 1 r =
= % P el o BMD menjadi Objek
tukar menukar
Mota Dinas dari iurat o
rersetufus
W Pengelola Barang R I
A kepada Gubernur
e T ke pada Gubernur
Kajian ke Gubernur tentang kelayakan dan : _ - Juotuk menetapkan
[ untuk persetujuanfl3 harn kerja

tujuan tukar menubar

BMD mengadi
(bjek tukar
mienukar

ll".ll'li: milik daerah
menjadi objek tkar
menukar BAMD,




|Fersetujuan
[Gubernur yang

Surit Keputusan
Gubernur mengenai

* Selain tanahy/lahan
dan atan bangunan
apabila telah sesuai

7 Keputusan Gubernur menetapkan BMD Y5 hard kerja memnahi syarat dan
SN penetapan
menjadi Objek keputusan Gubernur
- penyertaan modal
tukar menukar dapat langsung
BAST
= P ptu = AT
TR e Surat persetupan Untuk Barang
Pengelala Barang mengajukan permohonan menerima hibah P e HRICERR R
B T vl ’ ¥ b ! % hari kerja BT dari Pengelola bangunan dapat
tukar menukar BMD kepada DPR dari calon i i
S Parang kcp.]dn dilaksanakan setelah
penerima hibah i SR pirs
Gubemmur persetijuan DFRI
[Surant
Surat Permohonan persetujuan Tukar Eh.mmh-“ndn Surat ke ERD P
')I I< rsotujuan iral ke roe,
9 IMenukar BMD dari Gubemur kepada DIFRD iy 4 hari kerja R
o penyertaan modal S0 Ee]
'rov. Sumsel by
dari Gubernur ke
DPRD
Untuk objek BMD
vang sesuai
dengan ketentuan :
T . .H : ’ Sural DPRD Prov,
‘/ yaitu tamah dan el bR
10 fremetujuan DFRD bangunan serta |15 hari kerja | bt &
r ¥ Persetujuan
\ barang lainnya
I penvertaan modal
v vang bernilai
diatas 5 milyar
mipiah®)
[Surat DFRD Frov ’
- - Surat Keputusan
Gubernut mengeluarkan Sural Keputusan [Sumsel tentang .. :
11 5 hard kerja | Tukar Menukar
Tukir Menubar BML | = [Persetujuan Tukar St
S e Menukar BMD A e AT
Pengelola Barang melakukan serah terima Surat Keputusan Selisih nilai lebih
12 barang milik daerah yang dilepas dan BAST Tukar Menukar | hari keria BAST Hibah Tukar yang dihibahkan
barang penggant dan dituangkan ke dalam BAMD dari I M Inenukar dituangkan dalam
BAST (Tukar Menukar) subermur BAST




PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP | 000.8.%.% [ 129 | SOP | BPKAD - v [ 202C

TGL PEMBUATAN | :| 02 2owwany’ 2026 = =

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
I\
YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
NIP. 19820816 200112 1 004

NAMA SOP KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai kerjasama penyediaan infrastruktur
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme kerjasama penyediaan infrastruktur

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan kerjasama penyediaan infrastruktur

4, Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2, SOP Surat Keluar 2. ATK

3. S0P Penilaian BMD

4, OPD Terkait Teknis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

‘Permohonan kerjasama penyediaan infrastruktur akan
diproses apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BEMD
3. dll




S0P KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

FELAKSANA MUTLU BAKU
NOD KECGIATAN o Kimila Perusahaan Keterangan
Pilak Pengusu JCURERNLUR]  SERDA Mk H!’EAII KAnID EASLIIID | Tim Penetill k] P Tim Lelamg | Pememang Eslengiapan Wakli Ooubgml
Lelang
1 z 3 4 5 L] b B G ] 11 12 i3 14 I5 i 17
N int st -
I JUsutan Kerjasama Penvedhioan Dnfraserukius 5 feril Tanda Terma
i LOman
- |Eepals Badan, Kepols Bidzng neminaat
i 1 Lhisysosis 5 renit Lermhar iisponist
ilispuorsis I
Felmnghapan
W lok wmmen [ahan yang)
' Lrrelakul an pongice — [afa Sl s b Sl it Lakeni ol Karmisama
lisrkg A PeraY AR Ageaf Paryundiadn
Indrastrukiur (buky
invendurs / KJIH)
W
Tim Penwlith imelakokan peiien keaan V
i survey lapangan iechadag lahan milcl [t Fisdke Awnt LA e | Borita Acara
astah yang akan Kerjisama \ lengriap U Mpeneditian lapangan
Irifrastiiikiug
ki
teorta Thras dari
Ponpedols Harang,
Laprisean bl peneh ban) periyampatan Y lrpadda Cdberm
g Beriva Acara
. baritis Acara hesil penelitian faik Tedaah = untuk peretigum
a L : Fenelitan 5 han kena
hekawalan/ biindisl lahan milih dicral vadg Hessia lataar rienjaili Obgek
nkan Kerjaadma Penyediasn [nfrastrubus e K pajanasma
Penyedisan
L Fiaséruakelur
S prereriugaan
I hrpasdn Coubermar
arad
ik menelagrkan
Phigjuam Clsrmur endang perelapsal usrimatiinigd dikn
i . . et ik dseral
[} v Korpesarma Pemyediann Fenpelola desorma 15 bari karje
iy ) obyek
Ferita Acarn sy G
i kbt Ferjanammi
fa— Pun yed i

| frasstrukdpr

Menyedisan Infrastruktor kepada Cabarnur

Mt [Hnas
Persesuan
ubserniir

2 et kerja

Sihrat pETsEuan
lahuen seturpas nlnypek
KErfasams

Fen yeduan
Infrasirusior dan
Pengpelola Barang

kepada Guberng




Keputuadn Lahan sehaga Objek Kerjasima

Sl ersetliguai
lahan sebaga
iabpske Kear i

Surat Kepitusan
Lahan setapgal Cibyek

~ 1 Feryaliaan 5 hari kerjn  JiCerjosama
Periyediaan Infrastrukiur Frifeast i klnr o Penyodiann
Penpelob Barang Infrasirukiur
karpacda Culstrmur
Sural Kepuiusan
L
|
g SHem "_d“':m I Lajrortian peilala
8 NPenilasan Lahan adeh RN (el Kenasarma |2 minggu ol [N
Hetipedioen
Indrastriibdi
laporan ponilaien)
- Lo ’ [HEN, dan —_—
rt Earpasarna Pory'ediasn Tnifrastrubu ais 5K Penetapan
19 gLy i peresahasn yang |2 bulan )
v Pamitia Lelang [sental e npons f i
peratuiun 1erhaiit
Peranpuan Kerpsaiiia
o Pl salursin Porjanjian kisanssa Kerasama Y FuE. Kaprpasarma

Menorediman Infrastrukiue

il I'mr,'r.\p.\n
I Penwmang

Frnpechianm
I rstrubie

PARAF HIERARK]

Selretaria

Kepala Bidang Pengelolaan BMD

an

Plh. Kasubbid Pemanfaatan BMD

wa

Pelnksana

4

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUAMGAN DAN ASET DAERAH,

<

YOS5 HERVANDI, S.E., MWLM,

PEMEBINA TINGEAT | (IV/o)

NIP, 19820816 200112 1 004




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

SUB BIDANG AK |

NOMOR SOP 060.8.%.2 lcgg Ig;? [ E,?Fﬂb-lvhblc

TGL PEMBUATAN b aﬂhutlﬁ 1015

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pravinsi Sumatera Selatan,

9

Y055 HERVANDI, SE.,M.M
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121064

NAMA SOP Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan

DASAR HUKLIM

KUALIFIKAS] PELAKSANAAN :

1.
2.
3.

LUndang-undang no 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Imspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provins| Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68)

Peraturan GubernurNomor 26 Tahun 2018 tenatang perubahan atas peraturan Gubermnur Nomor 68
Tahun 2016 tentang Susunan Oerganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provins] Sumatera Selatan.

Kasubbid Akuntansi |

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

2. Internet

3. Alat Tulis

4, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN !

Apahila proses rekap pendapatan terlambat dibuat, maka angka yang disajikan dalam LRA pendapatan
daerah tidak sesuai

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




Paizksanaan Mutu Baku
No Kegiatan WR/WP/Bendahara Ket
Penerimaan SKPD Bark Sumsel Staf Kasub Kzhid Bapenda Kelengkapan Waktu Dutput
1 |Wajib Retribusi/\Wajlb Pajak/Bendahara SKP/SKR, 5TS pendapatan, |Tanggal STS Pendapatan/File
Penarimaan melakukan Pembayaran m E] Kompute:, alat tulis Transaks pendapatan
sejumiah uang yang tertera dalam SKP
daerah/SKR kepada Bank Sumsel (REUD]
B
2 |Bank Sumsel memberikan Soft copy, hard i m LTS pendapatan, Kemputer, [H + 1 575 Pendapatan,/File
copy dan bulkti transaksi Penerimaan o MJ_DJ Imternet, alat tufis Transaksi pendapatan, RKLID
3 |Memilah pendapatan berdasarkan data dari | 5T5 Pendapatan H+1 STS Pendapatan/File
soft copy dan hard copy sesuai dengan X Hinsilasi Transaksi pendapatan, RELID
klasitikasl objek pendapatan
4 |Membagi dokumen bukti transaksi P Lapals Vet 5TS, Pendzpatan, alat Tulls
pendapatan kepada staf pemanghu sesual . 15 menit ST pendapatan
objek pendapatan L Euj
5 |Masing-masing stal pemangku 3 575 pendapatan, Kamputer, | 1-3 jam Rekap 5TS pendapatan
memverifikasi dan mengentry pendapatan ey internet, RKUD pada Aplikas|
ke Aplikas: Pinhping
& |Masing-masing staf pemangku '] STS Pendapatan /RKUD 1-3 jam Data Pendapatan
mamverifikasl kembali sebalum melakukan ::',,"','.",: pendapatan, komputer, aiat Sementara pada aplikasi
posting data - tulls
7 |Data Pendapatan Daerah sementara D: = e Data Pendapatan 1jam Data Pendapatan
Feradaanss Pemt Sementara Samentara
. Berenlars Javraniaes
o =
g |Awal bulan berikutnya melakukan Al Daie STS/RE, Data Pendapatan | 1-3 jam B rekonsilias dari
rakonsiliasi pendapatan dengan Badan Fombnailis| ";‘"m: Sementara, file Bapenda yang befum
Pendaoatan Daerah dan Bank Sumsel pendapatan, komputer, ditandatangant
é ¥a ) E internet dan alat tulis
besiin E
5 | e ] ad BA Rekansillasi belum 1-2Jam revisi BA rekon yang belum
& |koreksi Pendapatan (fika ada) - ditandatangani, Dokumen ditandatangani darl

Tidak

Ya

permohonan Kareksi
pendapatan, 575, RKUD,
alat tulis

Bapenda




Pelaksanaan Mutu Baku
Mo Kegiatan W/ WR/Bandahara Kt 1
Penerimaan SKPD Bank Sumse| Staf Kasub Kahid Bapenda Kelengkapan Waktu Output

10 |Penandatanganan berita acara rekon e BA Rekansifiasl yang belum |1 jam BA rekon yang
[ :/J-? e | I ditandatangani, Alat tulis ditandatangan!

i1 |Menyusun laporan realisasi pendapatan, BA Rekonsiasi, Komputer, (1 -3 Jam Dokumen LRA Pendapatan
mingguan/bulanan/iriwutan/semesteransta s Internet, alat tulis Daerah yang belum di
hunan rekonsiliasi dan LRA

berdasarkan hasil

wﬁ_"_)l LA Pendapatan [)l W andagutan | rekansiliasl

Alat tulis 1-7 Jam Arsip BA rekon dan LRA

12 |Pengarsipan laporan I }'= pendapatan

KEPALA BADAN PENGELOLA
KELIANGAN T DAERAH

q

YOLSI HERVANDI, SE., MM

PEMEBEINA TINGKAT | (IV/)
NIP.198208162001121004




wi

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

SUB BIDANG AK Il

NOMOR SOP 000.6.2.3 l 003 lﬁﬂ?fﬁ?‘FﬂD-Vlw

TGL PEMBUATAN Do gmn zwau;

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan,

i |

¥0SSI HERVANDI, SE., M.
Pembina Tingkat | (IV/h)
NIP,198208162001121064

Penyusunan Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perkada

NAMA S0P Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSAMAAN :
1. Undang-undang no 25 Tahun 2024 teptang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kasubbid Akuntansi Il

Bed

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah.

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

. Peraturan Gubernur Nomior 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungs

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68)

Peraturan GubernurNomor 26 Tahun 2018 tenatang perubahan atas peraturan Gubernur Nemor &8
Tahun 2016 tentang Susunan Oerganisasi, Uralan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

2. Internet

3. Alat Tulis

4, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Raperda dan Raperkada pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tidak dievaluasi maka
APBD Perubahan tidak dapat diproses

Disimpan sebagail pendukung dokumen perencanaan lainnya




= Pelaksanaan Muti Baku
No Kegiatan - . Eet
Xah/Kota Staf Kasub Kahid B. Hukum Gubeiiur Kemendagri Kelenghapan ‘Waktu Output
1 |Kabupaten Kota menyampalkan dikumen Raperds, Raperkada, B0 menit  |Cex lis tanda terima
Raperda dan Raperkada m [— dokumen pendukung
Pertanggungjawaban APBD dan menelitl sesuai ketentuan, alat
Kelengkapan dokumen sesual aburan tulls
—'—ﬂ e fim I
3 |
2 |Menerima Dokymen Berupa Laporan e Raperds, Raperkada, 30 menit Cek lis tanda terima
Keuangan, Raperda dan Raperkada Feriu dokumen pendulung telah
Pertanggungjawaban AFBD KabfKota dan brizcam sesual ketentuan, alat ditandatangani dan |
dokumen lainnya sesual ketentuan serta tulis penetapan batas |
menetapkan batas waktu 15 han kerja waktu
3 |Mengevaluasi Rancangan Berda dan L-_t i Raperda, Raperkada, I harni Draft Evaluaw
Rancangan Perkada Pertanggunglawaban Minirsiig cal (R dokumien pendukung
APBD 3 sesual ketentuan,
ol { Peraturan Per UL
komputer, printer dan
alat tulis
& [Verifikas| draf Evaluas| Raperda dan Y Diraft Evaluasi, Laporan Diraft Evaluash hasil
Raperkada Pertanggungjawaban APBD oleh . e Keuangan, data 2 | koreis| Kasutibid
fasubbid ; — pendukung lainnya dan
¢ sl o] e Paraturan Per LU
k.
5 |Verifikasi draf Evaluasi Raperda dan v Draft Evalugsi, Loporan (2 hari Draft Evaluas: hasil
Raperkada Pertanggung|awaban AFBD oleh | VerlBas | Keuangan, data kareksi Kabid
Kabid ¥ pendukung lainnya dan
L il e Peraturan Per UL
Fordd it
6 |Koreks| draf Evaluasl Raperda dan Raperkada Draft Evaluasi, Nota Dinas |3 hari Draft Evaluash hasil
Pertanggungjawaban APBD ke Biro Hukurn I b o | dan Peraturan Per LIL kareksi Biro Hukum
Tidak | arn |
Sanual Evilamn
7 |Penerbitan S Evaluasi Raperda dan Draft Evaluasi, Nota Dinas |2 hari SK Evaluasi
Raperkada Pertanggung|awaban APBD ™ | s
[T




. Pelaksanaan Mutu Baku
Mo Kegiatan Ket
KabfKota Stal Kasub Kabid B. Hukum Gubarnur Kameandagr| Kemanghapan Wakiu Output
Menerima SK Evaluasi dar Biro Hukurm SK Evaluasi dan Alat Tulis |30 menit 5k Evaluasi
g
g |Menyampaiian 5k Evaluasi Raperda dan 5K Evaluas), Sural 2 hari Tanda Terima
Raperkada Pertarggungjawaban APED Penyampaian, Komputer,
kepata Kabugaten/Kota Printer dan Alat Tulis
i ) Drakumen 1-32lam Dakumen
10 |Menerima lawaban/Tindak Lanjut |lika T | .L*i.'f'f' sawaban/Tindak sawabanTindaN
diperiukan] hasi| Evaluasi Raperda dan Rarme T LanjutHasil Evaluasi dari Lanjut dari
Raperkada Pertarggungiawaban APRD laby,'Kota Sural Pengantar KabfKota
Kab/Kota dan Alat Tulls
11 |Verifikasi kesesuzian lawabanTindak Lanjul Dokumen 1-3 lam Dakurmen
dengarn Hasil Evaluas| | verifikas ] Jawaban/Tindak Lanjut lawaban/Tindak
Hasil Evaluasi dati lLanjut sesual/Tidax
R Kab,'Kota, Hasil Evaluasi, Sesua danfatau
& Sewai Haek = it | Komputes, Printer dan Surat Usulan ke
Alat Tufis Kemendagri
: . Percla, Perkada, Surat 1 jam Perda dan Perkada|
Menerima Perda dan Pervada Pengantar dan Alat Tulis Kabupaten Kota
12 |Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 'P';:d o rem
il - Pervadts
S
W SK Evaluasl,Perda, 5-7 hari Tanda Terima
! .J.Ipr-uIN Perkada, Komputer,
i p— tasl P b Y -
Peryampaian Laporan Hasil Evaluasi Raperda :‘::'_'__ Ed Frinter dan Alat Tulis
dan Aaperkada Pertanggungfawaban APBD
13 |Kab/Kota Ke Kemendagri
Penarsipan Laporan Hasli Evaluasi Rapesda - Laporan-Harl Evaluast (I3 meaf: ey Mail
dan Raperkada Pertanggungiawaban APBD
12 |Hab/Kota Evaluasi tersimpan
15 |Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluas SPPD, SK Evaluasi 2-3han Laporan
Perda dan Perkada Pertanggungizwaban) Maonitosing

APBD Kab/kota




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

SUB BIDANG AK II

HOMBR QP t00.8.3.3 094 | Sop | ByEAD - Mio1s
TGL PEMBUATAN m %ﬂﬂmﬁ ',an

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan,

‘?N

YOS551 HERWVANDI, SE.,M.M
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121064

NAMA SOP

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengeluaran

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANAAN

L
2

3.

Undang-undang no 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Paraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekris Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prowvinsl Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68)

Peraturan GubernurMomaor 26 Tahun 2018 tenatang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor &8
Tahun 2016 tentang Susunan Qerganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kasubbid Akuntansi Il

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Internet
3. AlatTulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran tidak tersusun dengan baik akan mempengaruhi

keakuratan Laporan Keuangan

Disimpan sebagal pendukung dokumen perencanaan lainnya




i - Pelaksana Mutu Baku i
Staf Kasub Kabid QFD Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menerima berkas SP20 dan Bukti Setor Pajak dari SP2D, Komputer, alat tulis H+1 SP2D
Bidang Perbendaharaan Transaksi
2 |Berkas $P2D dap Bukti Seror Pajak (asl dan Tindasan) 5P20, REUD, Bukti Setor Pajak, Komputer, |H + 1 SP2D sesuai RKUD
yang telah diterima dicocokan dengan Rekening Internet, Printer, alat tulis Transaksl
Koran
3 |Membagl dokumen SP20 dan bukti Setor Pajak P20, Bukt Setor Pajak, Alat tulis H+ 1 Tanda Buktl Penerimaan
kepada staf pemanghku sesual OPD yang menjadi Transaksl sp2d
tangeunEjawabnya
4 Masing-masing staf pemangku memverifikas: dan SP20, Komputer, Internet ) _
melakukan posting SP20 pada Aplikasi :"“‘"‘“ 10 menit Posting 5P20
|
5 |Mengarsipkan 5P20 dan Bukti Setor Pajak tindasan i, SP20, Tali, Kotak, Komputer, Printer, Alat |1-3 jam Arsip SP20
segual menurut OPD Bkt Seor TR Tulis
Pk
B |Menyampaikan Bukt: Setor Pajak Asli dan Tindasan Bukti Setor Pajak Asll, Bukti Setor Pajak 10 menit Tanda terima Bukti Setor
kepada OPD Bkt e o | neks st dan alat tulis Pajak
bl Fajibi Pk
—.F- ——"’-
7 |Melakukan rekonsillast LRA Pengeluaran sementara Data Belanja 1jam Data Balanj Sementara
dengan OPD per triwulan Rk Thate
- e
g Mermverifikasi Berita Acars Rekonsiliasi Belanja Register P20, Register Pengembalian 1-3 jam BA rekonsifasi yang belum
e - BA Sl Belanja, Rekan TBP belum menjadi SP2D, ditandatangani
1ickak Rekap SP28 Belanja, SP) Fungsional,
m Rekening Koran, Kemputer, Intemet,
A Prirter dan Alat tulis
8  |penandatanganan berita acara reken e B ik o u P BA Rekonsilias belum ditandatangan dan |1 - 2 lam Berita Acara Rekonsilias
alat tlls vang telah ditandatangani
b TSR
54 Reaurtin I_'_,
s
L
10 |Pengareipan Lagoran BA Rawonsiliasi yang belum 1@am BA rekan Yang

3

W

ditandatangani, Alat tulis

ditandatangant




NOMOR SOP tc0.8.3.3 [ 120 [ S0P [ BPEAD -1V [202€

TGL PEMBUATAN D2 Pouan 1Ls

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROVINSI SUMATERA SELATAN Provinsi Sumatera Selatan,
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN qN
KEUANGAN DAERAH
YOSSI HERVANDI, SE.,M.M
SUB BIDANG AK 11l Pembina Tingkat | (IV/b)

NIP.198208162001121064

NAMA S0P Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS! PELAKSANAAN :

1
2,
3

Undang-undang no 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menter| Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerfa
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsl
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68)

Peraturan Gubernur Nemor 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 68
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

Kasubbid Akuntansi il

Komputer

Alat Tulis

PERALATAN/PERLENGEKAPAN
1.
2. Internet
3.

4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apablla penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tidak tersusun dengan baik akan mempengaruhi
keakuratan Laporan Keuangan

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




Pelaksanaan Mutu Baku
M Kegiat
5 by Kaban ¥abld Kasub Stat SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima dan melakukan asistensi atas Laporan Keuangan SKPD, |1 Bulan Tanda Terima Data
Laparan Keuangan SKPD yang terditi darl Azl Lotk I B Rexonsias!
Laporan Realbhasi Anggaran dan Nefaca Pendapatan dan Belanja,
dengan data penduliungniya apabiia sudah rekornsilias BMD
sesual digunakan sebagal bahan A
penyusunan laparan keuangan Daerah {\m.:\' Ticisk
.,
Ya
7 |Menyusun Laporan Keuangan Daerah yang ——r I Laporan Keuangan SKPD, |1 Bulan Konsep Laporan
terdirl atax Laporan Realisas Anggaran, RN " A Rekonsliasl Keuangan
|aporan Arus Xag, Neracs dan Catatan atas Pendapatan dan Belanja, Pemerintah
Laporan Kevangan dan menyetatikan rekonsiiiasi BMD Daerah
Laparan ke Kabid Fhex
Sl
| Yo
|
Kbl LE
3 |Mameriksa Laporan Kevangan Daerah yang I = J' iira I Konsap taporan 1 Minggu  |Konsep Laporan
disusun Kasubbid jka tidak setuju Keuangan Pemarintah Keuzngan
mengembalikan kepada Kasubbid, ika Daerah Pemerintah
setuu memben paraf dan mengajuian ' e Daeran
kepada Kaban @
™
A4 |Memeriksa Laporan Keuangan Daerah [ika — Konsep Laporan Konsep Laporan
tidak setuju mengemballkan kepada kabid, -'-J Keuangan Pemaerintah 7 lam Keuangan
fika setuju member| paraf dan - Daerah Pemerintah
memerintahkan Kabld untuk proses X Daerah
penandntanganan Kepaia Daerah
tiean
L]
| R I
KEPALA BADAN PENGELOLA
KELIANGAN DAN ASET DAERAH

)

YOS5 HERVAND, SE., M.M
BEMBINA TINGEAT I [IV/b)
NIP.198208162001121004




NOMOR SOP 0c0.8 .3.3 [ 181 [ Sop | bRFAD -] 2625

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

SUB BIDANG AK Il

DISAHKAN OLEH
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan,

TN

YOS5 HERVANDI, SE.,M.M
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121064

NAMA SOP Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1.
2,
3.

Undarng-undang no 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uralan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomaor 6B)

. Peraturan Gubernur Nomaor 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubarnur Nomaor 68

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsl Sumatera Selatan,

Kasubbid Akuntansi Il

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Kemputer

2, Internet

3. Alat Tulis

4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tidak tersusun dengan baik akan mempengaruhi
keakuratan Laporan Keuangan

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




Mutu Bakl
oid s oy KABAN KABID WASUB STAF BLUD Kelengkapan Wakiu Gutput
1 |Staf Menerima dan memverifikasi Surat Surat Pengantar, 60 Menit Konsep SP2EP
Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja [rmr— SFLHP Permyataan
Pambiayaan (SP3BP) BLUD beserta tanggungjawab, laporan
kefenghapan dokumen yang diperiukan, ffka » realisasl pendapatan dan
sesual Akan dicetak dral Surat Pengesahan . belanja, rekening koran
Pendapan Belanja dan Pemblayaan (SP2REP) T dan BA rekonsilissi RK
BLUD BLUD dan LA
u
2 |%asub memyerifikasi draf Surat Pengesahan et o36p ] |Konsep SPIBF &0 menit |SPIEP
Pendapan Eelanja dan Pembiayaan {SP28P) -
ELUD, jika sudah sesua| memberl parat
persatujuan untuk diteruskan ke Kepata 3 |
Bidang. i 3 Tidu
£ Sesuai
M, /)
Ya
3 [Kepala Bidang mengotorisasi draf Surat Konsep SP28F 60 menit  |SP2BP
Pengesahan Pendapan Belanja dan Ot it o I
Pemblayaan (SP2BP) BLUD, jlka sudah sesual
memberi paraf persatujuan untuk
diteruskan ke Kepala Badan. Tiduk
L]
4 |Kepala Badan memberlkan pengesahan e Konsep SP2EP B0 menit  |SP2B telah
dengan menandatangani SP2BP. FRgri. ditandatangani
i
5  |SP2EP yang sudah disahkan didistribusikan . :
ke BLUD -“’LJ - sEame |

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN E‘AfEHN-I

YOSSI HERVANDI, SE.. M.M
PEMBINA TINGKAT | (IV/b)
NIP.198208162001 1211004




NOMOR S0P

008,8 3.5 [132 (S0P | BppaD-\v [ 2025

TGL PEMBUATAN 02 San 3 9015
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROVINSI SUMATERA SELATAN Pravinsi Sumatera Selatan,
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN W
KEUANGAN DAERAH
YOSSI HERVANDI, SE.,M.M
SUB BIDANG AK 1 Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP.198208162001121064
Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera
NAMA S0P Selatan (Pengesahan Laporan Keuangan DPRD)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANAAN :
1. Undang-undang no 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naslonal Kasubbid Akuntansi |l
2. Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisast dan Tata Kerja
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68)
6. Peraturan GubernurNomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 68
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4, Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN -

Apabila penyusupan Laporan Realisasi Anggaran tidak tersusun dengan baik akan mempengaruhi
keakuratan Laporan Keuangan

Disimpan sebagal pendukung dokumen perencanaan lainnya




Ma Eeglatin Pelaksanaan Myt Baku et
a0 5taf Kasub Sekrd Guberrmae: | GPAD Ko lmighigmn Wiskty Duput

1 |Menerima Lagaran M Pemenkoasn (L) ]T‘
ddn LEPD Auditin ciart 300

2 |Staf menyEnkan Rinperkada, difampin B Ranperkadn IMinggu  |Konep
LEPD Avefitan dan dalumen penduung Ranperhada
ainmyn

|
|

3 |Repala Subbidang memeriksa Ranperkada, Racperkada, LHF BPE |7 han Eoran
|dilzmpirt LEPD Auitan dan dokumen Al LEPD Auetar, dan Rarfierkoda
pendubung tainya Lk telah sesual Dokumen pendukung
mefyiaskin Nota Dines Kepale Badin dan Iatnnya
Surint Pengantar Kepaie Daerah lentang
pegampatan Banperda ke DFRD

4 [EEpals Biclsng mermesius Nota Enas Ranperkata, LHF 8PK | 1har Koniep
Kepals Radan Peryampaian Ranperkada i LEPD disditan, don Runpersads
dan Surwl Penganter Kepola Daerah tencang Debempn parrdubung
penyampaien Ranperds ke DPRD lalnnya

5 [Keusls Badan menarcatanganl Nota Dinay |Rarpersada, LHP BRE |1 fari Koniep
tenizog Sural Penganiar Kepaia Dasrn 0 L Auditan, das [kanperiada dan
tantang pengampaan Rangerkada dan Dohwmen penduhung Hotn dinns
Surat Panganiar Eepala Dearsh tertang lalneyn
paryRmpEEn Ranpands ke BP0 wluk
thitandatargan Gubernur msalul Shietark
Daermh

& |Sowretaris Daerath memerisa Surat Ranpercide, LHP BPE |1 hiin Kenamn
Ferganiar Kapaia Daerah tantang it LKP D duditien, dan Ranpertada
memyEmpaan Ranparkada ke DPRD untuk Dakwmen pandukurg
ditsndatangani Gubernur Tainmya

T |Gubarnue menandatangeni Sural Pengantar = Ranperada, LHP BFE |1 hart LETET
Kegala Deerah  iemang  penyempaEnn Rinimbp f1 LD Auditan, tan anperaaga dan
Ranpisfisin e DRAD wtule ditandstangan) Diokuirmen peEndakung Surat Pengantar
Gubsirar ik lainnym yang balah

—— ditandatargan
Apmmtl — Gubermur

# |Ranperkads dan  [amplran dokumen :_;1
pantikisg alerys beserts wirat oengantar] gt
ifserahiur k= DPRD untul dibehas bersama

BEPALS BADMN PEMGELOLE

YO BERVANDI, 5F
PEMBINA TINGEAT | (0B}
NI 1SS0 7 100

MM




